
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO ,

bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas

administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan

pemerintah daerah;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 202 1

tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun

2011 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor I Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di

Lingkungan Pemerintah Daerah maka perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pedoman Tata Nasl(ah Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di

Prov{nsi Gorontalo (l£mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4269) ;

Menimbang

b.

C.

Mengingat

2.

PARAF

aPD HKM

PROVINS! GORONTALO 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 3 TAHUN 2024 

TENT ANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO, 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas 

administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 

diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan 

pemerintah daerah; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 ten tang 

Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 

tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 

2011 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di 

Lingkungan Pemerintah Daerah maka perlu dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4269); 



3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2009

Nc)mor 152, Tam.bah.an Lembaran Negara Rebuplik

Indonesia Nomor 507 1 );

Undang-Undang Nomor 23 TaIlun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6956);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan (l£mbaran Negara Repubhk Indonesia

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5286) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (l£mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185):

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Arsip Nasiona1 Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

202 1 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 758);

4.

5.

6.

7.

8.

9
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3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 152, Tam.bah.an Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Nomor 5071); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­ 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6956); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185): 

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 

9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758); 
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IO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2023

tentang Tata Naskah Dinas di i,ingkungan Pemerintah Daerah

(Berita Negara Nomor 144 Tahun 2023).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH

DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.
AAenetapkan

BAB I

KETENTUAN UMU M

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk,

pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian

yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan

yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan

Pembangunan.

3. Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik adalah informasi

yang direkam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan,

yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di

Lingkungan Pemerintah Daerah.

4. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai

tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan

kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

5. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai

tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

6. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disebut TFE adalah tanda

tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi,

atau terkait dengan informasi elektronik !ainnya yang digunakan sebagai

alat verifikasi dan autentivikasi.

7. Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang disebut

Aphkasi SRIKANDI adalah aplikasi umum bidang Kearsipan pada Sistem

Pemerintahan Berbasis Eletronik Pemerintah Daerah.

Menetapkan 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Nomor 144 Tahun 2023). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH 

DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, 

pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian 

yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 

2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan 

yang dibuat dan/ atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan 

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 

Pembangunan. 

3. Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik adalah informasi 

yang direkam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, 

yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di 

Lingkungan Pemerintah Daerah. 

4. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai 

tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan 

kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. 

5. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai 

tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. 

6. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disebut TIE adalah tanda 

tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, 

atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai 

alat verifikasi dan autentivikasi. 

7. Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang disebut 

Aplikasi SRIKANDI adalah aplikasi umum bidang Kearsipan pada Sistem 

Pemerintahan Berbasis Eletronik Pemerintah Daerah. 
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8. Format adalah Naskah Dinas yang menggambarkan tata letak dan

redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.

9. Stempel adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau OPD.

10. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau

nama OPD tertentu yang ditempatkan di bagian atas kertas.

11. Kop Sampul Dinas adalah Kop surat yang menunjukkan jabatan atau

nama OPD tertentu yang ditempatkan di bagian atau sampul naskah.

12. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.

13. Delegasi adalah pehmpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat

kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.

14. Mandat adalah pehmpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada

bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas llama yang memberi
man(lat.

15. Penandatanganan Naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung

jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani Naskah

dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

17. Peraturan Daerah adalah Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk

hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah

mendapat persetujuan bersama.

18. Peraturan Bupati adalah Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk

hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati Pohuwato

19. Keputusan Bupati yaitu produk hukum dalam bentuk yang bersifat

penetapan konkrit, individual dan final.

20. Keputusan DPRD yaitu Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk

hukum hasil penetapan rapat paripurna DPRD.

21. Keputusan Pimpinan DPRD yaitu produk hukum dalam bentuk penetapan

untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.

22. Keputusan Badan Kehormatan DPRD yaitu produk hukum dalam rangka

penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.

23. Peraturan bersama adalah Naskah dinas dalam bentuk dan susunan

produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih

kepala daerah.
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8. Format adalah Naskah Dinas yang menggambarkan tata letak dan 

redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas. 

9. Stempel adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau OPD. 

10. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau 

nama OPD tertentu yang ditempatkan di bagian atas kertas. 

11. Kop Sampul Dinas adalah Kop surat yang menunjukkan jabatan atau 

nama OPD tertentu yang ditempatkan di bagian atau sampul naskah. 

12. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatujabatan. 

13. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat 

kepada pejabat atau pejabat dibawahnya. 

14. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada 

bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi 

mandat. 

15. Penandatanganan Naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung 

jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani Naskah 

dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya. 

16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

17. Peraturan Daerah adalah Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk 

hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah 

mendapat persetujuan bersama. 

18. Peraturan Bupati adalah Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk 

hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati Pohuwato 

19. Keputusan Bupati yaitu produk hukum dalam bentuk yang bersifat 

penetapan konkrit, individual dan final. 

20. Keputusan DPRD yaitu Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk 

hukum hasil penetapan rapat paripurna DPRD. 

21. Keputusan Pimpinan DPRD yaitu produk hukum dalam bentuk penetapan 

untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD. 

22. Keputusan Badan Kehormatan DPRD yaitu produk hukum dalam rangka 

penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD. 

23. Peraturan bersama adalah Naskah dinas dalam bentuk dan susunan 

produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih 

kepala daerah. 



24. Keputusan kepala OPD adalah Naskah dinas dalam bentuk dan susunan

produk huI(um yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.

25. Instruksi Bupati adalah Naskah dinas yang berisikan perintah dari Bupati

kepada bawahan untuk melaksanakan tugas – tugas pemerintahan.

26. Surat edaran adalah Naskah dinas pemberitahuan, penjelasan dan atau

petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan
mendesak.

27. Surat biasa adalah Naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan,

permintaan jawaban atau saran dan sebagainya

28. Surat keterangan adalah Naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari

pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan
kebenaran sesuatu hal.

29. Surat perintah adalah Naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada

bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu

30. Surat izin adalah Naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu

permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

31. Surat perjanjian adalah Naskah dinas yang berisi kesepakatan Bersama

antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau

perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

32. Surat tugas adalah Naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada

bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

33. Surat perjalanan dinas adalah Naskah dinas dari pejabat yang berwenang

kepada bawahan atau pejabat tetentu untuk melaksanakan perjalanan
dinas.

34. Surat kuasa adalah Naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada

bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk
melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.

35. Surat undangan adalah Naskah dinas yang berisi undangan kepada

pejabat/pegawai baik di lingkup internal Pemerintah Daerah, maupun

pihak eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu
acara kedinasan.

36. Surat pernyataan melaksanakan tugas adalah Naskah dinas dari pejabat

yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah

menjalankan tugas.

37. Surat panggjlan adalah Naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi

panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
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24. Keputusan kepala OPD adalah Naskah dinas dalam bentuk dan susunan 

produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final. 

25. Instruksi Bupati adalah Naskah dinas yang berisikan perintah dari Bupati 

kepada bawahan untuk melaksanakan tugas- tugas pemerintahan. 

26. Surat edaran adalah Naskah dinas pemberitahuan, penjelasan dan atau 

petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan 

mendesak. 

27. Surat biasa adalah Naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, 

permintaan jawaban atau saran dan sebagainya 

28. Surat keterangan adalah Naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari 

pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan 

kebenaran sesuatu hal. 

29. Surat perintah adalah Naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada 

bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu 

30. Surat izin adalah Naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu 

permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 

31. Surat perjanjian adalah Naskah dinas yang berisi kesepakatan Bersama 

antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau 

perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. 

32. Surat tugas adalah Naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada 

bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

33. Surat perjalanan dinas adalah Naskah dinas dari pejabat yang berwenang 

kepada bawahan atau pejabat tetentu untuk melaksanakan perjalanan 

dinas. 

34. Surat kuasa adalah Naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada 

bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk 

melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. 

35. Surat undangan adalah Naskah dinas yang berisi undangan kepada 

pejabat/pegawai baik di lingkup internal Pemerintah Daerah, maupun 

pihak eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu 

acara kedinasan. 

36. Surat pernyataan melaksanakan tugas adalah Naskah dinas dari pejabat 

yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah 

menjalankan tugas. 
37. Surat panggilan adalah Naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi 

panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap. 



38. Nota dinas adalah Naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi

kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari

bawahan kepada atasan.

39. Lembar disposisi adalah Naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi

petunjuk tertulis kepada bawahan.

40. Telaahan staf adalah Naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara

Iain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran – saran secara
srsternatls.

41. Pengumuman adalah Naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi

pemberitahuan yang bersifat umum.

42. Laporan adalah Naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi

informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.

43. Rekomendasi adalah Naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi

keterangan atau catatan tentang sesuatu haI yang dapat dijadikan bahan

pertimbangan kedinasan.

44. Surat pengantar adalah Naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang

berfungsi sebagai tanda terima.

45. Telegram adalah Naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal

tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.

46. Lembaran daerah adalah Naskah dinas untuk mengundangkan peraturan
daerah.

47. Berita daerah adalah Naskah dinas untuk mengundangkan peraturan

kepala daerah.

48. Berita acara adalah Naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal

yang ditandatangani oleh para pihak.

49. Notula adalah Naskah dinas yang memuat catatan proses siding atau rapat

50. Memo adalah Naskah dinas daN pejabat yang berwenang berisi catatan

tertentu.

51. Daftar hadir adalah Naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi

keterangan atas kehadiran seseorang.

52. Piagam adalah Naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi

penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah

diwujudkan.

53. Surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan disingkat STIPL adalah

Naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus

Pendidikan dan pelatihan tertentu.
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38. Nota dinas adalah Naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi 

kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari 

bawahan kepada atasan. 

39. Lembar disposisi adalah Naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi 

petunjuk tertulis kepada bawahan. 

40. Telaahan staf adalah Naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara 

lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran - saran secara 

sistematis. 

41. Pengumuman adalah Naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi 

pemberitahuan yang bersifat umum. 

42. Laporan adalah Naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi 

informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan. 

43. Rekomendasi adalah Naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi 

keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan kedinasan. 

44. Surat pengantar adalah Naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang 

berfungsi sebagai tanda terima. 

45. Telegram adalah Naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal 

tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik. 

46. Lembaran daerah adalah Naskah dinas untuk mengundangkan peraturan 

daerah. 

47. Berita daerah adalah Naskah dinas untuk mengundangkan peraturan 

kepala daerah. 

48. Berita acara adalah Naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal 

yang ditandatangani oleh para pihak. 

49. Notula adalah Naskah dinas yang memuat catatan proses siding atau rapat 

50. Memo adalah Naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan 

tertentu. 

51. Daftar hadir adalah Naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi 

keterangan atas kehadiran seseorang. 

52. Piagam adalah Naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi 

penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah 

diwujudkan. 

53. Surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan disingkat STIPL adalah 

Naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus 

Pendidikan dan pelatihan tertentu. 



54. Sertifikat adalah Naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang

telah mengikuti tertentu.

55. Radiogram adalah Naskah dinas berupa pesan tertulis resmi yang dikirim

melalui radio dari pejabat berwenang yang berisi informasi hal tertentu

yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.

56. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu Naskah dinas

57. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu Naskah

dinas sejak pencabutan tersebut.

58. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu Naskah dinas dianggap tidak

pernah dikeluarkan.

59. Penyelenggara Serifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi

sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit
Sertifikat Elektronik.

60. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat

Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek

hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

61. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi

Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi

Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.

62. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.

63. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

64. Bupati adalah Bupati Pohuwato.

65. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pohuwato.

66. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato.

67. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah.

68. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

69. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPFD adalah unsur

pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan

sebagian urusan dinas atarI ba(ian.

54. Sertifikat adalah Naskah dinas yang rnerupakan tanda bukti seseorang 

telah rnengikuti tertentu. 

55. Radiogram adalah Naskah dinas berupa pesan tertulis resrni yang dikirirn 

rnelalui radio dari pejabat berwenang yang berisi inforrnasi hal tertentu 

yang dikirirn rnelalui telekornunikasi elektronik. 

56. Perubahan adalah rnerubah atau rnenyisipkan suatu Naskah dinas 

57. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu Naskah 

dinas sejak pencabutan tersebut. 

58. Pernbatalan adalah pernyataan bahwa suatu Naskah dinas dianggap tidak 

pernah dikeluarkan. 

59. Penyelenggara Serifikasi Elektronik adalah badan hukurn yang berfungsi 

sebagai pihak yang layak dipercaya, yang rnernberikan dan rnengaudit 

Sertifikat Elektronik. 

60. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang rnernuat 

Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang rnenunjukkan status subjek 

hukurn para pihak dalarn Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh 

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. 

61. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi 

Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Inforrnasi 

Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi. 

62. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato. 

63. Pernerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pernerintahan Daerah yang rnernirnpin pelaksanaan urusan pernerintahan 

yang rnenjadi kewenangan daerah otonorn. 

64. Bupati adalah Bupati Pohuwato. 

65. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pohuwato. 

66. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato. 

67. Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalarn penyelenggaraan Urusan Pernerintahan yang 

rnenjadi kewenangan daerah. 

68. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi 

perangkat daerah di lingkungan Pernerintah Kabupaten Pohuwato. 

69. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur 

pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk rnelaksanakan 

sebagian urusan dinas atau badan. 



70. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan

usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintahan

Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasa1 dari kekayaan

Pemerintahan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

lang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. jenis, susunan dan bentuk naskah dinas;

b. pembuatan naskah dinas;

c. pengamanan naskah dinas;

d. pejabat penandatangan naskah dinas; dan

e. pengendalian naskah dinas.

BAB II

JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS

Pasal 3

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:

a. naskah dinas arahan;

b. naskah dinas korespondensi; dan
c. naskah dinas khusus.

Bagian Kesatu
Naskah Dinas Arahan

Pasal 4

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri
atas:

a. naskah dinas pengaturan;

b. naskah dinas penetapan; dan

c. naskah dinas penugasan.

Pasal 5

Jenis Naskah dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,

terdiri atas:

a. peraturan daerah ;

b. peraturan bupati; dan

c. peraturan DPRD.
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70. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintahan 

Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 

Pemerintahan Daerah yang dipisahkan. 

Pasal 2 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. jenis, susunan dan bentuk naskah dinas; 

b. pembuatan naskah dinas; 

c. pengamanan naskah dinas; 

d. pejabat penandatangan naskah dinas; dan 

e. pengendalian naskah dinas. 

BAB II 

JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS 

Pasal 3 

Jenis Naskah Dinas terdiri atas: 

a. naskah dinas arahan; 

b. naskah dinas korespondensi; dan 

c. naskah dinas khusus. 

Bagian Kesatu 
Naskah Dinas Arahan 

Pasal 4 

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri 

atas: 

a. naskah dinas pengaturan; 

b. naskah dinas penetapan; dan 

c. naskah dinas penugasan. 

Pasal 5 

Jenis Naskah dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, 

terdiri atas: 

a. peraturan daerah; 

b. peraturan bupati; dan 

c. peraturan DPRD. 



Pasal 6

(1) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,

terdiri atas:

a. keputusan bupati;

b. keputusan DPRD;

c. keputusan pimpinan DPRD; dan

d. keputusan badan kehormatan DPRD.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketetapan

tertulis yang ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani keputusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan tertinggi atau

pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang

Susunan dan bentuk keputusan terdiri atas:

a. kepala;

b. konsiderans;

c. diktum;

d. batang tut)uh; dan
e. kaki.

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk keputusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangmli keputusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinm1 tertinggi atau

pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang.

Susunan dan bentuk keputusan terdiri atas:

a. kepala;

b. konsiderans;

c. diktum;

d. batang tut)uh; dan
e. kaki

f. Ketentuan mengenai susunan dan bentuk keputusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupaku1

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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Pasal 6 

(1) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, 

terdiri atas: 

a. keputusan bupati; 

b. keputusan DPRD; 

c. keputusan pimpinan DPRD; dan 

d. keputusan badan kehormatan DPRD. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketetapan 

tertulis yang ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan Daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan 

(3) Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani keputusan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan tertinggi atau 

pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang 

(4) Susunan dan bentuk keputusan terdiri atas: 

a. kepala; 

b. konsiderans; 

c. diktum; 

d. batang tubuh; dan 

e. kaki. 

(5) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(6) Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani keputusan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan tertinggi atau 

pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang. 

(7) Susunan dan bentuk keputusan terdiri atas: 

a. kepala; 

b. konsiderans; 

c. diktum; 

d. batang tubuh; dan 

e. kaki 

f. Ketentuan mengenai susunan dan bentuk keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 7

(1) Naskah Dinas penugasan sebagaimmla dimaksud dalam Pasal 4 huruf c,

terdiri atas:

a. surat perintah;

b. surat tugas; dan

c. surat perjalanan dinas.

Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi

perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan

tertentu di luar tugas dan fungsi.

Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berisi tugas

dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c,

merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bupati, Sekretaris Daerah dan

Pimpinan OPD dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat

negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.

Susunan dan bentuk surat perintah, surat tugas dan surat perjalanan

dinas, terdiri atas :

a. kepala;

b. batang tubuh;
c. kaki.

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat perintah, surat tugas dan

surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Bagian Kedua

Naskah dinas Korespondensi
Pasal 8

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,

terdiri atas:

a. korespondensi internal; dan

b. korespondensi eksternal.

Pasal 9

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a, terdiri atas:
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Pasal 7 

(1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, 

terdiri atas: 

a. surat perintah; 

b. surattugas;dan 

c. surat perjalanan dinas. 

(2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi 

perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan 

tertentu di luar tugas dan fungsi. 

(3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berisi tugas 

dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c, 

merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bupati, Sekretaris Daerah dan 

Pimpinan OPD dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat 

negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain. 

(5) Susunan dan bentuk surat perintah, surat tugas dan surat perjalanan 

dinas, terdiri atas : 

a. kepala; 

b. batang tubuh; 

c. kaki. 

(6) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat perintah, surat tugas dan 

surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Bagian Kedua 

N askah dinas Korespondensi 

Pasal 8 

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, 

terdiri atas: 

a. korespondensi internal; dan 

b. korespondensi eksternal. 

Pasal 9 

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf a, terdiri atas: 



a. nota dinas;

b. memo; dan

c. disposisi.
Pasal 10

(1)

(2)

(3)

Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan

salah satu bentuk sarana komunikasi resmi internal antar pejabat di

lingkungan Pemerintahan Daerah.

Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan tingkatan dalam Pemerintah Daerah sesuai

dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
Susunan dan bentuk nota dinas terdiri atas :

a. kepala;

b. batang tubuh;
c. kaki.

Ketentuan mengenai susurlan dan bentuk nota dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Dalam penWsunan nota dinas memperhatikan hal sebagai berU(ut :

a. nota dinas tidak dibubuhi stempel dinas; dan

b. paling sedikit harus mencantumkan nomor, kode klasinkasi dan
tahun.

(4)

(5)

Pasal ll

(1) Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan naskah

dinas internal yang dibuat oleh pejabat ymlg berwenang kepada pejabat di

bawahnYa untuk menYampaikan informasi kedinasan yang bersifat

mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan J peringatan> saran
atau pendapat kedinasan.

Susunan dan bentuk memo terdiri atas :

a. kepala;

b. batang tubuh; dan
c. kaki

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk memo sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tercantum dalun lampiran yang merupakan bagjan tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(2)

(3)
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a. nota dinas; 

b. memo; dan 

c. disposisi. 
Pasal 10 

(1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 huruf a merupakan 

salah satu bentuk sarana komunikasi resrni internal antar pejabat di 

lingkungan Pemerintahan Daerah. 

(2) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang 

berwenang sesuai dengan tingkatan dalarn Pemerintah Daerah sesuai 

dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

(3) Susunan dan bentuk nota dinas terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; 

c. kaki. 

(4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk nota dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalarn larnpiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

(5) Dalarn penyusunan nota dinas memperhatikan hal sebagai berikut: 

a. nota dinas tidak dibubuhi stempel dinas; dan 

b. paling sedikit harus mencantumkan nomor, kode klasifikasi dan 

tahun. 

Pasal 11 

(1) Memo sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 huruf b merupakan naskah 

dinas internal yang dibuat oleh pejabat yang berwenang kepada pejabat di 

bawahnya untuk menyarnpaikan informasi kedinasan yang bersifat 

mengingatkan suatu masalah, menyarnpaikan arahan, peringatan, saran 

atau pendapat kedinasan. 

(2) Susunan dan bentuk memo terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(3) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk memo sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tercantum dalarn larnpiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 12

(1)

(2)

Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan

petunjuk tertulis singkat mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap

Naskah dinas masuk, ditulis secara jelas pada lembar disposisi,

Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan oleh

pejabat pemerintah kepada pejabat pemerintah dengan jenjang jabatan
dibawahnya.

Pasal 13

(1)

(2)

(3)

Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam

Pasa1 8 huruf b disusun dalam bentuk surat dinas

Surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh

pejabat Yang berwenang sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan
tanggungjawabnya.

Susunan dan bentuk surat dinas terdiri atas :

a. kepala;

b. batang tubuh;
c. kaki.

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat dinas sebagaimmla

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkm1 dari Peraturan Bupati ini.

(4)

Bagian Ketiga

Naskah Dinas Khusus

Pasal 14

Naskah Dinas khusus sebagajmana dimaksud dalam Pasal 3 humlf c2 terdid
atas:

a. instruksi;

b. surat edaran;

c. surat kuasa;

d. berita acara;

e. surat keterangan;

f surat pengantar;

g. perlgulnurllarl;
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Pasal 12 

(1) Disposisi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan 

petunjuk tertulis singkat mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap 

Naskah dinas masuk, ditulis secara jelas pada lembar disposisi. 

(2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan oleh 

pejabat pemerintah kepada pejabat pemerintah dengan jenjang jabatan 

dibawahnya. 

Pasal 13 

(1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf b disusun dalam bentuk surat dinas. 

(2) Surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh 

pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan 

tanggungjawabnya. 

(3) Susunan dan bentuk surat dinas terdiri atas : 

a. kepala; 

b. batang tubuh; 

c. kaki. 

(4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 

Naskah Dinas Khusus 

Pasal 14 

Naskah Dinas khusus sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri 

atas: 

a. instruksi; 

b. surat edaran; 

c. surat kuasa; 

d. berita acara; 

e. surat keterangan; 

f. surat pengan tar; 

g. pengumuman; 



h.

1.

J.

k.

1.

in.

n.

0.

P.

q.

r.

S.

t.

U.

V.

laporan;

telaahan staf;

notula;

surat undangan;

surat pernyataan melaksanakan tugas;

surat panggilan;

surat izrn;

lembaran daerah;

berita daerah;

rekomendasi;

radiogram;

surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;

sertifikat;

piagam; dan

surat perjanjran.

Pasal 15

(1)

(2)

(3)

Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan

naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan teknis

tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan

perundang – undangan.

Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati
atau pejabat yang diberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah.

Susunan dan bentuk instruksi terdiiri atas :

a. kepala;

b. konsiderans;

c. batang tut)uh;
d. kaki.

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk instruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4)

Pasal 16

( 1) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 14 huruf b merupakan

Naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang

dianggap penang dan mendesak.

h. laporan; 

1. telaahan staf; 

j. notula; 

k. surat undangan; 

1. surat pernyataan melaksanakan tugas; 

m. surat panggilan; 

n. surat izin; 

o. lembaran daerah; 

p. berita daerah; 

q. rekomendasi; 

r. radiogram; 

s. surat tanda ta.mat pendidikan dan pelatihan; 

t. sertifikat; 

u. piagam; dan 

v. surat perjanjian. 

Pasal 15 

(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan 

naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan teknis 

tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan 

perundang - undangan. 

(2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati 

atau pejabat yang diberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah. 

(3) Susunan dan bentuk instruksi terdiiri atas : 

susunan dan bentuk instruksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 16 

(1) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan 

Naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang 

dianggap penting dan mendesak. 

a. kepala; 

b. konsiderans; 

c. batang tubuh; 

d. kaki. 

(4) Ketentuan mengenai 



(2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

pimprnan tertrnggr.

(3)

(4)

(5)

Surat edaran sebagaimana dmaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan

kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya
Susunan dan bentuk surat edaran terdiri atas :

a. kepala;

b. batang tubuh;
c. kaki.

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat edaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

(1) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan

naskah dinas yang berisi pemberian wewenang kepada badan

hukum/kelompok orang/perseorangan atau pihak lain dengan atas

namannya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rmlgka
kedinasan

Susunan dan bentuk surat kuasa terdiri atas :

a. kepala;

b. batang tut)uh;
c. kaki

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat kuasa sebagimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalun lanpiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturm1 Bupati ini.

(2)

(3)

Pasal 18

(1)

(2)

(3)

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hUIUf d merupakan

naskah dinas yang berisi tentang pernyataan bahwa telah terjadi suatu

proses pelaksanaan kegiatan pada waku tertent-u yang harrIS

ditandatangani oleh para pihak dan para saksi

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai Imnpiran
Susunan dan bentuk berita acara terdiri atas :

[MEalb

CmAM

(2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

pimpinan tertinggi. 

(3) Surat edaran sebagaimana dmaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan 

kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya 

(4) Susunan dan bentuk surat edaran terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; 

c. kaki. 

(5) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat edaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 17 

(1) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan 

naskah dinas yang berisi pemberian wewenang kepada badan 

hukum/kelompok orang/perseorangan atau pihak lain dengan atas 

namannya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka 

kedinasan 

(2) Susunan dan bentuk surat kuasa terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; 

c. kaki. 

(3) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat kuasa sebagimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 18 

(1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan 

naskah dinas yang berisi tentang pernyataan bahwa telah terjadi suatu 

proses pelaksanaan kegiatan pada waku tertentu yang harus 

ditandatangani oleh para pihak dan para saksi 

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat disertai lampiran 

(3) Susunan dan bentuk berita acara terdiri atas: 



a. kepala;

b. batang tubuh;
c. kaki.

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk berita acara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4)

Pasal 19

(1)

(2)

(3)

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e

merupakan naskah dinas berisi informasi mengenai haI, peristiwa, atau

tentang seseorang untuk kepentingan kedinasan.

Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan

ditandatangani oleh pejabat yang sesuai dengan tugas, wewenang> dan

tanggung jawabnya.

Susunan dan bentuk surat keterangan terdiri atas :

a. kepala;

b. batang tubuh;
c. kaki.

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat keterangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran ymlg merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturm1 Bupati ini.

(4)

Pasal 20

(1)

(2)

(3)

Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalmn Pasal 14 hunK f adalah

naskah dinas Yang diWnakan untuk mengantar/menyampaikan barang
atau naskah

Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan

ditandatangani oleh pejabat yang sesuai dengan tugas) wewenang> dan
tanggung jawabnya.

Susunan dan bentuk surat keterangan terdiri atas :

a. kepala;

b. batang tut)uh;
c. kaki

a. kepala; 

b. batang tubuh; 

c. kaki. 

(4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk berita acara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 19 

(1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e 

merupakan naskah dinas berisi informasi mengenai hal, peristiwa, atau 

tentang seseorang untuk kepentingan kedinasan. 

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan 

ditandatangani oleh pejabat yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan 

tanggung jawabnya. 

(3) Susunan dan bentuk surat keterangan terdiri atas : 

a. kepala; 

b. batang tubuh; 

c. kaki. 

(4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat keterangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 20 

(1) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f adalah 

naskah dinas yang digunakan untuk mengantar/menyampaikan barang 

atau naskah. 

(2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan 

ditandatangani oleh pejabat yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan 

tanggung jawabnya. 

(3) Susunan dan bentuk surat keterangan terdiri atas : 

a. kepala; 

b. batang tubuh; 

c. kaki. 



(4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat keterangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

(1)

(2)

(3)

Surat Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g

merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang suatu hal

yang ditujukan kepada semua pejabat/pegawai/perseorangan di

lingkungan Pemerintah Daerah

Surat Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang

ditunjuk.

Susunan dan bentuk surat pengpmuman terdiri atas :

a. kepala;

b. batang tubuh;
c. kaki.

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat pengpmuman

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang

merupakan badan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(4)

Pasal 22

(1)

(2)

(3)

(4)

l'aporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h merupakan

naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu
kegiatan atau kejadian tertentu.

Wewenang pembuatan laporan dilakukan oleh pejabat/staf yang diberi
tugas .

l'aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
pejabat/staf yang diserahi tugas.

Susunan dan bentuk laporan terdiri atas

a. kepala;

b. batang tubuh;
c. kaki.

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tenantum dalam lampiran yang mempakal,
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(5)

PARAF

©AaKa

(4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat keterangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 21 

(1) Surat Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g 

merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang suatu hal 

yang ditujukan kepada semua pejabat/pegawai/perseorangan di 

lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Surat Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang 
ditunjuk. 

(3) Susunan dan bentuk surat pengumuman terdiri atas : 

a. kepala; 

b. batang tubuh; 

c. kaki. 

(4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat pengumuman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

Pasal 22 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h merupakan 
naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu 
kegiatan atau kejadian tertentu. 

(2) Wewenang pembuatan laporan dilakukan oleh pejabat/staf yang diberi 
tugas. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh 
pejabat/ staf yang diserahi tugas. 

(4) Susunan dan bentuk laporan terdiri atas: 
a. kepala; 

b. batang tubuh; 

c. kaki. 

(5) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalarn larnpiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 23

(1)

(2)

(3)

Telaah staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i merupakan

bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat

analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan

jalan keluar/pemecahan yang disarankan.
Susunan dan bentuk telaah staf terdiri atas :

a. kepala;

b. batang tubuh;
c. kaki.

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk telaaIr staf sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

(1) Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j adalah naskah

dlnas Yang memuat dokumen atau catatan singkat yang merekam

kejadian Yang tedadi pada saat rapat, mulai dari bahasan hingga hasil
rapat.

Notula adalah catatan terperinci yang berfungsi sebagai catatan tertulis
resmi dari sebuah rapat.

Susunan dan bentuk notula terdiri atas :

a. kepala;

b. batang tubuh;
c. kaki.

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk notula sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagjan tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2)

(3)

(4)

Pasal 25

(1)

(2)

Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k adalah

naskah dinas ymlg berisi undangan kepada pejabat/pegawai bajk

dlllngkup internal Pemerintah Daerah, maupun pihak eksternal yang
tertera pada Alamat tujuan menghadiri suatu acara kedinasan

Susunan dan bentuk surat undangan terdiri atas :

PARAF

Pasal 23 

(1) Telaah staf sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 14 huruf i merupakan 

bentuk uraian yang disarnpaikan oleh pejabat atau staf yang memuat 

analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan 

jalan keluar / pemecahan yang disarankan. 

(2) Susunan dan bentuk telaah staf terdiri atas : 

a. kepala; 

b. batang tubuh; 

c. kaki. 

(3) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk telaah staf sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalarn larnpiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 24 

(1) Notula sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 14 huruf j adalah naskah 

dinas yang memuat dokumen atau catatan singkat yang merekam 

kejadian yang terjadi pada saat rapat, mulai dari bahasan hingga hasil 

rapat. 

(2) Notula adalah catatan terperinci yang berfungsi sebagai catatan tertulis 

resmi dari sebuah rapat. 

(3) Susunan dan bentuk notula terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; 

c. kaki. 

(4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk notula sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) tercantum dalarn Larnpiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 25 

(1) Surat undangan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 14 huruf k adalah 

naskah dinas yang berisi undangan kepada pejabat/ pegawai baik 

dilingkup internal Pemerintah Daerah, maupun pihak ekstemal yang 

tertera pada Alarnat tujuan menghadiri suatu acara kedinasan. 

(2) Susunan dan bentuk surat undangan terdiri atas: 

PA RAF 

OPO BAG. HKM 
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a. kepala;

b. batang tut)uh;
c. kaki.

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat undangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3)

Pasal 26

(1)

(2)

Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf I adalah naskah dinas yang berisi pernyatam1 dari pejabat

yang berwenang bahwa seorang pegawai telah melaksanakan tugas.

Susunan dan bentuk surat pernyataan melaksanakan tugas terdiri atas:

a. kepala;

b. batang tubuh;
c. kaki.

Ketentuan mengenai susuna1 dan bentuk surat pernyataan

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalam l'ampiran Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dui
Peraturan Bupati ini.

(3)

Pasal 27

(1)

(2)

(3)

Surat pang©lan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m adalah

naskah dinas yang berisi informasi tentang pihak yang tertera dalam
surat diminta untuk menghadap.

Susunan dan bentuk surat purgE,ilan terdiri atas:

a. kepala;

b. batang tubuh;
c. kaki

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat panggjlan sebagimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang melupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturm1 Bupati ini.

Pasal 28

{ 1) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n adalah naskah

dlnas Yang berisi persetujuan terhadap permohonan yang dikeluarkan
oleh pejabat berwenang sesuai dengan

undangan.
ketentuan peraturu1 perundqng

PARA F

mAn K:/

a. kepala; 

b. batang tubuh; 

c. kaki. 

(3) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat undangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 26 

(1) Surat pemyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 huruf 1 adalah naskah dinas yang berisi pemyataan dari pejabat 

yang berwenang bahwa seorang pegawai telah melaksanakan tugas. 

(2) Susunan dan bentuk surat pemyataan melaksanakan tugas terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; 

c. kaki. 

(3) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat pernyataan 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 27 

(1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m adalah 

naskah dinas yang berisi inforrnasi tentang pihak yang tertera dalam 

surat diminta untuk menghadap. 

(2) Susunan dan bentuk surat panggilan terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; 

c. kaki. 

(3) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat panggilan sebagimana 
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 28 

(1) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n adalah naskah 

dinas yang berisi persetujuan terhadap permohonan yang dikeluarkan 

oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perund g - 

undangan. 
KM 



(2)

(3)

Susunu1 dan bentuk surat izin terdiri atas

a. kepala;

b. batang tut)uh; dan

c. kaki

Ketentuan mengenaj susunan dan bentuk surat izin sebagalrnana

dim,k,ud pada ayat (2) tercant-„- dalam la11Wiran Yang me"-pakan

bagian ddak terpisahkan dad Peraturan Bupat1 m1

Pasal 29

(1)

(2)

Le.mba_ul Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf o berlsl

p,n,,bitan resmi Pemerintah Daerah u11ttlk me=lW11da11gkan Peratl-ran
Daerah

Susunm1 dan bentuk lembaran daerah terdiri atas :

a. kepala;

b. batang tubuh; dan

c. kaki

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk lembaran daerah sebagalmana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Yang merupakan

ba#an tidak terpisahkan dad Peraturan Bupat1 lnl'

(3)

Pasal 30

(1)

(2)

(3)

Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hUIUf P2 adalah

Naskah dinas yang berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk

mengpndangkan Peraturan Bupad dan Peraturan DPRD'

Susunan dan bentuk berita daerah terdiri atas :

a. kepala;

b. batang tut)uh; dan

c. kaki.

Ketentum1 mengenai sasaran dan bentuk berita daerah sebagaimana

dimaksud pada aYat (2) tercantum dalam Lampiran Yang merupakaJn

bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Bupati rnr'

PARAF

D
r

(2) Susunan dan bentuk surat izin terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(3) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat izin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 29 

(1) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf o berisi 

penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Peraturan 

Daerah. 

(2) Susunan dan bentuk lembaran daerah terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(3) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk lembaran daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 30 

(1) Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf p, adalah 

Naskah dinas yang berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk 

mengundangkan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD. 

(2) Susunan dan bentuk berita daerah terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(3) Ketentuan mengenai sasaran dan bentuk berita daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 31

(1)

(2)

(3)

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hUIUf q, adalah

naskah dinas yang berisi keterangan atau catatan dari pejabat yang

berwenang tentang suatu haI yang untuk dapat dijadikan bahan

pertimbangan kedinasan.
Susunan dan bentuk surat rekomendasi terdiri atas:

a. kepala;

b. batang tubuh; dan
c. kaki.

Ketentuan mengenai sasaran dan bentuk surat rekomendasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

(1)

(2)

(3)

Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf r, adalah pesan

tertulis resmi yang dikirim melalui radio Naskah dinas dari pejabat yang

berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim melalui
telekomunikasi elektronik.

Susunan dan bentuk radiogram terdiri atas:

a. kepala;

b. batang tut)uh; dan
c. kaki.

Ketentuan mengenai susunm1 dan bentuk radiogram sebgaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturm1 Bupatj ini.

Pasal 33

(1) Surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 huruf adalah naskMr dinas yang berisi pernyataan absah

Yang menerangkan bahwa pemiliknya telah lulus program pendidikan dan

pelatihan di lingkungan badan yang membidangi Pendidikan dan
pelatihan Perangkat Daerah.

Susunan dan bentuk surat tanda tarnat pendidikan dan pelatihan terdiri
atas

(2)
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Pasal 31 

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf q, adalah 

naskah dinas yang berisi keterangan atau catatan dari pejabat yang 

berwenang tentang suatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan 

pertimbangan kedinasan. 

(2) Susunan dan bentuk surat rekomendasi terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(3) Ketentuan mengenai sasaran dan bentuk surat rekomendasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 32 

(1) Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf r, adalah pesan 

tertulis resmi yang dikirim melalui radio Naskah dinas dari pejabat yang 

berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim melalui 

telekomunikasi elektronik. 

(2) Susunan dan bentuk radiogram terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(3) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk radiogram sebgaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 33 

(1) Surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 huruf adalah naskah dinas yang berisi pernyataan absah 

yang menerangkan bahwa pemiliknya telah lulus program pendidikan dan 

pelatihan di lingkungan badan yang membidangi Pendidikan dan 

pelatihan Perangkat Daerah. 

(2) Susunan dan bentuk surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan terdiri 

atas: 

PA RAF 
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a. kepala;

b. batang tubuh; dan

c. kaki.

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat tanda tamat Pendidikan

dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
Pasal 34

(3)

(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf t adalah naskah

dinas yang berisi informasi tentang pembuktian bahwa seseorang telah

mengikuti suatu kegiatan tertentu, antara lain: penataran, workshop,

seminar, kursus, orientasi, bimbingan teknis dan kegjatan lainnya yang

dilaksanakan dengan maksud memberikan edukasi kepada peserta.

Susunan dan bentuk sertifikat terdiri atas:

a. kepala;

b. batang tubuh; dan
c. kaki.

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk sertifikat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang melupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2)

(3)

Pasal 35

(1)

(2)

Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf u merupakan

naskah dinas berisi keterangan penghargaan atau prestasi yang telah

dicapai atau keteladanan yang diwujudkan oleh perorangan atau
instansi/Lembaga dari pejabat berwenang.

Susunan dan bentuk piagan terdiri atas:

a. kepala;

b. batang tubuh; dan
c. kaki.

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk piagam seba.@nana dimaksud

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terplsahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3)

PARAF
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a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(3) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat tanda tamat Pendidikan 

dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
Pasal 34 

(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf t adalah naskah 

dinas yang berisi informasi tentang pembuktian bahwa seseorang telah 

mengikuti suatu kegiatan tertentu, antara lain: penataran, workshop, 

seminar, kursus, orientasi, bimbingan teknis dan kegiatan lainnya yang 

dilaksanakan dengan maksud memberikan edukasi kepada peserta. 

(2) Susunan dan bentuk sertifikat terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(3) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk sertifikat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 35 

(1) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf u merupakan 

naskah dinas berisi keterangan penghargaan atau prestasi yang telah 

dicapai atau keteladanan yang diwujudkan oleh perorangan atau 

instansi/Lembaga dari pejabat berwenang. 

(2) Susunan dan bentuk piagam terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(3) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk piagam sebagiamana dimaksud 

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

KM 



Pasal 36

(1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf v

merupakan naskah dinas yang berisi kesepakatan Bersama tentang

sesuatu hal yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk

melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati
bersama.

Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dad:

a. surat perjanjian dalam negeri; dan

b. surat perjanjian luar negeri / Internasiona1

(2)

Pasal 37

(1)

(2)

(3)

Surat perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

ayat (2) huruf a merupakan kerja sama antar lembaga di dalun negeri,

baik di tingkat pusat maul)un daerah dibuat dalam bentuk kesepahaman

bersama, perjanjian kerja sama atau bentuk lain.

Surat perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan antar lembaga di dalam negeri dm1 ditandatangani oleh pejabat

yang berwenang sesuai dengan tugas, wewenmlg2 dan tanggpng jawabnya.

Susunan dan bentuk surat perjanjim1 dalam negeri terdiri atas:

a. kepala;

b. batang tubuh; dan
c. kaki.

Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat perjanjian dalam negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalun Lampiran yang
merupakan badan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4)

Pasal 38

(1)

(2)

Surat peIjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

aYat (2) huruf b, merupakan perjanjian, dalam bentuk dan „ama

tertentu, Yang diatur dalam hukurn internasional yang dibuat secara

tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Surat Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional> atau

subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan dan para

pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan
itikad baik

Pasal 36 

(1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf v 

merupakan naskah dinas yang berisi kesepakatan Bersama tentang 

sesuatu hal yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk 

melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati 

bersama. 

(2) Surat perjanjian sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. surat perjanjian dalam negeri; dan 

b. surat perjanjian luar negeri / Internasional 

Pasal 37 

(1) Surat perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 

ayat (2) huruf a merupakan kerja sama antar lembaga di dalam negeri, 

baik di tingkat pusat maupun daerah dibuat dalam bentuk kesepahaman 

bersama, perjanjian kerja sama atau bentuk lain. 

(2) Surat perjanjian dalam negeri sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan antar lembaga di dalam negeri dan ditandatangani oleh pejabat 

yang berwenang sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

(3) Susunan dan bentuk surat perjanjian dalam negeri terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat perjanjian dalam negeri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 38 

(1) Surat perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 

ayat (2) huruf b, merupakan perjanjian, dalam bentuk dan nama 

tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara 

tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. 

(2) Surat Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau 

subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan dan para 
pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan 

i tikad baik. 



(3) Ketentuan mengenai penandatanganan J pengesahan> pertukaran

dokumen perjmljian/nota diplomatik, cara-cara Iain sebagaimana

disepakati para pihak dalaI-n perjuljim1 internasional diatur sesuai

dengan undang – undang tentmlg Perjanjian Internasional.

BAB III

PEMBUATAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

Pembuatm1 naskah dinas perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a. diciptakan atau dibuat dan dikirim oleh pihak yang berwenang;

b. bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur dan kaidah bahasa

menggunakan bahasa yang formal, logis, efektif, singkat, pa(lat, dan

lengkap sehingga mu(lab dipahami;

c. dilaksanakan pengamanan terhadap naskah dinas sesuai dengan klasifikasi
keamanan dan akses naskah dinas; dan

d. proses pembuatan naskah dinas didokumentasikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 40

(1)

(2)

Pembuatan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat

menggunakan:

a. media rekam kertas; atau
b. media rekam elektronik.

Pembuatan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali

dengan menentukan jenis, susunan dan bentuk naskah dinas.

Pasal 41

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana dimaksud

(Ialam Pasal 40 huruf a dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi

tandatangan basal.
Pasal 42

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 huruf b menggunakan:

a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis;
PARAF
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(3) Ketentuan mengenai penandatanganan, pengesahan, pertukaran 

dokumen perjanjian/nota diplomatik, cara-cara lain sebagaimana 

disepakati para pihak dalam perjanjian internasional diatur sesuai 

dengan undang- undang tentang Perjanjian Internasional. 

BAB III 

PEMBUATAN NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 39 

Pembuatan naskah dinas perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut: 

a. diciptakan atau dibuat dan dikirirn oleh pihak yang berwenang; 

b. bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur dan kaidah bahasa 

menggunakan bahasa yang formal, logis, efektif, singkat, padat, dan 

lengkap sehingga mudah dipahami; 

c. dilaksanakan pengamanan terhadap naskah dinas sesuai dengan klasifikasi 

keamanan dan akses naskah dinas; dan 

d. proses pembuatan naskah dinas didokumentasikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 40 

(1) Pembuatan naskah dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 39 dapat 

menggunakan: 

a. media rekam kertas; atau 

b. media rekam elektronik. 

(2) Pembuatan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali 

dengan menentukan jenis, susunan dan bentuk naskah dinas. 

Pasal 41 

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 40 huruf a dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi 

tandatangan basah. 

Pasal 42 

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 huruf b menggunakan: 

a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; 



b. aplikasi pengolah kata atau data; dan

c. aplikasi lainnya yang ditetapkan dengan PeraUuran Bupatl

Pasa1 43

Pembua.tan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 memuat

unsur sebagai berikut:

a. kop;

b. penomoran naskah dlnas;

c. penggpnaan kertas;

d. penggpnaan tinta;

e. jarak spasi) jenis> dan ukuran huRa serta kata penyambung;

[ penentuan batas atau Fuang tepl;

g. nomor halaman;
h. tembusan;

i. lampiran;

j. paraf2 tanda tangan, dan stempel;

k. amplop dan map; dan

1. naskah dinas bahasa asing; dan

m. perubahm1, pencabutan, pembatalan dan ralat naskah dlnas

Bagjan Kedua

Kop

Pasal 44

)p sebagajmana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdirl atas:

,. k.p Na,kah Dinasjabatan Btlpati/Wakil Bupati; dan

b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Pasal 45

( 1) K.p N,,k,h Dinas jabatan Btlpati/Waki1 Bupati sebagaimana dimaks11d

dahn Pasal 44 huruf al digpnakan untuk Naskah Dinas Yang

ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati'

(2) K.p N,,kah Dinas jabatan Btlpati/Wakil Bupati sebagaima11a dimaks11d

pada ayat (1) dapat dig)makan oleh penjabat, penjabat sementara>

pelaksana tugas J dan pelaksana haMan Kepala Daerah'

PARAF
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b. aplikasi pengolah kata atau data; dan 

c. aplikasi lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Pasal 43 

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 memuat 

unsur sebagai berikut: 

a. kop; 

b. penomoran naskah dinas; 

c. penggunaan kertas; 

d. penggunaan tinta; 

e. jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung; 

f. penentuan batas atau ruang tepi; 

g. nomor halaman; 

h. tembusan; 

1. lampiran; 

j. paraf, tanda tangan, dan stempel; 

k. amplop dan map; dan 

1. naskah dinas bahasa asing; dan 

m. perubahan, pencabutan, pembatalan dan ralat naskah dinas. 

Bagian Kedua 

Kop 

Pasal 44 

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas: 

a. kop Naskah Dinas jabatan Bupati/Wakil Bupati; dan 

b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

Pasal 45 

(1) Kop Naskah Dinas jabatan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 44 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang 

ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati. 

(2) Kop Naskah Dinas jabatan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat digunakan oleh penjabat, penjabat sementara, 

pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala Daerah. 



Pasal 46

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

huruf b digpnakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat

berwenang selain Bupati/Wakil Bupati.

Bagian Ketiga
Penomoran

Pasal 47

(1)

(2)

Penomoran naskah dinas pengaturan dan Naskah dinas penetapan

menggunakan angka arab

Penomoran naskah dinas penugasan menggunakan angka arab dengan

memuat unsur paling sedikit berupa:

a. kode klasinkasi;

b. nomor; dan

c. tahun terbit.

Penomorm1 naskah dinas korespondensi internal menggunakan angka arab

dengan memuat unsur paling sedikit berupa:

a. kode klasifikasi;

b. identitas OPD;

c. nomor agenda;

d. bulan; dan
e. tahun terbit.

Penomoran naskah dinas korespondensi eksternal menggunakan angka

arab dengan memuat unsur paling sedikit berupa:

a. kategori klasifikasi keamanan;

b. kode klasifikasi;

c. nomor agenda;

d. bulan; dan

e. tahun terbit.

Naskah dinas arahan dalam bentuk Naskah dinas pengaturan dan

penetapan yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati penomorannya

terpusat di bagian yang membidangi urusan huI(um pada Sekretariat
Daerah

Penomoran naskah dinas khusus menggunakan angka arab dengan

memuat unsur paling sedikit berupa nomor agenda, identitas OPD, bulan
dan tahun terbit.

(3)

(4)

(5)

(6)

PARAF
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Pasal 46 

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 44 

huruf b digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat 

berwenang selain Bupati/Wakil Bupati. 

Bagian Ketiga 

Peno mo ran 

Pasal 47 

(1) Penomoran naskah dinas pengaturan dan Naskah dinas penetapan 

menggunakan angka arab 

(2) Penomoran naskah dinas penugasan menggunakan angka arab dengan 

memuat unsur paling sedikit berupa: 

a. kode klasifikasi; 

b. nomor; dan 

c. tahun terbit. 

(3) Penomoran naskah dinas korespondensi internal menggunakan angka arab 

dengan memuat unsur paling sedikit berupa: 

a. kode klasifikasi; 

b. identitas OPD; 

c. nomor agenda; 

d. bulan; dan 

e. tahun terbit. 

( 4) Peno mo ran naskah dinas korespondensi ekstemal menggunakan angka 
arab dengan memuat unsur paling sedikit berupa: 

a. kategori klasifikasi keamanan; 

b. kode klasifikasi; 

c. nomor agenda; 

d. bulan; dan 

e. tahun terbit. 

(5) Naskah dinas arahan dalam bentuk Naskah dinas pengaturan dan 

penetapan yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati penomorannya 

terpusat di bagian yang membidangi urusan hukum pada Sekretariat 

Dae rah 

(6) Penomoran naskah dinas khusus menggunakan angka arab dengan 
memuat unsur paling sedikit berupa nomor agenda, identitas OPD, bulan 

dan tahun terbit. 



(7) Ketentuan mengenai contoh penomoran naskah dinas tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
lnl

Bagian Keempat

Penggunaan Kertas

Pasal 48

(1) Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c,

digunakan pada naskah dinas dengan media rekam kertas

(2) Kertas yang digunakan dalam pembuatan naskah dinas pengaturan dm1

penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundmlg–undangan

(3) Standar kertas permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram /m2

b. ketahanan sobek paling sedikit 350 (tiga ratus bma puluh) mN;

c. ketahanan lipat paling sedikit 2,42 (dua koma empat puluh dua)

metode schopper atau 2,18 (dua koma delapan belas) metode MIT;

d. PH pada rentang 7,5 – 10 (tujuh koma lima sampai dengm1 sepuluh);

e. kandungan alkali kertas paling sedikit 024 Cool koma empat) mol
asam/kg; dan

f. daya tahan oksidasi menguldung bilangan kappa paling sedikit 5

(lima) .

(4) Kertas yang diwnakan dalam pembuatan naskah dinas penugasan2

Naskah dinas korespondensi, dan naskah dinas khusus merupakan kertas

Jenis Houtvrii SChTiifl Japier (HVS)> ukuran A4 dengan gramatur paling

sedlklt 70 (tujuh puluh) ram/m2 kecuali pada lembaran daerah dan berita
daerah.

(5) Jenis, ukuran dan Wamatur kertas yang digpnakan dalam pembuatan

naskah dinas khusus disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan

ketahanan kertas dalam hal naskah dinas memiliki jangka waktu simpan
Yang lama atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Bagian Kelima

Penggunaan Tinta

Pasal 49

(li Warna tinta Yang diWnakan dalam penyusunan Naskah Dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d2 sebagai berikut:
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(7) Ketentuan mengenai contoh penomoran naskah dinas tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

Bagian Keempat 

Penggunaan Kertas 

Pasal 48 

(1) Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, 

digunakan pada naskah dinas dengan media rekam kertas 

(2) Kertas yang digunakan dalam pembuatan naskah dinas pengaturan dan 

penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(3) Standar kertas permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram /m2 

b. ketahanan sobek paling sedikit 350 (tiga ratus lima puluh) mN; 

c. ketahanan lipat paling sedikit 2,42 (dua koma empat puluh dua) 

metode schopper atau 2, 18 (dua koma delapan belas) metode MIT; 

d. PH pada rentang 7,5 - 10 (tujuh koma lima sampai dengan sepuluh); 

e. kandungan alkali kertas paling sedikit 0,4 (nol koma empat) mol 

asam/ kg; dan 

f. daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa paling sedikit 5 

(lima). 

(4) Kertas yang digunakan dalam pembuatan naskah dinas penugasan, 

Naskah dinas korespondensi, dan naskah dinas khusus merupakan kertas 

jenis Houtvrij Schrijfj Japier (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling 

sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m2 kecuali pada lembaran daerah dan berita 

daerah. 

(5) Jenis, ukuran dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan 

naskah dinas khusus disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan 

ketahanan kertas dalam hal naskah dinas memiliki jangka waktu simpan 
yang lama atau memiliki nilai guna kesejarahan. 

Bagian Kelima 

Penggunaan Tinta 

Pasal 49 

( 1) W arna tin ta yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, sebagai berikut: 



a. tinta yang digpnakan untuk pengetikan berwarna hitam;

b. tinta yang digpnakm1 untuk penandatanganan dan paraf berwarna biru

tua;

c. tinta stempel yang digpnakan untuk Naskah Dinas, berwarna ungu; dan

d. tinta stempel ymlg digpnakan untuk Naskah Dinas bersifat rahasia,

berwarna merah.

(2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan tinta yang tidak

larut oleh air/tidak luntur atau pigment durabrite.

Bagian Keenam

Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung
Pasal 50

Jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta kata penyambung sebagaimana

dimaksud dalam Pasa1 43 huruf e, diatur sebagai berikut:

a. jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan

sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 4 huruf a, dan huruf b, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas pengaturan dan

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

Pasal 51

( 1) Jenis huruf pada Naskah Dinas pengattuan dan Naskah Dinas penetapan

yaitu bookman old style dengan ukurmr 12 (dua belas) .

(2) Jenis hUIUf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi dan Naskah

Dinas khusus yaitu Arial dengm1 ukuran 12 (dua belas) .

Pasal 52

( 1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa

teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.

(2) Kata penYambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituhs pada:
a. akhir setiap halaman;

b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman; dan

c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya.
(3) Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik tidak

mencantumkan kata penyambung.

a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam; 

b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf berwarna biru 

tua; 
c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas, berwarna ungu; dan 

d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas bersifat rahasia, 

berwama merah. 

(2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan tinta yang tidak 

larut oleh air/tidak luntur atau pigment durabrite. 

Bagian Keenam 

Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung 

Pasal 50 

Jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta kata penyambung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 43 huruf e, diatur sebagai berikut: 

a. jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dan huruf b, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas pengaturan dan 

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memperhatikan aspek keserasian dan estetika. 

Pasal 51 

(1) Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan 

yaitu bookman old style dengan ukuran 12 (dua belas). 

(2) Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi dan Naskah 

Dinas khusus yaitu Arial dengan ukuran 12 (dua belas). 

Pasal 52 

(1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa 

teks masih berlanjut pada halaman berikutnya. 

(2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada: 

a. akhir setiap halaman; 

b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman· dan ' 
c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya. 

(3) Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik tidak 

mencantumkan kata penyambung. 



Bagian Ketujuh

Penentuan Batas atau Ruang Tepi

Pasa1 53

(1) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 43

huruf f pada kertas bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam

penyusunan Naskah Dinas.

(2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada aYat (1)

untuk Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus diatur

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Iuang tepi atas:

1) apabila menggpnakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi dibawah kop;
dan

a apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi
atas kertas.

b. rumlg tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm dari tepi bawah

kertas;

c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri kertas; dan

d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dad tepi kanan kertas.

Bagian Kedelapan

Nomor Halaman

Pasal 54

(1)

(2)

Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g pada

Naskah Dinas menggunakan angka arab/biasa.

Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam Naskah Dinas

korespondensi dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada bagjan tengah
atas secara simetris.

Bagian Kesembilan

Tembusan

Pasal 55

(1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h, disampaikan

kepada pihak yang bersangkutan dan pihak yang dianggap perlu
mengetahui isi surat tersebut.
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Bagian Ketujuh 

Penentuan Batas atau Ruang Tepi 

Pasal 53 

(1) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 

huruf f pada kertas bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam 

penyusunan Naskah Dinas. 

(2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus diatur 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. ruang tepi atas: 

1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi dibawah kop; 

dan 

� apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi 

atas kertas. 
b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm dari tepi bawah 

kertas; 

c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri kertas; dan 

d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi kanan kertas. 

Bagian Kedelapan 

Nomor Halaman 

Pasal 54 

(1) Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g pada 

Naskah Dinas menggunakan angka arab/biasa. 

(2) Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam Naskah Dinas 

korespondensi dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada bagian tengah 
atas secara simetris. 

Bagian Kesembilan 

Tembusan 

Pasal 55 

(1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h, disampaikan 

kepada pihak yang bersangkutan dan pihak yang dianggap perlu 
mengetahui isi surat tersebut. 



(2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada aYat (1) Yang naskah dlnasnYa

ditandatmlgani oleh pejabat yang mengatasnamakan disampaikan kepada

pejabat yang diatasnamakan.

(3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnYa

ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Bupati2

disampaikan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.

(4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnYa

ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Bupati berupa

surat tmlda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam tidak
memerlukan tembusan.

(5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada posisi bagian

kiri bawah pada Naskah Dinas dan diikuti tanda baca titik dua (:), tidak
diberi garis bawah2 serta ddak perlu menambahkan kata sebagai laporan,

arsip, atau istilah sejenis.

Bagian Kesepuluh

I,ampiran
Pasal 56

(1)

(2)

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf i, ditandatangani

oleh pejabat yang sama dengan yang menandatangani Naskah Dinas.

Dalam hal Lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki lebih dari satu halaman, halaman berikutnya diberi nomor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) .

Bagian Kesebelas

Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel
Pasal 57

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 43 huruf

j, merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas.

Pasal 58

(1)

(2)

Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan tanda tangan

singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan mated,

substansi, redaksi, dan pengetikan.

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. paraf hierarki; dan
b. Daraf koordinasi
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(2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya 

ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan disampaikan kepada 

pejabat yang diatasnamakan. 

(3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya 

ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Bupati, 

disampaikan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah. 

(4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya 

ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Bupati berupa 

surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam tidak 

memerlukan tembusan. 

(5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada posisi bagian 

kiri bawah pada Naskah Dinas dan diikuti tanda baca titik dua (:), tidak 

diberi garis bawah, serta tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan, 

arsip, atau istilah sejenis. 

Bagian Kesepuluh 

Lampiran 

Pasal 56 

(1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf i, ditandatangani 

oleh pejabat yang sama dengan yang menandatangani Naskah Dinas. 

(2) Dalam hal Lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memiliki lebih dari satu halaman, halaman berikutnya diberi nomor 

se bagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat ( 1). 

Bagian Kesebelas 

Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel 

Pasal 57 

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf 

j, merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas. 

Pasal 58 

(1) Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan tanda tangan 

singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, 

substansi, redaksi, dan pengetikan. 

(2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. paraf hierarki; dan 

b. paraf koordinasi. 



(3)

(4)

(5)

(6)

Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat dibawah pejabat

penandatangan, terlebih dahulu diparaf sebelum ditandatangani.

Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan

menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf.

Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk catatan riwayat

Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan penandatanganan oleh

pejabat yang berwenang.

Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa surat
perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertarna.

Pasal 59

(1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalmn Pasal 58 ayat (2) huruf a

merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan ymlg dibubuhkan dalam
bentuk matriks.

(2) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh

Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala

dinas, kepala ba(ian, inspektur, dan direktur rumah sakit umum halus

diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang.

(3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas

korespondensiJ dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada lembar
terakhir.

Pasal 60

(1) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) humf b

merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya atau pejabat lain yang

terlibat pada masing-masing unit kerja yang berbentuk matHks.

(2) Naskah Dinas yang materinya sahng berkaitan ultar unit kerja7 diparaf
oleh unit pengolah dan unit Iain yang terkait sebelum ditandatangani oleh

pejabat Yang berwenang pada lembar terakhir.

Pasal 61

( 1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalaI,n

Pasal 57, berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas

penandatangan serta keautentikan, keterpercayaan, dm1 keutuhan
inforInasi.

(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

(3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat dibawah pejabat 

penandatangan, terlebih dahulu diparaf sebelum ditandatangani. 

(4) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan 

menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf. 

(5) Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk catatan riwayat 

Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan penandatanganan oleh 

pejabat yang berwenang. 

(6) Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa surat 

perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama. 

Pasal 59 

(1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a 

merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam 

bentuk matriks. 

(2) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh 

Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala 

dinas, kepala badan, inspektur, dan direktur rumah sakit umum harus 

diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang. 

(3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas 

korespondensi, dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada lembar 

terakhir. 

Pasal 60 

(1) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b 

merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya atau pejabat lain yang 

terlibat pada masing-masing unit kerja yang berbentuk matriks. 

(2) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit kerja, diparaf 

oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait sebelum ditandatangani oleh 

pejabat yang berwenang pada lembar terakhir. 

Pasal 61 

(1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 57, berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas 

penandatangan serta keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan 

informasi. 
(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

PA RAF· 



a. tanda tangan basah; atau

b. tanda tangan elektronik.

(3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aYat (2)

dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 62

( 1) Tanda tangan basah digpnakan pada Naskah Dinas dengan media rekam
kertas.

(2) Tanda tangan elektronik diwnakan pada Naskah Dinas dengan media

rekam elektronik.

Pasal 63

(1)

(2)

Penuhsan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas pengaturan

dan Naskah Dinas penetapan tidak menggunakan gelar.

Penuhsan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas penugasan2

Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus mengWnakan

gelar7 kecuali piagam> sertifrkat J dan surat tanda tamat pendidikan dan

pelatihan.

Penulisan nama penanda tangu1 untuk pejabat selain Bupati, Wakil

Bupati> dan Sekretaris Daerah menggpnakan gelar, nomor induk pegawai

dan pangkat/golongan.

Penulisan nama penmlda tangan untuk penjabat, penjabat sementara,

pelaksana tugas, dm1 pelaksana harian Bupati tidak menggunakan gelar,

nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.

Penuhsan nama penanda tangan untuk penjabat dan pelaksana harian

Sekretmis Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan

pangkat/golongan.
Pasal 64

(3)

(4)

(5)

Tanda tangan elektronik memihki kekuatan hukum dan akibat hukum yang

sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada pejabat

penanda tangan;

b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses

penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa pejabat penanda

tangan;
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a. tanda tangan basah; atau 

b. tanda tangan elektronik. 

(3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 

Pasal 62 

(1) Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam 

kertas. 

(2) Tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah Dinas dengan media 

rekam elektronik. 

Pasal 63 

(1) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas pengaturan 

dan Naskah Dinas penetapan tidak menggunakan gelar. 

(2) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas penugasan, 

Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus menggunakan 

gelar, kecuali piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan 

pelatihan. 

(3) Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain Bupati, Wakil 

Bupati, dan Sekretaris Daerah menggunakan gelar, nomor induk pegawai 

dan pangkat/ golongan. 

(4) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, penjabat sementara, 

pelaksana tugas, dan pelaksana harian Bupati tidak menggunakan gelar, 

nomor induk pegawai, dan pangkat/ golongan. 

(5) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat dan pelaksana harian 

Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan 

pangkat/ golongan. 

Pasal 64 

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang 
sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada pejabat 
penanda tangan; 

b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses 
penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa pejabat penanda 
tangan; 



C.

d.

e.

f.

segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah

waktu penandatanganan dapat diketahui;

segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda

tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat

diketahui;

terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa pejabat

penandatangannya; dan

terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa pejabat penanda tangan

telah memberikan persetujuan terhadap naskah dinas dengan media rekmn

elektronik yang terkait.

Pasal 65

Pemberian tanda tangan elektronik pada Naskah Dinas berlaku ketentuan

sebagai berikut:

a. tanda tangan elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk kode

(Nick response yang disertai nama pejabat penandatangan dan nama
jabatan;

b. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan kepada

plhak Yang berhak dalam bentuk cetak maupun tidak dicetak;

c. pendistribusian sebagaimmla dimaksud pada huruf b dapat melalui

aplikasi umum bidmlg kearsipan dinamis2 media daring? media luring dan
atau dalam bentuk fisik; dan

d' mengWnakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara
sertifikasi elektronik Indonesia.

Pasal 66

( 1) Stempel diWnakan pada Naskah Dinas dengan media rekun kertas

(2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digpnakan pada
Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

Pasal 67

Stempel terdiri atas:

a. stempel jabatan Bupati;

b. stempel Perangkat Daerah;
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c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah 

waktu penandatanganan dapat diketahui; 
d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda 

tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat 

diketahui; 
e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa pejabat 

penandatangannya; dan 
f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa pejabat penanda tangan 

telah memberikan persetujuan terhadap naskah dinas dengan media rekam 

elektronik yang terkait. 

Pasal 65 

Pemberian tanda tangan elektronik pada Naskah Dinas berlaku ketentuan 

sebagai berikut: 
a. tanda tangan elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk kode 

quick response yang disertai nama pejabat penandatangan dan nama 

jabatan; 
b. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan kepada 

pihak yang berhak dalam bentuk cetak maupun tidak dicetak; 

c. pendistribusian sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat melalui 

aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media daring, media luring dan 

atau dalam bentuk fisik; dan 

d. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara 
sertifikasi elektronik Indonesia. 

Pasal 66 

(1) Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas. 

(2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada 

N askah Dinas dengan media rekam elektronik. 

Pasal 67 

Stempel terdiriatas: 

a. stempel jabatan Bupati; 

b. stempel Perangkat Daerah; 



c. stempel unit pelaksana teknis daerah dan/atau badan layanan umum

daerah; dan

d. stempel pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 68

( 1) Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran Yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Stempel yang digunakan untuk Naskah dinas sangat rahasia dan rahasia

dapat menggunakan stempel yang dicetak timbul tanpa menggunakan tinta

dengan maksud untuk menghindari pemalsuan.

Bagian Keduabelas

Amr)lop dan Map
Pasal 69

(1) Amplop Naskah Dinas terdiri atas:

a. Amplop Naskah Dinas Bupati; dan

b. Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk pendistribusian

Naskah Dinas dengan media rekam kertas berbentuk persegi panjang.

Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas

dengan media rekam kertas dapat disesuaikan dengan kebutuhm1 sesuai

dengan kepentingan Pemerintah Daerah.

Amplop Naskah dinas Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

menggunakan kertas warna putih

Amplop Naskah dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) huruf b menggunakan kertas warna coklat.

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 70

(1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicultturrkan alamat pengjrim dan
alamat tujuan.

(2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. lambang negara berwmna kuning emas dan nama jabatan> alamat yang

dllengkapi dengan llama kabupaten, nomor telepon, pos-el, lamm1, dan

kode pos di badan tengah atas untuk amplop Naskah Dinas jabatan
Bupati.

c. stempel unit pelaksana teknis daerah dan/atau badan layanan umum 

daerah; dan 

d. stempel pengamanan Naskah Dinas. 

Pasal 68 

(1) Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Stempel yang digunakan untuk Naskah dinas sangat rahasia dan rahasia 

dapat menggunakan stempel yang dicetak tirnbul tanpa menggunakan tinta 

dengan maksud untuk menghindari pemalsuan. 

Bagian Keduabelas 

Amplop dan Map 

Pasal69 

(1) Amplop Naskah Dinas terdiri atas: 

a. Amplop Naskah Dinas Bupati; dan 

b. Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

(2) Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk pendistribusian 

Naskah Dinas dengan media rekam kertas berbentuk persegi panjang. 

(3) Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas 

dengan media rekam kertas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai 

dengan kepentingan Pemerintah Daerah. 

(4) Amplop Naskah dinas Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

menggunakan kertas warna putih 

(5) Amplop Naskah dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf b menggunakan kertas warna coklat. 

Pasal 70 

(1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat pengirim dan 
alamat tujuan. 

(2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. lam bang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan, alamat yang 
dilengkapi dengan nama kabupaten, nomor telepon, pos-el, laman, dan 

kode pos di bagian tengah atas untuk: amplop Naskah Dinas jabatan 
Bupati. 
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b. logo daerah berwarna dan nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat

Daerah yang bersangkutan, alamat Yang dilengkapi dengan nama

kabupaten, nomor telepon7 pos–el2 laman, dan kode pOS d1 baglan

tengah atas untuk amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah'

(3) Perbandingan huIUf pada amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah antara
tulism1 nama Pemerintah Daerah dan tuhsan nmna Perangkat Daerah

adalah 3 : 4 dengan menggpnakan huruf Arial.

Pasal 71

(1)

(2)

Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf k terdiri atas:

a. map Naskah Dinas jabatan; dan

b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Ukuranl bentuk) dan wmna map naskah dinas dapat disesuaikan dengan

kebutuhan sesuai dengan kepentingm1 tiap Pemerintah Daerah.

Pasal 72

(1)

(2)

(3)

Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 aYat (1)

huruf a, terdiri atas:

a. map Naskah Dinas Bupati; dan

b. map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah.

Map Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud pada aYat (1) hUIUf al

memuat lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan Kepala Daerah

menggpnakan huruf Arial dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan

pada bagian tengah atas secara simetris.

Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas

Naskah Dinas Bahasa Asing
Pasal 73

(1) Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan mengacu pada

format Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing.
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b. logo daerah berwarna dan nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat 

Daerah yang bersangkutan, ala.mat yang dilengkapi dengan nama 

kabupaten, nomor telepon, pos-el, la.man, dan kode pos di bagian 

tengah atas untuk amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

(3) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah antara 

tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah 

adalah 3 : 4 dengan menggunakan huruf Arial. 

Pasal 71 

(1) Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf k terdiri atas: 

a. map Naskah Dinas jabatan; dan 

b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

(2) Ukuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan sesuai dengan kepentingan tiap Pemerintah Daerah. 

Pasal 72 

(1) Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) 

huruf a, terdiri atas: 

a. map Naskah Dinas Bupati; dan 

b. map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah. 

(2) Map Naskah Dinas Bupati sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a, 

memuat lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan Kepala Daerah 

menggunakan huruf Arial dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan 

pada bagian tengah atas secara simetris. 

(3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dan map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketigabelas 

Naskah Dinas Bahasa Asing 

Pasal 73 

(1) Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan mengacu pada 
format Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. 

(2) Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing. 
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Bagian Keempatbelas

Perubahan2 Pencabutan, Pembatalan dan Ralat

Pasal 74

(1) Petnbahm1 Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 hUIUf m'

pada bagja„ t,,tentu dari Naskah dinas Yang di11Yatakan de11gan lembar

perubahan-

(2) Pencabutan Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf
m dilakukan km.ena Naskah dinas tersebut bertentangan atau tidak

sesuai lagj dengm1 peraturan perundang-undangan Yang leblh tlngg1,

sederajat, atau kebijakan yang baru ditetapkan.

(3) Pembatalan Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf m,

mempakan pernyataan bahwa seluruh mated Naskah dinas tidak

diberlakukan lagi melalui suatu pernYataan pembatalan dalam Naskah

dinas yang baru.

(4) Ralat Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf ml

merupakan perbaikan yang dilakukan terhadap seba dan mated Naskah

dinas melalui pernyataan ralat dalam Naskah dinas Yang baru.

(5) Naskah dinas yang bersifat mengatur7 apabila diubah, dicabut, atau

dibatalkan dengan Naskah dinas yang setingkat atau lebih tinggi.

(6) Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pecabutan dan pembatalan

adalah pejabat yang menandatangani Naskah dinas tersebut atau oleh

pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.

(7) Ralat yang bersifat kekehrum1 kecil, seperti salah ketik, dilaksanakan oleh

pejabat yang menandatangani Naskah dinas.

BAB IV

PENGAMANAN NASKAH DINAS

Pasal 75

(1)

(2)

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat penentuan kategori dan

perlakuan terhadap Naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan
akses Naskah dinas.

Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah dinas terdiri atas:

a. sangat rahasia;

b. rahasia;

c. terbatas; dan
d. biasa
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Bagian Keempatbelas 

Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat 

Pasal 74 

(1) Perubahan Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf m, 

pada bagian tertentu dari Naskah dinas yang dinyatakan dengan lembar 

perubahan. 

(2) Pencabutan Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf 

m, dilakukan karena Naskah dinas tersebut bertentangan atau tidak 

sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

sederajat, atau kebijakan yang baru ditetapkan. 

(3) Pembatalan Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf rn, 

merupakan pernyataan bahwa seluruh materi Naskah dinas tidak 

diberlakukan lagi melalui suatu pernyataan pembatalan dalam Naskah 

dinas yang baru. 

(4) Ralat Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf m, 

merupakan perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian materi Naskah 

dinas melalui pernyataan ralat dalam Naskah dinas yang baru. 

(5) Naskah dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah, dicabut, atau 

dibatalkan dengan Naskah dinas yang setingkat atau lebih tinggi. 

(6) Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pecabutan dan pembatalan 

adalah pejabat yang menandatangani Naskah dinas tersebut atau oleh 

pejabat yang lebih tinggi kedudukannya. 

(7) Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik, dilaksanakan oleh 

pejabat yang menandatangani Naskah dinas. 

BAB IV 

PENGAMANAN NASKAH DINAS 

Pasal 75 

(1) Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat penentuan kategori dan 

perlakuan terhadap Naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan 
akses Naskah dinas. 

(2) Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah dinas terdiri atas: 
a. sangat rahasia; 
b. rahasia; 

c. terbatas; dan 

d. biasa. 

PARAF 



(3)

(4)

(5)

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah dinas.

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) pada Pemerintah Daerah memuat semua tingkat klasifikasi Naskah
dinas.

Hak akses terhadap Naskah dinas yang berklasifikasi:

a. sangat rahasia;

b. rahasia; dan

c. terbatas hanya diberikan kepada pimpinan tertinggi dan/atau pihak

yang berwenang.

Hak akses terhadap Naskah dinas yang berklasifikasi biasa, dapat diberikan

kepada seluruh pegawai atau Masyarakat.

Dalam rangka pengamanan Naskah dinas pada media rekam elektronik,

Aplikasi SRIKANDI dan aplikasi lainnya harus memuat fitur pengamanan
Naskah dinas.

(6)

(7)

Pasa1 76

(1) Perlakuan terhadap Naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dm1

akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) meliputi:

a. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dm1 akses;

b. pemberian nomor seri pengaman atau security printing; dan

c. pembuatan dan pengawasan Naskah dinas

Naskah dinas dengan media rekam kertas diberikan kode derajat

pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah kiri atas Naskah
dinas.

Dalam hal Naskah dinas yang memihki klasinkasi keamanan smlgat

rahasia dan rahasia, dapat digpnakan anplop dua rangkap.

Terhadap Naskah dinas dengan media rekam elektronik yang memilih

klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia dan terbatas dapat

mengwnakan sandi tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi.

(2)

(3)

(4)

Pasal 77

Kode derajat klasifikasi keamanan dm1 akses sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 76 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Naskah dinas sangat rahasia diberikan kode 'SR’ dengan menggpnakan
tinta warna merah:

(3) Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah dinas. 

(4) Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) pada Pemerintah Daerah memuat semua tingkat klasifikasi Naskah 

dinas. 

(5) Hak akses terhadap Naskah dinas yang berklasifikasi: 

a. sangat rahasia; 

b. rahasia; dan 

c. terbatas hanya diberikan kepada pimpinan tertinggi dan/ atau pihak 

yang berwenang. 

(6) Hak akses terhadap Naskah dinas yang berklasifikasi biasa, dapat diberikan 

kepada seluruh pegawai atau Masyarakat. 

(7) Dalam rangka pengamanan Naskah dinas pada media rekam elektronik, 

Aplikasi SRIKANDI dan aplikasi lainnya harus memuat fitur pengamanan 

Naskah dinas. 

Pasal 76 

(1) Perlakuan terhadap Naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan 

akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) meliputi: 

a. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses; 

b. pemberian nomor seri pengaman atau security printing; dan 

c. pembuatan dan pengawasan Naskah dinas 

(2) Naskah dinas dengan media rekam kertas diberikan kode derajat 

pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah kiri atas Naskah 

dinas. 

(3) Dalam hal Naskah dinas yang memiliki klasifikasi keamanan sangat 

rahasia dan rahasia, dapat digunakan amplop dua rangkap. 

(4) Terhadap Naskah dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki 

klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia dan terbatas dapat 

menggunakan sandi tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi. 

Pasal 77 

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 76 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Naskah dinas sangat rahasia diberikan kode 'SR' dengan menggunakan 
tinta warna merah; 
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b.

C.

d.

Naskah dinas rahasia diberikan kode R’ dengan mengglmakan tinta warna

merah;

Naskah dinas terbatas diberikan kode T’ dengan menggunakan tinta hitam;

dan

Naskah dinas biasa diberikan kode B’ dengan menggunakan tinta hitam.

Pasal 78

(1)

(2)

(3)

(4)

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah dinas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b memiliki tujuan untuk
menjamin keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah dinas.

Pemberian nomor seri pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Penggpnaan security printing pada Naskah dinas di lingkungan Pemerintah

Daerah menggunakan metode waterman.

Ketentuan mengenai metode security printing pada Naskah dinas

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
Pasal 79

(1) Pembuatan dan pengawasan Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 76 ayat (1) huruf c yang bersifat rahasia dilakukan oleh unit kerja

yang mempunyai tugas dan fungsi bidang kesekretariatan.

(2) Pembuatan nomor seri pengaman dan pencetakan pengamanan dapat

dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah teknis terkait.

BAB V

PnJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

Pasal 80

(1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, kewajiban,

dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk
menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada

jabatannya.

(2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Bupati berlaku mutatis

mutandis bagi penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan

pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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b. Naskah dinas rahasia diberikan kode 'R' dengan menggunakan tinta warna 

merah; 
c. Naskah dinas terbatas diberikan kode 'T' dengan menggunakan tinta hitam; 

dan 
d. Naskah dinas biasa diberikan kode 'B' dengan menggunakan tinta hitam. 

Pasal 78 

(1) Pemberian nomor sen pengaman pada Naskah dinas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b memiliki tujuan untuk 

menjamin keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah dinas. 

(2) Pemberian nomor seri pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi. 

(3) Penggunaan security printing pada Naskah dinas di lingkungan Pemerintah 

Daerah menggunakan metode watermarks. 

(4) Ketentuan mengenai metode security printing pada Naskah dinas 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 79 

(1) Pembuatan dan pengawasan Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 76 ayat (1) huruf c yang bersifat rahasia dilakukan oleh unit kerja 

yang mempunyai tugas dan fungsi bidang kesekretariatan. 

(2) Pembuatan nomor seri pengaman dan pencetakan pengamanan dapat 

dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah teknis terkait. 

BABV 

PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS 

Pasal 80 

(1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, kewajiban, 

dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk 

menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada 

jabatannya. 

(2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Bupati berlaku mutatis 

mutandis bagi penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan 

pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 



(3) Penggxlnaan wewenmlg mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan dengan menyebut:

a. atas nama (a.n);

b. untuk beliau (u.b);

c. pelaksmla tugas (PIt.); atau

d. pelaksana harian (Plh.)

Ketentuan mengenai contoh susunan dm1 bentuk batas kewenangan

penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagjan tidak terpisahkmr dari Peraturan Bupati
lnl

Pasal 81

(4)

(1)

(2)

Penggxlnaan “atas nama” (a.n) sebagaimmra dimaksud dalam Pasal 80 ayat

(3) huruf a, dapat dilakukan dalam hal pejabat yang berwenang

menandatangani Naskah dinas melimpahkan kepada pejabat dibawahnya.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengwnaan “atas llama” (a.n)

meliputi:

a. pelhnpahan wewenang dalam bentuk tertulis;

b. materi wewenang ymlg dilimpahkan menjadi tugas dan tanggung jawab

pejabat yang melimpahkan; dan

c. tmlggpng jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah dinas berada

pada pejabat yang melimpahkan wewenang

Pasal 82

(1)

(2)

(3)

(4)

Penggunaan “untuk beliau” (u.b) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80

ayat (3) huruf b, dapat dilakukan dalam hal pejabat yang diberi kuasa

memberi lagi kepada pejabat satu tingkat dibawahnya.

Penggunaan “untuk beliau” (u.b) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

setelah “atas llama” (a.n)

Pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah dinas melalui “untuk

beliau” (u.b) hanya sampai pejabat dua tingkat dibawahnya.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan “untuk beliau” (u.b)

meliputi:

a. pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat

struktural dibawahnya;
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(3) Penggunaan wewenang mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan dengan menyebut: 

a. atas nama (a.n); 

b. untuk beliau (u.b); 

c. pelaksana tugas (Plt.); atau 

d. pelaksana harian (Plh.) 

(4) Ketentuan mengenai contoh susunan dan bentuk batas kewenangan 

penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

1n1. 

Pasal 81 

(1) Penggunaan "atas nama" (a.n) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 

(3) huruf a, dapat dilakukan dalam hal pejabat yang berwenang 

menandatangani Naskah dinas melimpahkan kepada pejabat dibawahnya. 

(2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan "atas nama" (a.n) 

meliputi: 
a. pelimpahan wewenang dalam bentuk tertulis; 

b. materi wewenang yang dilimpahkan menjadi tugas dan tanggung jawab 

pejabat yang melimpahkan; dan 
c. tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah dinas berada 

pada pejabat yang melimpahkan wewenang 

Pasal 82 

(1) Penggunaan "untuk beliau" (u.b) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 

ayat (3) huruf b, dapat dilakukan dalam hal pejabat yang diberi kuasa 

memberi lagi kepada pejabat satu tingkat dibawahnya. 

(2) Penggunaan "untuk beliau" (u.b) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

setelah "atas nama" (a.n) 

(3) Pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah dinas melalui "untuk 

beliau" (u. b) hanya sampai pejabat dua tingkat dibawahnya. 

(4) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan "untuk beliau" (u.b) 

meliputi: 

a. pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat 

struktural dibawahnya; 



b. mated yang ditangani merupakan tugas dan tangWng jawabnYa;

c. dapat dipergpnakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana

tugas atau pelaksana harian; dan

d. tanggSmg jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa'

Pasal 83

( 1) P„,ggunaan “pelaksana tugas” (Plt.) sebagaimana dimaks11d dalam Pasa1

80 ayat (3) huruf c2 dilakukan oleh pejabat yang mendapat pelimpahan

wewenang dari pejabat definitive yang berhalangan tetap'

(2) p,limpahan w,w,nang “p,laksm,a tuga'” (PIt.) sebagaimana pada ayat (1)

haIrrs dalam bentuk tertulis.

(3) Pehmpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada aYat (1) bersifat

sementara sampai dengan pejabat yang definitif ditetapkan.

(4) Batasan kewenangan “pelaksana tugas (PIt.) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

(1)

(2)

(3)

(4)

Penggpnaan “pelaksana harian” (Plh.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

80 ayat (3) huruf d, dilakukan oleh pejabat yang mendapat pelimpahan

wewenang dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.

Pelimpahan wewenang “pelaksara harian” (Plh.) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus dalam bentuk tertulis.

Pelimpdla1 wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat

sementara sampai dengan pejabat yang definitif Kembali di tempat.

Batasan kewenangan “pelaksana harian” (PIll.) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang–undangan.

Pasal 85

Ketentuan mengenai contoh penggunaan kewenangan mandat berupa “atas

nama” (a.n.),”untuk behau” (u.b.), “pelaksana tugas” (PIt.), “pelaksana harian”

(Plh.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 84

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
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b. materi yang ditangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya; 

c. dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana 

tugas atau pelaksana harian; dan 
d. tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa. 

Pasal 83 

(1) Penggunaan "pelaksana tugas" (Plt.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

80 ayat (3) huruf c, dilakukan oleh pejabat yang mendapat pelimpahan 

wewenang dari pejabat definitive yang berhalangan tetap. 

(2) Pelimpahan wewenang "pelaksana tugas" (Plt.) sebagaimana pada ayat (1) 

harus dalam bentuk tertulis. 

(3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat 

sementara sampai dengan pejabat yang definitif ditetapkan. 

(4) Batasan kewenangan "pelaksana tugas (Plt.) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 84 

(1) Penggunaan "pelaksana harian" (Plh.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

80 ayat (3) huruf d, dilakukan oleh pejabat yang mendapat pelimpahan 

wewenang dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. 

(2) Pelimpahan wewenang "pelaksana harian" (Plh.) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus dalam bentuk tertulis. 

(3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat 

sementara sampai dengan pejabat yang definitif Kembali di tempat. 

(4) Batasan kewenangan "pelaksana harian" (Plh.) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 85 

Ketentuan mengenai contoh penggunaan kewenangan mandat berupa "atas 

nama" (a.n.),"untuk beliau" (u.b.), "pelaksana tugas" (Plt.), "pelaksana harian" 

(Plh.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 84 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
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BAB VI

PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 86

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:

a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan

b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua

Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Pasal 87

(1) Prinsip penanganan Naskah dinas masuk meliputi:

a. penerimaan Naskah dinas masuk dipusatkan di unit yang membidangi

kearsipan atau unit Iain yang menyelenggarakan fungsi

kesekretariatan;

b. penerimaan Naskah dinas dianggap sah apabila diterima oleh petugas

atau pihak yang berhak menerima di unit yang membidangi kearsipan;
dan

c. naskah dinas masuk yang disampaikan langsung kepada pejabat atau

staf unit pengolah harus diregistrasikan di unit yang membidangi

kearsipan.

Pengendalian Naskah Dinas masuk dengan media rekam kertas

dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

(2)

a. penerlmaarl;

b. pencatatan;

c. pengarahan; dan

d. penyampaian

Pada tahap penerimaan Naskah dinas masuk yang diterima dalam

sampul tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi

keamanan, antara lain:

a. sangat rahasia (SR);

b. rahasia (R);

c. terbatas (T); atau

d. biasa (B).

(3)
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BAB VI 

PENGENDALIAN NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 

Um urn 

Pasal 86 

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan: 
a. pengendalian N askah Dinas masuk; dan 

b. pengendalian Naskah Dinas keluar. 

Bagian Kedua 

Pengendalian Naskah Dinas Masuk 

Pasal 87 

(1) Prinsip penanganan Naskah dinas masuk meliputi: 

a. penerimaan Naskah dinas masuk dipusatkan di unit yang membidangi 

kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi 
kesekretariatan; 

b. penerimaan Naskah dinas dianggap sah apabila diterima oleh petugas 

atau pihak yang berhak menerima di unit yang membidangi kearsipan; 

dan 

c. naskah dinas masuk yang disampaikan langsung kepada pejabat atau 

staf unit pengolah harus diregistrasikan di unit yang membidangi 

kearsipan. 

(2) Pengendalian Naskah Dinas masuk dengan media rekam kertas 

dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 

a. penerimaan; 

b. pencatatan; 

c. pengarahan; dan 

d. penyampaian. 

(3) Pada tahap penerimaan Naskah dinas masuk yang diterima dalam 

sampul tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi 

keamanan, antara lain: 

a. sangat rahasia (SR); 

b. rahasia (R); 

c. terbatas (T); a tau 

d. biasa (B). 
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(4)

(5)

(6)

Pada tahap pencatatan, Naskah dinas masuk yang diterima dari petugas

penerimaan yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi
keamanan.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan

registrasi Naskah dinas pada sarana pengendahan Naskah dinas.

Sarana pengendalian Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dapat berupa:

a. buku agenda Naskah dinas masuk; dan
b. kartu kendali.

Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:

a. nomor UIUt;

b. tanggal penerimaan;

c. tanggal dan nomor Naskah;

d. asal Naskah dinas;

e. isi ringkas Naskah dinas;

f. unit kerja yang dituju;

g. keterangan.

Pengarahan Naskah dinas masuk dengan klasifikasi keamanan sangat

rahasia, rahasia, dan terbatas unit disampaikan langsung kepada

pengolah yang dituju.

Pengarahan Naskah dinas masuk dengan kategori biasa dilakukan

dengan membuka2 membaca dm1 memahami keseluruhan isi dan maksud

Naskah dinas untuk mengetahui unit pengolah yang akan

menindaklanjuti Naskah dinas tersebut.

Naskah dinas masuk disampaikm1 kepada unit pengolah sesuai dengan

arahan dengmr bukti penyampaian Naskah dinas.

Bukti penyampaian sebagaiammla dimaksud pada ayat (IO) memuat

informasi tentang:

a. nomor unIt pencatatan;

b. tanggal dan nomor Naskah dinas;

c. asal Naskah dinas;

d. isi ringkas Naskah dinas;

e. unit kerja yang dituju;

f. waktu penerimaan; dan

g. tandatangan dan nmna penerima di unit pengolah.

Bentuk bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa :

(7)

(8)

(9)

( 10)

(11)

(12)
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(4) Pada tahap pencatatan, Naskah dinas masuk yang diterima dari petugas 
penerimaan yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi 
keamanan. 

(5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan 
registrasi Naskah dinas pada sarana pengendalian Naskah dinas. 

(6) Sarana pengendalian Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dapat berupa: 

a. buku agenda Naskah dinas masuk; dan 

b. kartu kendali. 

(7) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat: 

a. nomor urut; 

b. tanggal penerimaan; 

c. tanggal dan nomor Naskah; 

d. asal Naskah dinas; 

e. isi ringkas Naskah dinas; 

f. unit kerja yang dituju; 

g. keterangan. 

(8) Pengarahan Naskah dinas masuk dengan klasifikasi keamanan sangat 

rahasia, rahasia, dan terbatas unit disampaikan langsung kepada 

pengolah yang dituju. 

(9) Pengarahan Naskah dinas masuk dengan kategori biasa dilakukan 

dengan membuka, membaca dan memahami keseluruhan isi dan maksud 

Naskah dinas untuk mengetahui unit pengolah yang akan 

menindaklanjuti Naskah dinas tersebut. 

(10) Naskah dinas masuk disampaikan kepada unit pengolah sesuai dengan 

arahan dengan bukti penyampaian Naskah dinas. 

(11) Bukti penyampaian sebagaiamana dimaksud pada ayat (10) memuat 

informasi ten tang: 

a. nomor urut pencatatan; 

b. tanggal dan nomor Naskah dinas; 

c. asal Naskah dinas; 

d. isi ringkas Naskah dinas; 

e. unit kerja yang dituju; 

f. waktu penerimaan; dan 

g. tandatangan dan nama penerima di unit pengolah. 

(12) Bentuk bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa: 



a. buku ekspedisi; atau

b. lembar tanda terima penyampaim1

Bagian Ketiga

Pengendalian Naskah Dinas Masuk pada Media Rekam Elektronik
Pasal 88

(1)

(2)

Pengendalian Naskah dinas masuk dengan media rekam elektronik

menggunakan Aplikasi SRIKANDI dan aplikasi lainnya;

Dalam rangka pengendalian Naskah dinas masuk, Aplikasi SRIKANDI dan

aplikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat fitur

pencatatan Riwayat, pengarahan sesuai klasifikasi keamanan, dan

perl)wllpaLlan.

Pasal 89

(1) Dalam hal terdapat komunikasi kedinasan atau Naskah dinas dengan

media rekam elektronik yang diterima dari luar lingkungan instansi yang

ditujukan kepada pejabat tertentu di lingkungan internal melalui akun

media komunikasi dalam jaringan pribadi atau kedinasan pegawai, harus

disampaikan kepada unit kearsipan untuk dilakukan registrasi ke dalam

Aplikasi SRIKANDI.

Penyampaian komunikasi kedinasan atau Naskah dinas dengan media

rekam elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk

tangkapan layer atau salinan digital.

(2)

Bagian Keempat

Pengendalian Naskah dinas Keluar
Pasal 90

Prinsip pengendalian Naskah dinas keluar meliputi:

a. pengiriman Naskah Dinas keluar dipusatkan dan digesitrasi di unit
kearsipan atau unit Iain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan

termasuk Naskah dinas yang dikirimkan langsung oleh pejabat atau staf

unit pengolah; dan

b. sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan

Naskah dinas yang meliputi:

1. nomor Naskah dinas;

2. stempel dinas;
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a. buku ekspedisi; atau 

b. lembar tanda terima penyampaian 

Bagian Ketiga 

Pengendalian Naskah Dinas Masuk pada Media Rekam Elektronik 

Pasal 88 

(1) Pengendalian Naskah dinas masuk dengan media rekam elektronik 

menggunakan Aplikasi SRIKANDI dan aplikasi lainnya; 

(2) Dalam rangka pengendalian Naskah dinas masuk, Aplikasi SRIKANDI dan 

aplikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat fitur 

pencatatan Riwayat, pengarahan sesuai klasifikasi keamanan, dan 

penyampaian. 

Pasal 89 

(1) Dalam hal terdapat komunikasi kedinasan atau Naskah dinas dengan 

media rekam elektronik yang diterima dari luar lingkungan instansi yang 

ditujukan kepada pejabat tertentu di lingkungan internal melalui akun 

media komunikasi dalam jaringan pribadi atau kedinasan pegawai, harus 

disampaikan kepada unit kearsipan untuk dilakukan registrasi ke dalam 

Aplikasi SRIKANDI. 

(2) Penyampaian komunikasi kedinasan atau Naskah dinas dengan media 

rekam elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk 

tangkapan layer atau salinan digital. 

Bagian Keempat 

Pengendalian Naskah dinas Keluar 

Pasal 90 

Prinsip pengendalian Naskah dinas keluar meliputi: 

a. pengiriman Naskah Dinas keluar dipusatkan dan digesitrasi di unit 

kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan 

termasuk Naskah dinas yang dikirimkan langsung oleh pejabat atau staf 

unit pengolah; dan 

b. sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan 

Naskah dinas yang meliputi: 

1. nomor Naskah dinas; 

2. stempel dinas; 
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3. tanda tangan;

4. alamat yang dituju; dan

5. lampiran.

Bagian Kelima

Pengendalian Naskah dinas Keluar pada Media Rekam Kertas
Pasal 91

(1) Pengendalian Naskah dinas keluar dengan

dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
a. pencatatan;

b. penggandaan;

c. pengiriman; dan

d. penyimpanan.

Pada tahap pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a2

Naskah Dinas keluar yang dikirim harus diregistrasi pada sarana

pengendalian Naskah dinas keluar.

Sarana pengendalian Naskah dinas keluar dapat berupa:

a. buku agenda Naskah dinas keluar; dan

b. kartu kendali;

Sarana pengendalian Naskah dinas keluar sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) angka I, paling sedikit memuat:

a. nomor unIt;

b. tanggal pengiriman;

c. tanggal dan nomor Naskah dinas;

d. tujuan Naskah dinas;

e. isi ringkas Naskah dinas; dan

f. keterangan

Penggandaan Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilakukan setelah Naskah dinas keluar ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang.

Penggandaan Naskah dinas keluar yang memiliki kategori klasinkasi

keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), dan Terbatas (T) harus

diawasi secara khusus oleh petugas.

Naskah dinas keluar yang akan dikirimkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c oleh unit pengolah dimasukkan ke dalam amplop dengan

mencantumkan alamat lengkap dan nomor Naskah dinas sesuai dengan

kategori klasifikasi keamanan.

media rekam kertas

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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3. tanda tangan; 

4. alamat yang dituju; dan 

5. lampiran. 

Bagian Kelima 

Pengendalian Naskah dinas Keluar pada Media Rekam Kertas 

Pasal 91 

(1) Pengendalian Naskah dinas keluar dengan media rekam kertas 

dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 

a. pencatatan; 

b. penggandaan; 

c. pengiriman; dan 

d. penyimpanan. 

(2) Pada tahap pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

N askah Dinas keluar yang dikirim harus diregistrasi pada sarana 

pengendalian Naskah dinas keluar. 

(3) Sarana pengendalian Naskah dinas keluar dapat berupa: 

a. buku agenda Naskah dinas keluar; dan 

b. kartu kendali; 

(4) Sarana pengendalian Naskah dinas keluar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) angka 1, paling sedikit memuat: 

a. nomor urut; 

b. tanggal pengiriman; 

c. tanggal dan nomor Naskah dinas; 

d. tujuan Naskah dinas; 

e. isi ringkas Naskah dinas; dan 

f. keterangan 

(5) Penggandaan Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilakukan setelah Naskah dinas keluar ditandatangani oleh pejabat yang 

berwenang. 

(6) Penggandaan Naskah dinas keluar yang memiliki kategori klasifikasi 

keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), dan Terbatas (T) harus 

diawasi secara khusus oleh petugas. 

(7) Naskah dinas keluar yang akan dikirimkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c oleh unit pengolah dimasukkan ke dalam amplop dengan 

mencantumkan alamat lengkap dan nomor Naskah dinas sesuai dengan 

kategori klasifikasi keamanan. 



(8) Khusus untuk Naskah dinas dengan kategori klasifikasi keammlan Sangat

Rahasia (SR), Rahasia (R), dan Terbatas (T), Naskah dinas dapat

dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan hanya mencantumkan alamat

yang dituju dan pembubuhan stempel dinas.

Untuk mempercepat proses tindak lanjut Naskah dinas, dapat dikirimkan

secara khusus dengan menambahkan tanda untuk perhatian (u.p) diikuti

llama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama jabatan yang dituju.

Penyimpanan Naskah dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ddilakukan oleh unit pengolah melalui sarana pengendalian Naskah

dinas dan pertinggal Naskah dinas keluar.

Pertinggal Naskah dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan Naskah dinas masuk sesuai

dengan klasifikasi arsip.

(9)

(10)

(11)

Bagian Keenam

Pengendalian Naskah dinas Keluar pada Media Rekam Elektronik

Pasal 92

(1)

(2)

Pengendalian Naskah dinas keluar dengan media rekam elektronik

menggunakan Aplikasi SRIKANDI.

Dalam rangka pengendalian Naskah Dinas keluar, Aplikasi SRIKANDI

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat fitur pencatatan

Riwayat, pengiriman dan penyimpanan.

BAB VII

KBFENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

a. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato

(Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 20 ll Nomor 2) ;

b. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 202 1 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah

Kabupaten Pohuwato Tahun 202 1 Nomor 26) ,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(8) Khusus untuk Naskah dinas dengan kategori klasifikasi keamanan Sangat 
Rahasia (SR), Rahasia (R), dan Terbatas (T), Naskah dinas dapat 
dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan hanya mencantumkan alamat 

yang dituju dan pembubuhan stempel dinas. 

(9) Untuk mempercepat proses tindak lanjut Naskah dinas, dapat dikirimkan 

secara khusus dengan menambahkan tanda untuk perhatian (u. p) diikuti 

nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama jabatan yang dituju. 

(10) Penyimpanan Naskah dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d dilakukan oleh unit pengolah melalui sarana pengendalian Naskah 

dinas dan pertinggal Naskah dinas keluar. 

(11) Pertinggal Naskah dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan Naskah dinas masuk sesuai 

dengan klasifikasi arsip. 

Bagian Keenam 

Pengendalian Naskah dinas Keluar pada Media Rekam Elektronik 

Pasal 92 

( 1) Pengendalian N askah dinas keluar dengan media rekam elektronik 

menggunakan Aplikasi SRIKANDI. 

(2) Dalam rangka pengendalian Naskah Dinas keluar, Aplikasi SRIKANDI 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat fitur pencatatan 

Riwayat, pengiriman dan penyimpanan. 

BAB VII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 93 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka : 

a. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tata 

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato 

(Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 2); 

b. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah 

Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 26), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 19 Januari 2024

BUPATI POHUWATO ,

PUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 19 Januari 2024

SE.KRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

ISKANDAR DATAU

BERITA DAE.RAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR 3

PARAF KOORDINASI

SEKDA

ASISTEN PEMKESRA

ASISTEN

KABAG HUKUM

KEPALA MbStexv_eRs!\ R„W
KABID

WnBalaBEIit

Pasal 94 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato. 

Ditetapkan di Marisa 
pada tanggal, 19 Januari 2024 

BUPATI POHUWATO, 

Diundangkan di Marisa 
pada tanggal, 19 Januari 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO, 

ISKANDAR DATAU 

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR 3 

PARAF KOOROI ASI 
SEKOA 
AS I STE 
AS I STE 

PELAKSA A 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 3 TAHUN 2024

TANGGAL : 19 JANUARI 2024

TENTANG : PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN POHUWATO.

BAB I JENIS, SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS

1. Naskah Dinas Penugasan

a. Surat perintah

b. Surat tugas

c. Surat perjalanan dinas (SPD)

2. Naskah dinas Korespondensi Internal

a. Nota dinas

b. Memo

c. Disposisi

3. Naskah dinas Korespondensi Eksternal
a. Surat dinas

4. Naskah dinas khusus

a. instruksi;

b. surat edaran;

c. surat kuasa;

d. berita acara;

e. surat keterangan;

f. surat pengantar;

g. pengLlrnurnarl;

h. laporan;

i. telaahan staf;

j. notula;

k. surat undangan;

1. surat pernyataan melaksanakan tugas;

m. surat panggilan;

n. surat rzrn;

o. lembaran daerah;

p. berita daerah;

q. rekomendasi;

PARAF Imo GIHKM
i

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 3 TAHUN 2024 

TANGGAL : 19 JANUARI 2024 

TENTANG : PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN POHUWATO. 

BAB I JENIS, SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS 

1. Naskah Dinas Penugasan 

a. Surat perintah 

b. Surat tugas 

c. Surat perjalanan dinas (SPD) 

2. Naskah dinas Korespondensi Internal 

a. Nota dinas 

b. Memo 

c. Disposisi 

3. Naskah dinas Korespondensi Eksternal 

a. Surat dinas 

4. Naskah dinas khusus 

a. instruksi; 

b. surat edaran; 

c. surat kuasa; 

d. berita acara; 

e. surat keterangan; 

f. surat pengan tar; 

g. pengumuman; 

h. laporan; 

1. telaahan staf; 

J. notula; 

k. surat undangan; 

1. surat pernyataan melaksanakan tugas; 

m. surat panggilan; 

n. surat izin; 

o. lembaran daerah; 

p. berita daerah; 

q. rekomendasi; 

PARAF 
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r. radrogram;

s. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;

t. sertifikat;

u. piagam; dan

v. surat perlanjran
PEMBUATAN NASKAH DINAS

A. Penomoran naskah dinas.

B. Bentuk dan spesifikasi Kop Naskah dinas Jabatan.

C. Bentuk dan spesifikasi stempel Jabatan.

D . Bentuk dan spesifikasi stempel Perangkat Daerah.

E. Stempel pengamanan Naskah dinas.

F. Ketentuan stempel.

G. Amplop dan Map.

H. Paraf.

PENGAMAN NASKAH DINAS

A. Watennarks

PnJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

A. Kewenangan Penandatanganan.

B. Penggunaan Atas Nama (a.n).

C. Penggunaan Untuk Beliau (u.b).

D. Penggunaan Pelaksana Tugas (PIt.).

E. Penggunaan Pelaksana Harian (Plh.).

F. Penggunaan Penjabat (Pj.).

G. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs..

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB I

JENIS, SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS

1 Naskah dinas Penugasan
a. Surat Perintah

Susunan dan bentuk surat perintah

1. Kepala

Bagian kepala surat perintah terdiri dad:

a. kop surat perintah;

OPD hB ma

r. radiogram; 

s. surat tanda tarn.at pendidikan dan pelatihan; 

t. sertifikat; 

u. piagam; dan 

v. surat perjanjian. 

BAB II PEMBUATAN NASKAH DINAS 

A. Penomoran naskah dinas. 

B. Bentuk dan spesifikasi Kop Naskah dinas Jabatan. 

C. Bentuk dan spesifikasi stempel Jabatan. 

D. Bentuk dan spesifikasi stempel Perangkat Daerah. 

E. Stempel pengamanan Naskah dinas. 

F. Ketentuan stempel. 

G. Am plop dan Map. 

H. Paraf. 

BAB III PENGAMAN NASKAH DINAS 

A. Watermarks 

BAB IV PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS 

A. Kewenangan Penandatanganan. 

B. Penggunaan Atas Nam.a (a.n). 

C. Penggunaan Untuk Beliau (u.b). 

D. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.). 

E. Penggunaan Pelaksana Harian (Plh.). 

F. Penggunaan Penjabat (Pj.). 

G. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs .. 

BAB I 

JENIS, SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS 

1. Naskah dinas Penugasan 

a. Surat Perintah 

Susunan dan bentuk surat perintah 

1. Kepala 

Bagian kepala surat perintah terdiri dari: 

a. kop surat perintah; 



b. kata surat perintah, ditulis dengan huruf kapital secara

simetris; dan

c. nomor, berada di bawah tuhsan surat perintah.

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat perintah terdiri dari haI–hal

sebagai berikut:

a. konsidermls meliputi pertimbangan dan/atau dasar

pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat

perintah;

b. dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan

ditetapkannya surat perintah tersebut

c. diktum dimulai dengan kata memberi perintah, secara

simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri disertai llama dan

jabatan pegawai yang mendapat tugas;

d. di bawah kata kepada ditulis kata untuk yang berisi

tentang tugas – tugas yang harus dilaksanakan.
Kaki

Bagian kaki surat perintah ditempatkan di sebelah kanan

bawah yang terdiri dad:

a. tempat dan tanggal surat perintah;

b. nama jabatan pejabat yang menandatangani, Yang ditulis

dengan huruf awal kapital pada setiap awa1 kata, dan

diakhiri dengan tanda baca koma;

c. tanda tangan pejabat yang menugasi, apabila

menggpnakan tmlda tangan elektronik maka penempatan

tmlda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan

tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk surat

perintah;

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani surat

perintah, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada

setiap awal kata; dan

e. stempel dinas

2.

3

PARAF
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b. kata surat perintah, ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris; dan 

c. nomor, berada di bawah tulisan surat perintah. 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat perintah terdiri dari hal-hal 

se bagai berikut: 

a. konsiderans meliputi pertimbangan dan/ atau dasar 

pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat 

perintah; 

b. dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan 

ditetapkannya surat perintah tersebut 

c. diktum dimulai dengan kata memberi perintah, secara 

simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri disertai nama dan 

jabatan pegawai yang mendapat tugas; 

d. di bawah kata kepada ditulis kata untuk yang berisi 

tentang tugas - tugas yang harus dilaksanakan. 

3. Kaki 

Bagian kaki surat perintah ditempatkan di sebelah kanan 

bawah yang terdiri dari: 

a. tempat dan tanggal surat perintah; 

b. nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis 

dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan 

diakhiri dengan tanda baca koma; 

c. tanda tangan pejabat yang menugasi, apabila 

menggunakan tanda tangan elektronik maka penempatan 

tanda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan 

tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk surat 

perintah; 

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani surat 

perintah, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada 

setiap awal kata; dan 

e. stempel dinas 

PA RAF 



Contoh surat perintah:

BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

SURAT PERINTAH

NOMOR

Menimbang a. bahwa .............-.....................................
b. bahwa ....................................................

Dasar 1.

2.

Memberi Perintah

Kepada 1.

2.

3 O++e++B+oeooee+•••• •••••••••••••• •+••O•••••••+•••• •••••••e• + + + B B )

4. dan seterusnya.

Untuk 1.

:2 ean Vee n + + O O O O one On TOP + - . - . . ....-......--....„• •••'•••••••••••••• ;

3, , BOB + B + P n + BOOT TUe no OOO V . . ....--.............• •••.•.••'••••••••••• ;

4 dan seterusnya.

Nama Tempat, Tanggal

BUPATI POHUWATO,

NAMA

Contoh surat perintah: 

BUPATI POHUWATO 

PROVINS! GORONTALO 

SURAT PERINTAH 

NOMOR . 

Menimbang 

Dasar 

: a. bahwa ; 

b. bahwa ; 

1 ; 

2. . , 

Memberi Perintah 

Kepada 

Untuk 

1 ; 

2 ; 

3 ; 

4. dan seterusnya. 

1 ; 

2 ; 

3 ; 

4 dan seterusnya. 

Nama Tempat, Tanggal 

BUP ATI POHUWA TO, 

NAMA 



b. Surat Tugas

Susunan dan bentuk surat tugas

1. Kepala

Bagian kepala surat tugas terdiri dari:

a. kop surat tugas;

b. kata surat tugas, ditulis dengan huruf kapital secara

simetris; dan

c. nomor, berada di bawah tulisan surat tugas

2. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat tugas terdiri dari haI – haI sebagai
berikut:

a. konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasm

pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat tugas;

b. dasar memuat ketentuan yang dijadikan Imldasan

ditetapkannya surat tugas tersebut

c. diktum dimulai dengan kata memberi tugas, secara

simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri disertai nama dan

jabatan pegawai yang mendapat tugas;

d. di bawah kata kepada ditulis kata untuk yang berisi

tentang tugas yang harus dilaksanakan.
3. Kaki

Bagian kaki surat tugas ditempatkan di sebelah kanan bawah

yang terdiri dad:

a. tempat dan tanggal surat tugas;

b. nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis

dengan huruf awa1 kapital pada setiap awal kata, dan

diakhiri dengan tanda baca koma;

c. tanda tangan pejabat yang menugasi, apabila

menggunakan tanda tangan elektronik maka penempatan

tanda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan

tanda tangan pada contoh susunan bentuk surat tugas;

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani surat tugas,

yang ditulis dengan huruf awal kapita1 pada setiap awal

kata; dan

e. stempe1 dinas

PA
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b. Surat Tugas 

Susunan dan bentuk surat tugas 
1. Kepala 

Bagian kepala surat tugas terdiri dari: 

a. kop surat tugas; 

b. kata surat tugas, ditulis dengan huruf kapital secara 
simetris; dan 

c. nomor, berada di bawah tulisan surat tugas 
2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat tugas terdiri dari hal - hal sebagai 
berikut: 

a. konsiderans meliputi pertimbangan dan/ atau dasar 

pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat tugas; 
b. dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan 

ditetapkannya surat tugas tersebut 

c. diktum dimulai dengan kata memberi tugas, secara 

simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri disertai nama dan 

jabatan pegawai yang mendapat tugas; 

d. di bawah kata kepada ditulis kata untuk yang berisi 

tentang tugas yang harus dilaksanakan. 

3. Kaki 

Bagian kaki surat tugas ditempatkan di sebelah kanan bawah 

yang terdiri dari: 

a. tempat dan tanggal surat tugas; 

b. nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis 

dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan 

diakhiri dengan tanda baca koma; 

c. tanda tangan pejabat yang menugasi, apabila 

menggunakan tanda tangan elektronik maka penempatan 

tanda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan 

tanda tangan pada contoh susunan bentuk surat tugas; 

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani surat tugas, 

yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal 

kata; dan 

e. stempel dinas 

PARA 
OPO BA . HKM 



Contoh surat tugas:

BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

SURAT TUGAS

NOMOR

Dasar

MEMERINTAHKAN :

Kepada 1. IVarna

Pangkat / Gol

NIP

Jabatan

2 Nama

Pangkat / Gol

NIP

Jabatan

Untuk

3

4

Nama Tempat, Tanggal
Bupati Pohuwato

barcode logo BSrE

Nama

PARAF \
opa [8AGIHKM

Contoh surat tugas: 

Dasar 

Kepada 

Untuk 

BUPATI POHUWATO 

PROVINS! GORONTALO 

SURATTUGAS 

NOMOR . 

MEMERINTAHKAN : 

1. Narna 

Pangkat / Gol 

NIP 

Jabatan 

2 Nama 

Pangkat / Gol 

NIP 

Jabatan 

1 . 

2. ··········································································· 
3 . 

4 . 

Nama Tempat, Tanggal 
Bupati Pohuwato 

barcode logo BSrE 

Nama 

PA RAF 



C. Surat Perjalanan Dinas (SPD)

Susunan dan bentuk surat perjalanan dinas (SPD)

1. Kepala

Bagian kepala surat terdiri dari:

a. Kop surat yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati

menggunakan lambing negara disertai llama Lembaga

dengan huruf kapital secara simetris

b. Kop surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah atau

Kepala OPD menggunakan logo daerah yang diletakkm1
disebelah kiri atas surat

c. Judul surat dan nomor

2. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri nama pemberi tugas,

yang diberi tugas, pangkat golongan, jabatan, maksud

perjalanan, tempat berangkat dan tempat tujuan, alat

transportasi yang digunakan, lama perjalanan, pengikut dan

beban anggaran.
3. Kaki

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah,

yang terdiri dad:

a. tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat

b. nama jabatan pejabat penandatangan;

c. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan

elektronik makan penempatan tanda tangan elektronik

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh

susunan dan bentuk laporan; dan

d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital.

PARAF
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c. Surat Perjalanan Dinas (SPD) 

Susunan dan bentuk surat perjalanan dinas (SPD) 
1. Kepala 

Bagian kepala surat terdiri dari: 

a. Kop surat yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati 
menggunakan lambing negara disertai nama Lembaga 
dengan huruf kapital secara simetris 

b. Kop surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah atau 

Kepala OPD menggunakan logo daerah yang diletakkan 

disebelah kiri atas surat 

c. Judul surat dan nomor 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri nama pemberi tugas, 
yang diberi tugas, pangkat golongan, jabatan, maksud 

perjalanan, tempat berangkat dan tempat tujuan, alat 

transportasi yang digunakan, lama perjalanan, pengikut dan 

beban anggaran. 

3. Kaki 

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah, 

yang terdiri dari: 

a. tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat 

b. nama jabatan pejabat penandatangan; 

c. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan 

elektronik makan penempatan tanda tangan elektronik 

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh 

susunan dan bentuk laporan; dan 

d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital. 

HKM 



Contoh susunan dan bentuk surat perjalanan dinas (SPD)

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke
Kode No.
Nomor

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Pejabat Pembuat Komitmen

Nama/Nip Pegawai yang
melaksanakan perjalanan dinas

a. Pangkat dan Golongan a.

b. Jabatan/Instansi b

c. Tingkat Biaya Pedalanan Dina] c

Maksud Perjalanan Dinas

Alat angkutan yang dipergunakan

a. Tempat berangkat

b. Tempat Tujuan
a. Lamanya perjalanan Dinas

b. Tanggal berangkat

c. Tanggal harus kembali/tiba di
tempat baru +)

Pengikut Nama

1)

2)
3)

Pembebanan anggaran
a. Instansi

b. Akun

Keterangan lain – Iain

2 (dua) hari
03 Februari 2023

04 Februari 2023

a

Dikeluar
Tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen

(..........................................)
NIP

PARAF
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Contoh susunan dan bentuk surat perjalanan dinas (SPD) 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKA T DAE RAH 

Lembar ke 
Kode No. 
Nomor 

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) 

1. Pejabat Pembuat Komitmen 

2. Nama/Nip Pegawai yang 
melaksanakan perjalanan dinas 

3. a. Pangkat dan Golongan a. 
b. J abatan/Instansi b. 
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas c. 

4. Maksud Perjalanan Dinas 

5. Alat angkutan yang dipergunakan 

6. a. Tempat berangkat a. 
b. Tempat Tujuan b. 

7. a. Lamanya perjalanan Dinas a. 2 (dua) hari 
b. Tanggal berangkat b. 03 Februari 2023 
c. Tanggal hams kembali/tiba di c. 04 Februari 2023 

tempat baru *) 
8. Pengikut Nama Tanggal Lahir Keterangan 

1) 
2) 
3) 

9. Pembebanan anggaran : 
a. Instansi a. 
b. Ak:un b. 

10. Keterangan lain - lain 

Dikeluarkan di . 
Tanggal 

Pejabat Pembuat Komitmen 

( ) 

NIP 

PA RAF 



II. Tiba di

Pada tanggal

Kepala

(............................ . ..)
NIP

III. Tiba di

Pada tanggal

Kepala

(.........................-.....)
NIP

V. Tiba di

Pada tanggal

Kepala

(

NIP
Catatan lain – lainVI.

PERF{ATIAN:VII

PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat

yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung

jawab berdasarkan peraturan peratwan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi
akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

Berangkat dari

(Tempat Kedudukan)
Ke

Pada tanggal
Kepala

1.

(.....-.........................)
NIP

Berangkat dari
Ke

Pada tanggal

Kepala

(.........-.-...................)
NIP

Berangkat dari
Ke

Pada tanggal

Kepala

(.............-.............. . ..)
NIP

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa

perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas

perintahnya dan semata – mata untuk

kepentingan jabatan dalam waktu yang
sesingkat – singkatnya.

Pejabat Pembuat Komitmen

(.......................................)
NIP

PARAF

mo MG

r;

I. Berangkat dari 
(Tempat Kedudukan) 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

( ) 
NIP 

II. Tiba di 
Pada tanggal 

Kepala 

( ) 
NIP 

III. Tiba di 
Pada tanggal 

Kepala 

( ) 
NIP 

V. Tibadi 
Pada tanggal 

Kepala 

( ) 
NIP 

VI. Catatan lain - lain 

VII. PERHA TIAN: 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 

Kepala 

( ) 
NIP 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 

Kepala 

( ) 
NIP 

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa 
perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas 
perintahnya dan semata - mata untuk 
kepentingan jabatan dalam waktu yang 
sesingkat - singkatnya. 

PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat 
yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung 
jawab berdasarkan peraturan peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi 
akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya. 

Pejabat Pembuat Komitmen 

( ) 

NIP 

PA RAF 



Naskah Dinas Korespondensi Internal

a. Nota Dinas

Susunan dan bentuk nota dinas

1. Kepala

Bagian kepala nota dinas terdiri dad:

a. kop nota dinas terdiri dari nama l£mbaga dan unit kerja

yang ditulis secara simetds di tengah atas;

b. kata nota dinas, yang ditulis dengan huruf kapital secara

srmetrrs;

c. kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti
dengan tanda baca titik;

d. kata dad, yang ditulis dengan huruf awal kapital;

e. kata tembusan, yang ditulis dengan huruf awal kapital

f. kata tanggal, yang ditulis dengan huruf awal kapital;

g. kata nomor, yang dituhs dengan huruf awal kapital;

h. kata sifat, yang ditulis dengan huruf awal kapital;

i. kata lampiran J yang ditulis dengan huruf awal kapital;

j . kata hall yang dituhs dengan huruf awal kapital

2. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh nota dinas terdiri dari alinea pembuka,

isi dan penutup yang singkat, padat dan jelas.

3. Kaki

Bagian kaki nota dinas terdiri dari nama jabatan, tanda

tangan> nama pejabat> pangkat/golongan, dan NIP. Apabila

menggpnakan tanda tangan elektronik maka penempatan

tanda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan

tanda tangan pada contoh susunm1 dan bentuk nota dinas

PARAF

Fo leAd. HKM

Naskah Dinas Korespondensi Internal 
a. Nota Dinas 

Susunan dan bentuk nota dinas 
1. Kepala 

Bagian kepala nota dinas terdiri dari: 

a. kop nota dinas terdiri dari nama Lembaga dan unit kerja 
yang ditulis secara simetris di tengah atas; 

b. kata nota dinas, yang ditulis dengan huruf kapital secara 
simetris; 

c. kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti 
dengan tanda baca titik; 

d. kata dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital; 
e. kata tembusan, yang ditulis dengan huruf awal kapital 
f. kata tanggal, yang ditulis dengan huruf awal kapital; 
g. kata nomor, yang ditulis dengan huruf awal kapital; 

h. kata sifat, yang ditulis dengan huruf awal kapital; 

1. kata lampiran, yang ditulis dengan huruf awal kapital; 

J. kata hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital 
2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh nota dinas terdiri dari alinea pembuka, 

isi dan penutup yang singkat, padat dan jelas. 

3. Kaki 

Bagian kaki nota dinas terdiri dari nama jabatan, tanda 

tangan, nama pejabat, pangkat/golongan, dan NIP. Apabila 

menggunakan tanda tangan elektronik maka penempatan 

tanda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan 

tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk nota dinas 

PA RAF 

--- - - _ ___..////'"_ �--1 



Contoh susunan dm1 bentuk nota dinas

It\

i

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

NOTA DINAS

Yth

Dari

Tembusan

Tanggal

Nomor

Sifat

Lampiran
Hal

Nama Jabatan,

Nama

Pangkat/ Golongan
NIP

Contoh susunan dan bentuk nota dinas 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKA T DAERAH 

NOTA DINAS 

Yth 

Dari 

Tembusan 

Tanggal 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Hal 

........................................................................................... 

··········································································· 
........................................................................................... 

························································· 

Nama Jabatan, 

Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 



b. Memo

Susunan dan bentuk memo

1. Kepala

Bagian kepala memo terdiri dari:

a. kop surat yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati

menggunakan lambing negara disertai nama Lembaga

dengan huruf kapital secara simetris

b. kop memo berisi tuhsan nama Lembaga dan di bawahnya

ditulis nama unit kerja secara simetris dengan huruf

kapital;

c. kata memo ditulis secara simetris dibawah kop naskah

dinas dengan huruf kapital;

d. nomor, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

e. kata Yth2 ditulis dengan huruf awal kapital diikuti

dengan tanda baca titik dua (:); dan

f. kata hal9 dituhs dengan huruf awal kapital diikuti dengan

tanda baca titik dua (:)

2. Batang tubuh

Batang tubuh memo terdiri atns alinea pembuka, alinea isi

dan alinea penutup yang singkat, padat dan jelas.
3. Kaki

Bagim1 kaki memo terdiri atas:

a. nama tempat2 tanggal9 buM dan tahun dibuatnya

rllemo ;

b. nama jabatan pejabat ymlg menandatangani
memorandum dituhs dengan huruf awal kapital pada

setiap awal kata dan diakhiri dengan tanda baca koma {;};

C. tanda tangan pejabat7 apabila menggunakan tanda

tmlgan elektronik maka penempatan tanda tangan pada

c.ontoh susunan dan bentuk memo; dan

d. tembusan Gika perlu), berada pada sisi kiri bawah margin

dan diikuti dengan tanda baca titik dua (:)

PARAF

mp MM

b. Memo 

Susunan dan bentuk memo 

1. Kepala 

Bagian kepala memo terdiri dari: 

a. kop surat yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati 
menggunakan lambing negara disertai nama Lembaga 
dengan huruf kapital secara simetris 

b. kop memo berisi tulisan nama Lembaga dan di bawahnya 
ditulis nama unit kerja secara simetris dengan huruf 
kapital; 

c. kata memo ditulis secara simetris dibawah kop naskah 

dinas dengan huruf kapital; 

d. nomor, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

e. kata Yth, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti 

dengan tanda baca titik dua (:); dan 

f. kata hal, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti dengan 
tanda baca titik dua (:). 

2. Batang tubuh 

Batang tubuh memo terdiri atas alinea pembuka, alinea isi 

dan alinea penutup yang singkat, padat dan jelas. 
3. Kaki 

Bagian kaki memo terdiri atas: 

a. nama tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya 

memo; 

b. nama jabatan pejabat yang menandatangani 

memorandum ditulis dengan huruf awal kapital pada 

setiap awal kata dan diakhiri dengan tanda baca koma {;}; 

c. tanda tangan pejabat, apabila menggunakan tanda 

tangan elektronik maka penempatan tanda tangan pada 

contoh susunan dan bentuk memo; dan 

d. tembusan (jika perlu), berada pada sisi kiri bawah margin 

dan diikuti dengan tanda baca titik dua (:) 



Contoh susunan dan bentuk memo

BUPATI POHUWATO

MEMO

Yth.

Hal

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Bupati Pohuwato

Nama

OPD m

Contoh susunan dan bentuk memo 

BUPATI POHUWATO 

MEMO 

Yth. 

Hal 
. ··········································································· 
.. ··········································································· 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Bupati Pohuwato 

Nama 

. 

PA RAF 
OPD BAG HKM 
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PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
SEKRETARIAT DAEFU\H

Kompleks Blok Plan Perkantoran

MEMO

Yth.

Hal

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nama Jabatan

Nama Pejabat
Pangkat/Golongan
NIP

PARAF

mp d- KM
q

PEMERINTAHKABUPATENPOHUWATO 
SEKRETARIAT DAERAH 

Kompleks Blok Plan Perkantoran 

MEMO 

Yth. 

Hal 

.......................................................................................... 

··········································································· 
............................................................................................ 

························································· 
··········································································· 

·························································································· 
························································· 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Nama Jabatan 

Nama Pejabat 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

- I - - --- �- �' 



C. Disposisi

Susunan dan bentuk lembar disposisi

1. Kepala

Bagian kepala terdiri dad:

a. Judul lembar disposisi ditulis dengan huruf kapital dan
slmetrrs

b. Asal surat, nomor surat, tanggal diterima surat, tanggal

diterima, nomor agenda dan sifat surat

2. Batang tubuh

Bagian batang tubuh lembar disposisi memuat perihal

surat, diteruskan kepada pejabat sesuai disposisi pimpinan

dan arahan dmi pimpinan untuk tindak lanjut surat
dimaksud.

3. Kaki

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan

bawah, yang terdiri dad:

a. nama jabatan pimpinan yulg memberi disposisi

b. paraf dan tanda tangan

c. llama lengkap pejabat ymlg memberi disposisi

d. nama lengkap2 yang ditulis dengan huruf awal kapital

e catatan diletakkan disebelah kiri bawah lembar disposisi

PARAF

A i HKM

T

c. Disposisi 

Susunan dan bentuk lembar disposisi 
1. Kepala 

Bagian kepala terdiri dari: 

a. Judul lembar disposisi ditulis dengan huruf kapital dan 
simetris 

b. Asal surat, nomor surat, tanggal diterima surat, tanggal 
diterima, nomor agenda dan sifat surat 

2. Batang tubuh 

Bagian batang tubuh lembar disposisi memuat perihal 
surat, diteruskan kepada pejabat sesuai disposisi pimpinan 
dan arahan dari pimpinan untuk tindak lanjut surat 
dimaksud. 

3. Kaki 

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan 

bawah, yang terdiri dari: 

a. nama jabatan pimpinan yang memberi disposisi 
b. paraf dan tanda tangan 

c. nama lengkap pejabat yang memberi disposisi 

d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital 

e. catatan diletakkan disebelah kiri bawah lembar disposisi 



Contoh susunan dan bentuk disposisi

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari Diterima tanggal :

No. Agenda
Sifat

[] Sangat segera

No. Surat :

Tgl Surat n*g.„ I[] Rahasia

Hal

Diteruskan kepada Sdr

D
Dengan hormat harap :

LI Tanggapan dan Saran

[] Proses lebih lanjut

[] Koordinasi/Konnrmasikan

n
n

n
Dan seterusnya

Catatan

Nama Jabatan

(Paraf dan Tanggal)

Nama

PARAF

mp dr KM

Ii

Contoh susunan dan bentuk disposisi 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKA T DAE RAH 

Surat dari: 

No. Surat 

Tgl Surat 

Hal 

Diteruskan kepada Sdr: 

D 

D 

LEMBAR DISPOSISI 

Di terima tanggal : 

No. Agenda 

Sifat 

D Sangat segera D Segera D Rahasia 

Dengan hormat harap : 

i =--1 Tanggapan dan Saran 

O Proses lebih lanjut 

D Koordinasi/Konfirmasikan 

0 . 
Dan seterusnya . 

Catatan: 

D 

Narna Jabatan 

(Paraf dan Tanggal) 

Narna 

PA RAF 



Naskah Dinas Korespondensi Eksternal

Susunan dan bentuk surat dinas yang ditandatangani Bupati

dan Sekretaris Daerah dan atau kepala OPD

1. Kepala

Bagian kepala surat dinas terdiri dM:

a. kop surat dinas yang ditandatangani Bupati dan Wakil

Bupati menggunakan lambing negara disertai nama

lembaga dengan huruf kapital secara simetris;

b. kop surat dinas yang ditandangani oleh Sekretaris

Daerah dan pimpinan OPD menggunakan logo disertai

nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris;

c. nomor, sifat, lampiran, dan hal yang diketik dengan huruf

awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas.

d. tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan

atas sejajar/sebaris dengan nomor;

e. kata Yth, yang ditulis dibawah hal, diikuti dengan nama

jabatan yang dikirimi surat; dan

f. alamat surat, yang ditulis dibawah Yth

2. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat dinas dari alinea pembuka, isi

dan penutup
3. Kaki

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan

bawah, yang terdiri dari:

a. nama jabatan, yang dituhs dengan huruf awal kapital,
diakhiri tanda baca koma;

b. tanda tangan pejabat, apabila menggunakan tanda tangan

elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan

pada contoh susunan dan bentuk surat dinas;

c. nama lengkap pejabat/penanda tangan, yang ditulis

dengan huruf awal kapital;

d. stempel dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan;
dan

e. tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima

Gika ada)

PARAF

OPD IBAGbKMl

N askah Dinas Korespondensi Eksternal 

Susunan dan bentuk surat dinas yang ditandatangani Bupati 
dan Sekretaris Daerah dan atau kepala OPD 

1. Kepala 

Bagian kepala surat dinas terdiri dari: 

a. kop surat dinas yang ditandatangani Bupati dan W akil 

Bupati menggunakan lambing negara disertai nama 

lembaga dengan huruf kapital secara simetris; 

b. kop surat dinas yang ditandangani oleh Sekretaris 

Daerah dan pimpinan OPD menggunakan logo disertai 

nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris; 

c. nomor, sifat, lampiran, dan hal yang diketik dengan huruf 

awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas. 

d. tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan 

atas sejajar / sebaris dengan nomor; 

e. kata Yth, yang ditulis dibawah hal, diikuti dengan nama 

jabatan yang dikirimi surat; dan 

f. alamat surat, yang ditulis dibawah Yth 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat dinas dari alinea pembuka, isi 

dan penutup 

3. Kaki 

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan 

bawah, yang terdiri dari: 

a. nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, 

diakhiri tanda baca koma; 

b. tanda tangan pejabat, apabila menggunakan tanda tangan 

elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan 

pada contoh susunan dan bentuk surat dinas; 

c. nama lengkap pejabat/penanda tangan, yang ditulis 

dengan huruf awal kapital; 

d. stempel dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan; 

dan 

e. tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima 

(jika ada) 

PA RAF 
OPD BAG HKM 

9 c � 



Contoh susunan dan bentuk surat dinas pimpinan tertinggi

Nomor
Sifat

Lampiran
Hal

Yth

di

...................................................(Alinea Pembuka)

.............................................(Alinea Isi)

....................................(Alinea Isi)

Bupati Pohuwato

Nama

PARAF

OPa HKM
’q

Contoh susunan dan bentuk surat dinas pimpinan tertinggi 

BUPATI POHUWATO 

Tempat,Tanggal,Bulan dan Tahun 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

Yth . 

di 

................................................... (Alinea Pembuka) 

............................................. ( Alinea Isi) 

.................................... (Alinea Isi) 

Bupati Pohuwato 

Nama 



Contoh susunan dan bentuk sur

pimpinan Perangkat Daerah

at dinas untuk Sekretaris Daerah dan

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Blok Plan Perkantoran

Tempat,Tanggal,Bulan dan Tahun
Nomor
Sifat

Lampiran
Hal

Yt

di

(A linea Pembuka)

................(Alinea Isi)

. . . . . . . . . . . . . .(Alinea Penutu

Narna Jabatan

Tanda tangan & stempel

Nama Lengkap
Pangkat/ Golongan
NIP

Tembusan :

1. Bupati Pohuwato
2
3. Dst

mp
mp MP

Contoh susunan dan bentuk surat dinas untuk Sekretaris Daerah dan 

pimpinan Perangkat Daerah 

PEMERINTAH KABUP ATEN POHUW ATO 
SEKRETARIAT DAERAH 

Kompleks Blok Plan Perkantoran 

Tern pat, Tanggal,Bulan dan Tahun 
Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

Yth . 

di 

.................................................. (Alinea Pembuka) 

······································································································ 

................................................... (Alinea Isi) 

······································································································ 

.......................................................... (Alinea Penutup) 

······································································································ 

Nama Jabatan 

Tanda tangan & stempel 

Nama Lengkap 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

Tembusan: 
1. Bupati Pohuwato 
2. ···················· 
3. Dst PA RAF 

OPD BA( HKM 
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4. Naskah Dinas Khusus

a. Instruksi

Susunan dan bentuk instruksi

1. Kepala

Bagian kepala instruksi terdiri dad:

a. kop instruksi yang ditandatangani sendiri Bupati/Wakil

Bupati menggunakan lambing negara, yang disertai nama

Pemerintah Daerah dengmr huruf kapital secara simetris;

b. kop instruksi yang ditandatangani oleh pejabat selain

Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah

mengWnakan logo, yang disertai nama Lembaga dengan

huruf kapital secara simetris;

c. kata instruksi dan nama jabatan pejabat yang

menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara

srmetns;

d. nomor instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara

srmetrrs;

e. kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital secara

srmetrrs;

f. judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara

simetris; dan

g. nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang

ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda
baca koma secara simetris.

2 . Konsiderans

Bagian konsiderans instruksi terdiri dad:

a. kata menimbmlg, yang memuat latar belakang penetapan

instruksi; dan

b. kata mengingat, yang memuat dasar hukum sebagai

landasan penetapan instruksi.

3. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi instruksi
1. Kaki

Bagian kaki instruksi ditempatkan di sebelah kiri bawah,

yang terdiri dad:

ii(iI H<='

4. Naskah Dinas Khusus 

a. Instruksi 

Susunan dan bentuk instruksi 
1. Kepala 

Bagian kepala instruksi terdiri dari: 

a. kop instruksi yang ditandatangani sendiri Bupati/Wakil 
Bupati menggunakan lambing negara, yang disertai nama 

Pemerintah Daerah dengan huruf kapital secara simetris; 
b. kop instruksi yang ditandatangani oleh pejabat selain 

Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah 

menggunakan logo, yang disertai nama Lembaga dengan 
huruf kapital secara simetris; 

c. kata instruksi dan nama jabatan pejabat yang 
menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara 
simetris; 

d. nomor instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara 
simetris; 

e. kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital secara 
simetris; 

f. judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris; dan 

g. nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang 
ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda 

baca koma secara simetris. 

2. Konsiderans 

Bagian konsiderans instruksi terdiri dari: 

a. kata menimbang, yang memuat latar belakang penetapan 

instruksi; dan 

b. kata mengingat, yang memuat dasar hukum sebagai 

landasan penetapan instruksi. 

3. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi instruksi 

1. Kaki 

Bagian kaki instruksi ditempatkan di sebelah kiri bawah, 

yang terdiri dari: 

HKM 



a.

b

C.

d

tempat (kota sesuai dengan alamat lembaga) dan tanggal

penetapan instruksi;

nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis

dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma;

tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi,

apabila menggunakan tanda tangan elektronik

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh

susunan dan bentuk instruksi; dan

nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang

ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar

m HKM

a. tempat (kota sesuai dengan alamat lembaga) dan tanggal 
penetapan instruksi; 

b. nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis 

dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma; 

c. tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi, 

apabila menggunakan tanda tangan elektronik 

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada con toh 

susunan dan bentuk instruksi; dan 

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang 

ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar 

PARAF I 
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Contoh susunan dan bentuk instruksi

BUPATI POHUWATO

INSTRUKSI BUPATI POHUWATO

NOMOR.. . . .. . .

TENTANG

BUPATI POHUWATO

Dalam rangka ..........................., dengan ini memberi instruksi

: 1. Nama / Jabatan Pegawai,

2. Nama / Jabatan Pegawai,

3. Nama / Jabatan Pegawai,

Kepada

Untuk

PERTAMA

KEDUA

KETIGA : dan seterusnya;

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

Pada tanggal. . . . . . . . . . . . .

NAMA JABATAN

Tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

PARAF I
mp jgiG.Ii< v

Contoh susunan dan bentuk instruksi 

BUPATI POHUWATO 

INSTRUKSI BUPATI POHUWATO 

NOMOR . 

TENT ANG 

····················································· 

BUPATI POHUWATO 

Dalam rangka , dengan ini memberi instruksi 

Kepada : 1. Nama / Jabatan Pegawai, 

2. Nama / Jabatan Pegawai, 

3. Nama / Jabatan Pegawai, 

Untuk 

PERT AMA 

KEDUA . 

KETIGA : dan seterusnya; 

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di . 

Pada tanggal.. . 

NAMA JABATAN 

Tanda tangan dan stempel 

NAMA LENGKAP 



b. Surat Edaran

Susunan dan bentuk surat edaran

1. Kepala

Bagian kepala surat edaran terdiri dari:

a. kop surat edaran yang ditandatangani Bupati

menggunakan lambang negara, dengan huruf kapital
secara srmetrls;

b. kop surat edaran yang ditandatangani oleh pejabat

selain Bupati dan Sekretaris Daerah menggunakan

logo, yang disertai llama lembaga dengan huruf kapital

secara srmetrls;

c. kata Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi

surat edaran;

d. tulisan surat edaran, yang dicantumkan di bawah

lambang negara/logo lembaga, ditulis dengan huruf

kapital serta namor surat edaran di bawahnya secara

srmetrrs;

e. kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata surat

edaran dituhs dengan huruf kapital secara simetris;
dan

f. rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan huruf

kapital secara simetris di bawah kata tentang.

2 . Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dad:

a. Latar belakang tentang perlunya dibuat surat edaran;

b. Maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran;

c. Ruang lingkup diberlakukannya surat edaran;

d. Peraturan perundang–undangan atau Naskah dinas

Iain yang menjadi dasar pembuatan surat edaran; dan

e. Isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap

mendesak;

f. Penutup

3. Kaki

Bagian kaki surat edaran ditempatkan di sebelah kanan

yang terdiri dad:

a. tempat dan tanggal penetapan;

b. Surat Edaran 

Susunan dan bentuk surat edaran 

1. Kepala 

Bagian kepala surat edaran terdiri dari: 

a. kop surat edaran yang ditandatangani Bupati 

menggunakan lambang negara, dengan huruf kapital 
secara simetris; 

b. kop surat edaran yang ditandatangani oleh pejabat 

selain Bupati dan Sekretaris Daerah menggunakan 

logo, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital 

secara simetris; 

c. kata Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi 

surat edaran; 

d. tulisan surat edaran, yang dicantumkan di bawah 

lambang negara/logo lembaga, ditulis dengan huruf 

kapital serta namor surat edaran di bawahnya secara 

simetris; 

e. kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata surat 

edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

dan 
f. rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan huruf 

kapital secara simetris di bawah kata tentang. 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari: 

a. Latar belakang tentang perlunya dibuat surat edaran; 

b. Maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran; 

c. Ruang lingkup diberlakukannya surat edaran; 

d. Peraturan perundang-undangan atau Naskah dinas 

lain yang menjadi dasar pembuatan surat edaran; dan 

e. Isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap 

mendesak; 

f. Penutup 

3. Kaki 

Bagian kaki surat edaran ditempatkan di sebelah kanan 

yang terdiri dari: 
a. tempat dan tanggal penetapan; 

PARAF 



b.

C.

nama jabatan pejabat penanda tangan, yang ditulis

dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca

koma;

tanda tangan pejabat penanda tangan, apabila

menggunakan tanda tangan elektronik maka

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan

dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan

dan bentuk surat edaran;

nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis

dengan huruf kapital; dan

stempel

d.

e.

PARAF

OPD
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b. nama jabatan pejabat penanda tangan, yang ditulis 

dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca 

koma; 

c. tanda tangan pejabat penanda tangan, apabila 

menggunakan tanda tangan elektronik maka 

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan 

dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan 

dan bentuk surat edaran; 

d. nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis 

dengan huruf kapital; dan 

e. stempel 

PA RAF 
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c. Surat Kuasa

Susunan dan bentuk surat kuasa

1. Kepala

Bagian kepala surat kuasa terdiri dari:

a. kop surat edaran yang ditandatangani Bupati

menggunakan lambang negara, dengan huruf kapital
secara srmetrls;

b. kop surat kuasa terdiri dari logo dan llama Lembaga,

yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf

kapital;

c. judul surat kuasa; dan

d. nomor surat kuasa.

2 . Batang tubuh
Bagian batang tubuh surat kuasa memuat materi yang

dikuasakan.

3. Kaki

Bagian kaki surat kuasa memuat keterangan tempat,

tanggal, bulan dan tahun pembuatan serta llama dan

tanda tangan para pihak yang berkepentingan, dan

dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang

undangan. Apabila menggunakan tanda tangan elektronik

maka penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan

dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan
bentuk surat kuasa

PARAF
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c. Surat Kuasa 

Susunan dan bentuk surat kuasa 

1. Kepala 

Bagian kepala surat kuasa terdiri dari: 

a. kop surat edaran yang ditandatangani Bupati 

menggunakan lambang negara, dengan huruf kapital 
secara simetris; 

b. kop surat kuasa terdiri dari logo dan nama Lembaga, 

yang diletakkan secara sirnetris dan ditulis dengan huruf 

kapital; 

c.judul surat kuasa; dan 

d. nomor surat kuasa. 

2. Ba tang tubuh 

Bagian batang tubuh surat kuasa memuat materi yang 

dikuasakan. 

3. Kaki 

Bagian kaki surat kuasa memuat keterangan tempat, 

tanggal, bulan dan tahun pembuatan serta nama dan 

tanda tangan para pihak yang berkepentingan, dan 

dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang - 

undangan. Apabila menggunakan tanda tangan elektronik 

maka penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan 

dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan 

bentuk surat kuasa 

PARAF 
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d. Berita Acara

Susunan dan bentuk berita acara

1. Kepala

Bagian kepala berita acara terdiri dad:

a. kop berita acara, terdiri dari lambang negara/logo dan

nama lembaga diletakkan secara simetris dan ditulis

dengan huruf kapital;

b. judul berita acara; dan
c. Nomor berita acara

2 . Batang tubuh

Bagian batang tubuh berita acara terdiri daH:

a. tulisan hM, tanggal, dan tahun, serta nama dan

jabatan para pihak yang membuat berita acara;

b. substansi berita acara;

c. keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; dan

d. penutup yang menerangkan bahwa berita acara ini
dibuat dengan sebenar – benarnya.

3. Kaki

Bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan

penandatanganan nama jabatan/pejabat dan tanda

tangan para pihak dan para saksi.

PARAF
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d. Berita Acara 

Susunan dan bentuk berita acara 
1. Kepala 

Bagian kepala berita acara terdiri dari: 

a. kop berita acara, terdiri dari lambang negara/logo dan 

nama lembaga diletakkan secara simetris dan ditulis 
dengan huruf kapital; 

b. judul berita acara; dan 

c. Nomor berita acara 

2. Batang tubuh 

Bagian batang tubuh berita acara terdiri dari: 

a. tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta nama dan 

jabatan para pihak yang membuat berita acara; 
b. substansi berita acara; 

c. keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; dan 

d. penutup yang menerangkan bahwa berita acara ini 

dibuat dengan sebenar - benarnya. 
3. Kaki 

Bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan 

penandatanganan nama jabatan/pejabat dan tanda 

tangan para pihak dan para saksi. 

PA RAF 



Contoh susunan dmI bentuk berita ac.ara

BUPATI POHUWATO

BERITA ACARA

NOMOR :..,.........

Pada hari ini,....,tanggal.......,bulan.........,taIrun.........P kami
rnaslrlg – maslrlg :

1. ......................................................yang selanjutnya disebut

Pihak Pertama (memuat llama, NIP, pangkat/golongan,

jabatan dan alamat)
2. . .selanjutnya disebut

Pihak Kedua, telah melaksanakan

3

4. dan seterusnya.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya

rangkap......untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

dalam

Dibuat di ............
Pihak Pertama

Bupati Pohuwato
Pihak Kedua

Tanda Tangan Tanda Tangan

Nama

Pangkat/ Golongan
NIP

Nama

Mengetahui/Mengesahkan
Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

PARAF
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Contoh susunan dan bentuk: berita acara 

BUPATI POHUWATO 

BERITA ACARA 

NOMOR : . 

Pada hari ini, , tanggal , bulan , tahun , kami 
masing - masing : 

1. . yang selanjutnya disebut 

Pihak Pertama (memuat nama, NIP, pangkat/ golongan, 
jabatan dan alamat) 

2 selanjutnya 
Pihak Kedua, telah melaksanakan 

3 . 

4. dan seterusnya. 

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam 

rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

disebut 

Pihak Kedua 

Tanda Tangan 

Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

Dibuat di . 
Pihak Pertama 
Bupati Pohuwato 

Tanda Tangan 

Nama 

Mengetahui/ Mengesahkan 
Nama Jabatan, 

Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 



e. Surat Keterangan

Susunan dan bentuk surat keterangan

1. Kepala

Bagian kepala surat keterangan terdiri dad:

a. kop surat keterangan, terdiri dari logo dan nama

Lembaga diletakkan secara simetris dan ditulis dengan

huruf kapital;

b. judul surat keterangan; dan

c. nomor surat keterangan

2. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat

yang menerangkan mengenai sesuatu hal, peristiwa, atau

tentang seseorang yang diterangkan, maksud dan tujuan

diterbitkannya surat keterangan.
3. Kaki

Bagim1 kaki surat keterangan memuat keterangan

tangga1, buM, tahun, llama jabatan, tanda tangan, dan

nama jabatan yang membuat surat keterangan tersebut.

Posisi bagjan kaki terletak pada bagian kanan bawah.

Apabila menggpnakan tmlda tangan elektronik maka

penempatan tanda tmlgm1 elektronik disesuaikan dengan

peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk
surat keterangan

e. Surat Keterangan 

Susunan dan bentuk surat keterangan 
1. Kepala 

Bagian kepala surat keterangan terdiri dari: 

a. kop surat keterangan, terdiri dari logo dan nama 

Lembaga diletakkan secara simetris dan ditulis dengan 
huruf kapital; 

b. judul surat keterangan; dan 

c. nomor surat keterangan 
2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat 
yang menerangkan mengenai sesuatu hal, peristiwa, atau 

tentang seseorang yang diterangkan, maksud dan tujuan 
diterbitkannya surat keterangan. 

3. Kaki 

Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan 
tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan 

nama jabatan yang membuat surat keterangan tersebut. 

Posisi bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah. 

Apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka 

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan 

peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk 

surat keterangan 

PARA 
OPO BA . HKM 
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f. Surat Pengantar

Susunan dan bentuk surat pengantar
1. Kepala

Baglan kepala surat pengantar terdiri dari:

a. kop surat pengantar;

b. nomor;

c. tanggal;

d' nama jabatan/alamat yang dituju; dan

e. tulisan surat pengantar yang diletakkan se<...ara

srrnetris .

2. Batang tubuh

Badan batang tubuh surat pengantar dalam bentuk
kolom terdiri dari:

a. nornor unIt;
b. jenis yang dikirim;

c. banyaknya naskah / barang; dan

d. keterangan
3. Kaki

Bagian kaki surat pengantar terdiri dah:

a. pengirim yang berada di sebelah kanan, yang meliputi:

1) nama jabatan pembuat pengantar;

2) tanda tangan;

3) nama dan NIP; dan

4) stempel jabatan/Lembaga

b. penerima yang berada di sebelah kid, yang meliputi:

1) nama jabatan penerima;

2) tanda tangan;

3) nama dan NIP;

4) cap lembaga Lembaga;

5) nomor telepon/facsimile; dan

6) tanggal penerimaan

Apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan

dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan

dan bentuk surat pengantar

I OPD IBAGIHKM

f. Surat Pengantar 

Susunan dan bentuk surat pengantar 
1. Kepala 

Bagian kepala surat pengantar terdiri dari: 
a. kop surat pengantar; 
b. nomor; 

c. tanggal; 

d. nama jabatan/ alamat yang dituju; dan 

e. tulisan surat pengantar yang diletakkan secara 
simetris. 

2. Batang tubuh 

Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk 
kolom terdiri dari: 

a. nomor urut; 

b. jenis yang dikirim; 

c. banyaknya naskah / barang; dan 

d. keterangan 

3. Kaki 

Bagian kaki surat pengantar terdiri dari: 

a. pengirim yang berada di sebelah kanan, yang meliputi: 

1) namajabatan pembuat pengantar; 

2) tanda tangan; 

3) nama dan NIP; dan 

4) stempel jabatan/Lembaga 

b. penerima yang berada di sebelah kiri, yang meliputi: 

1) namajabatan penerima; 

2) tanda tangan; 

3) nama dan NIP; 

4) cap lembaga Lembaga; 

5) nomor telepon/facsimile; dan 

6) tanggal penerimaan 

Apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka 

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan 

dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan 

dan bentuk surat pengantar 

PA RAF 



Contoh susunan dan bentuk surat pengantar

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Yth.

SURAT PENGANTAR

NOMOR: ..............

Naskah Dinas / Barang
ang D

Banyaknya Keterangan

Diterima tanggal
Penerima
Nama Jabatan,

Pengirim
Nana Jabatan,

Tanda tanggal Tanda tangan & stempel

Nama

Pangkat/Golongan
NIP

Nama

Pangkat/ Golongan
NIP

Nomortelepon........................

PA

Do i
I

Contoh susunan dan bentuk surat pengantar 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKA T DAE RAH 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Yth . 

di 

SURAT PENGANTAR 

NOMOR: . 

No Naskah Dinas / Barang Banyaknya Keterangan 
yang Dikirimkan 

Diterima tanggal 
Penerima 
Nama Jabatan, 

Tanda tanggal 

Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

Pengirim 
Nama Jabatan, 

Tanda tangan & stempel 

Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

Nomor telepon . 

PARA 



g. Pengumuman

Susunan dan bentuk pengpmuman

1. Kepala

Bagian kepala pengumuman terdiri dari:

a. kop penwmuman terdiri dari logo dan nama lengkap>

yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

b. tulisan pengumuman dicantumkan di bawah logo

lembaga, yang ditulis dengan huruf kapital secara

simetris dan nomor pengUmuman dicmltumkan di

bawahnya;

c. kata tentang, yang dicantumkan di

pengumuman ditulis dengan huruf kapital secara

simetris; dan

d. rumusan judul pengumuman, yang ditulis dengan

huruf kapital secara simetrls di bawah tentang.

2. Batang Tubuh

Batang tubuh pengumuman hendaknya terdiri daH:

a. alasan tentang perlunya dibuat pengumuman;

b. peraturan yang menjadi dasar pembuatan

pengumuman; dan

c. pemberitahuan tentang hal tertentu.
3. Kaki

Bagian kaki penglnr-Iuman ditempatkan di sebelah kanan,

yang terdiri dad:

a. tempat dan tanggal penetapan;

b. llama jabatan pejabat yang menetapkan, Yang ditulis

dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca

koma;

c. tanda tangan pejabat yang menetapkan, apabila

menggpnakan tanda tangan elektronik disesuaikan

dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan

dan bentuk pengumuman;

d. nama lengkap yang menandatangani, Yang ditulis

dengan huruf awa1 kapital; dan

e. stempel dinas

bawah

PARAF
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g. Pengumuman 

Susunan dan bentuk pengumuman 
1. Kepala 

Bagian kepala pengumuman terdiri dari: 

a. kop pengumuman terdiri dari logo dan nama lengkap, 
yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

b. tulisan pengumuman dicantumkan di bawah logo 
lembaga, yang ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris dan nomor pengumuman dicantumkan di 
bawahnya; 

c. kata tentang, yang dicantumkan di bawah 

pengumuman ditulis dengan huruf kapital secara 
simetris; dan 

d. rumusan judul pengumuman, yang ditulis dengan 
huruf kapital secara simetris di bawah tentang. 

2. Batang Tubuh 

Batang tubuh pengumuman hendaknya terdiri dari: 

a. alasan tentang perlunya dibuat pengumuman; 
b. peraturan yang menjadi dasar pembuatan 

pengumuman;dan 

c. pemberitahuan tentang hal tertentu. 

3. Kaki 

Bagian kaki pengumuman ditempatkan di sebelah kanan, 

yang terdiri dari: 

a. tempat dan tanggal penetapan; 

b. nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis 

dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca 

koma; 

c. tanda tangan pejabat yang menetapkan, apabila 

menggunakan tanda tangan elektronik disesuaikan 

dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan 

dan bentuk pengumuman; 

d. nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis 

dengan huruf awal kapital; dan 

e. stem pel dinas 

HKM 
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h, I,aporan

Susunan dan bentuk laporan

1. Kepala

Bagian kepala laporan memuat judul laporan yang ditulis

dalam huruf kapital dan diletakkan secara simetris di

bawah kop unit kerja

2. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh laporan terdiri dad:

a. Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum,

maksud dan tujuan, serta ruang lingkup dan

sistematika laporan;

b. Materi laporan, yang terdiri atas kegiatan yang

dilaksanakan, factor yang mempengaruhi, hasil

pelaksanaan kegjatan, hambatan yang dihadapi, dan

hal Iain yang perlu dilaporkan;

c. Simpulan dan saran, sebagai bahan masukan dan

pertimbangan; dan

d. Penutup? yang merupakan akhir laporan, mernuat

harapan/permintaan arahan / ucapan terima kasih

3. Kaki

Bagian kaki laporan ditempatkan di sebelah kanan bawah

dan terdiri dari:

a. tempat dan tanggal pembuatan laporan;

b. 1.lama jabalnn pejabat pembuat laporan, yang ditulis

dengan huruf awal kapital;

c. tanda tangu1, apabila menggunakan tanda tangan

elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada

contoh susunan dan bentuk laporan; dan

d. nama lengkap> yang dituhs dengan huIUf awal kapital.

n\ ;
mIG 'IKM
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h. Laporan 

Susunan dan bentuk laporan 
1. Kepala 

Bagian kepala laporan memuat judul laporan yang ditulis 
dalam huruf kapital dan diletakkan secara simetris di 
bawah kop unit kerja 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh laporan terdiri dari: 

a. Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, 
maksud dan tujuan, serta ruang lingkup dan 
sistematika laporan; 

b. Materi laporan, yang terdiri atas kegiatan yang 
dilaksanakan, factor yang mempengaruhi, hasil 

pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan 
hal lain yang perlu dilaporkan; 

c. Simpulan dan saran, sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan; dan 

d. Penutup, yang merupakan akhir laporan, memuat 

harapan/permintaan arahan / ucapan terima kasih 
3. Kaki 

Bagian kaki laporan ditempatkan di sebelah kanan bawah 
dan terdiri dari: 

a. tempat dan tanggal pembuatan laporan; 

b. nama jabatan pejabat pembuat laporan, yang ditulis 

dengan huruf awal kapital; 

c. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan 
elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik 

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada 

contoh susunan dan bentuk laporan; dan 

d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital. 

KM 



Contoh susunan dan bentuk laporan

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

LAPORAN

TENTANG

A. Pendahuluan

1. Umum / Latar Belakang

2. Landasan Hukum

3. Maksud dan Tujuan

B. Kegiatan yang dilaksanakan

C. Hasil yang dicapai

D . Kesimpulan dan Saran

E. Penutup

Dibuat di..................
Pada tanggal. - . . . . . . . . . . .

Nama Jabatan

Tanda tangan & stempel

Nama

Pangkat/ Golongan
NIP

PARA;

mAM
A

Contoh susunan dan bentuk laporan 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKA T DAE RAH 

LAPORAN 

TENTANG 

A. Pendahuluan 

1. Umum / Latar Belakang 

2. Landasan Hukum 

3. Maksud dan Tujuan 

B. Kegiatan yang dilaksanakan 

C. Hasil yang dicapai 

D. Kesimpulan dan Saran 

E. Penutup 

Dibuat di . 
Pada tanggal.. . 

Nama Jabatan 

Tanda tangan & stempel 

Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

PARAF 
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1. Telahaan Staf

Susunan dan bentuk telaahn staf

1. Kepala

Bagian kepala telaahan staf

a. judul telaahan staf du1 diletakkan sec.ara simetris di

tengah atas;

b. uraian singkat tentang permasalahan

2. Batang tubuh

Bagian batang tubuh telaahan staf terdiri dad:

a. Persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan

jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan;

b. Praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan,

berdasarkan data yang ada, saling berhubungan

sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan

kemungkinan kejadian di masa yang akan datang;

c. Fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang

merupakan landasan analisis dan pemecahan

persoalan;

d. Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap

persoalan dan akibatnya, hambatan serta

keuntungan dan kerugiannya, pemecahan atau cara

bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan;

e. Simpulan, yang memuat intisari hasil telaahan, yang

merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar;
dan

f. Tindakan yang disarankan, yang mernuat secara

ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk
mengatasi persoalan yang dihadapi.

3. Kaki

Bagian kaki telahaan staf ditempatkan di sebelah kanan

bawah, yang terdiri dad:

a. nama jabatan pembuat telaahan staf, yang ditulis

dengan huruf kapital;

b. tanda tangan> apabila menggpnakan tanda tangan

elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda

tangan pada contoh susunan dan bentuk telaahan

staf;

c. nama lengkap;

d. daftar lampiran Gika diperlukan)

PARAF
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1. Telahaan Staf 

Susunan dan bentuk telaahn staf 
1. Kepala 

Bagian kepala telaahan staf 

a. judul telaahan staf dan diletakkan secara simetris di 
tengah atas; 

b. uraian singkat tentang permasalahan 
2. Batang tubuh 

Bagian batang tubuh telaahan staf terdiri dari: 

a. Persoalan, yang memuat pemyataan singkat dan 

jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan; 
b. Praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan, 

berdasarkan data yang ada, saling berhubungan 
sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan 
kemungkinan kejadian di masa yang akan datang; 

c. Fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang 
merupakan landasan analisis dan pemecahan 
persoalan; 

d. Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap 
persoalan dan akibatnya, hambatan serta 

keuntungan dan kerugiannya, pemecahan atau cara 

bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan; 

e. Simpulan, yang memuat intisari hasil telaahan, yang 
merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar; 
dan 

f. Tindakan yang disarankan, yang memuat secara 

ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk 

mengatasi persoalan yang dihadapi. 

3. Kaki 

Bagian kaki telahaan staf ditempatkan di sebelah kanan 

bawah, yang terdiri dari: 

a. nama jabatan pembuat telaahan staf, yang ditulis 

dengan huruf kapital; 

b. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan 

elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda 

tangan pada contoh susunan dan bentuk telaahan 

staf; 
c. nama lengkap; 
d. daftar lampiran (jika diperlukan) 

PA RAF 
OPD BAG HKM 



Contoh susunan dan bentuk telaahm1 staf

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

TELAAHAN STAF

Yth.

Dari

Tanggal

Nomor

Lampiran
Hal

1.

11.

III .

IV.

V.

VI

Persoalan

Praanggapan

Fakta – Fakta yang mempengaruhi

Analisis

Kesimpulan
Saran

Nama Jabatan

Nama

Pangkat/Golongan
NIP

PARAF

no AM
i

Contoh susunan dan bentuk telaahan staf 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKA T DAE RAH 

TELAAHAN STAF 

Yth. 

Dari 

Tanggal 

Nomor 

Lampiran 

Hal 

I. Persoalan 

II. Praanggapan 

III. Fakta - Fakta yang mempengaruhi 

IV. Analisis 

V. Kesimpulan 

VI. Saran 

Nama Jabatan 

Nama 

Pangkat/ Golongan 

NIP 

PARAF 



J. Notula

Susunan dan bentuk notula

1. Kepala

Bagian kepala notula terdiri dari:

a. kop surat yang ditandatangani kepala organisasi

perangkat daerah menggunakan logo daerah disebelah
kiri atas surat

b. notula ditulis huruf kapital dan simetris

c. hari/tanggal, waktu dan acara siding/rapat
d. peserta sidang/rapat

2. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh notula memuat tentang catatan

tentang semua hasil pembahasan dalam sidang/rapat
3. Kaki

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan

bawah, yang terdiri daH:

a. pimpinan rapat
b. nama jabatan pejabat penandatangan;

c. tanda tangan; dan

d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapita1,

pangkat dan NIP

PARAF

HKMOPa

j. Notula 

Susunan dan bentuk notula 

1. Kepala 

Bagian kepala notula terdiri dari: 

a. kop surat yang ditandatangani kepala organisasi 
perangkat daerah menggunakan logo daerah disebelah 
kiri atas surat 

b. notula ditulis huruf kapital dan simetris 

c. hari/tanggal, waktu dan acara siding/rapat 
d. peserta sidang/rapat 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh notula memuat tentang catatan 

tentang semua hasil pembahasan dalam sidang/rapat 

3. Kaki 

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan 

bawah, yang terdiri dari: 

a. pimpinan rapat 

b. namajabatan pejabat penandatangan; 

c. tandatangan;dan 

d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital, 

pangkat dan NIP 

PARAF 



Contoh bentuk dan susunan notulen

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAEFUH

NOTULA

Sidang / Rapat

Hari / Tanggal

Surat Undangan

Waktu Sidang/Rapat
Acara 1

2. dan seterusnya

Pimpinan Sidang / Rapat

Ketua

Sekretaris

Pencatat

Peserta sidang/rapat : 1. ......,.........................................

2. dan seterusnya

Kegiatan Sidang /Rapat : (Disesuaikan dengan kondisi

kegiatan sidang/rapat)

Pimpinan Sidang / Rapat
Nama Jabatan

Nama

Pangkat/ Golongan

NIP

[Z!}®!
mAm

i

Contoh bentuk dan susunan notulen 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKA T DAE RAH 

NOTULA 

Sidang / Rapat 

Hari I Tanggal 

Surat Undangan 

Waktu Sidang/ Rapat 
Acara 

. ··················································· 
. ··················································· 
. ··················································· 
. ··················································· 
: 1. ······································· 

2. dan seterusnya 

Pimpinan Sidang / Rapat 
Ketua 

Sekretaris 

Pen ca tat 

Peserta sidang/ rapat 

. ···················································· 
. ···················································· 
. ···················································· 

: 1. ················································ 
2. dan seterusnya 

Kegiatan Sidang / Ra pat : (Disesuaikan dengan kondisi 

kegiatan sidang/ rapat) . 

Pimpinan Sidang / Rapat 

Nama Jabatan 

Nama 

Pangkat/ Golongan 

NIP 



k. Surat Undmlgan

Susunan dan bentuk surat undangan
1. Kepala

Baglan kepala surat undangan internal terdiri:

a- kop surat undangan internal yang ditandatangani

sendiri atau atas nama Bupati dan Wakil Bupati
mengWnakan lambang negara, disertai llama

lembaga dengan huruf kapital secara simetris;

b. kop surat undangan internal yang ditandatangani

oleh Sekretarjs Daerah dan pimpinan OPD

mengWnakan logo, disertai nama lembaga dengan

huruf kapital secara simetris;

c. nomor, sifat, lampiran, dan hal diketik di sebelah kiri

di bawah kop surat undangan intern;
d. tanggal pembuatan surat diketik di sebelah kanan

atas sejajar/sebaris dengan nomor; dan

e. kata Yth., yang ditulis di bawah hal diikuti dengan

nama jabatan, dan Alamat yang dikirimi surat

undangan intern Gika diperlukan)

2. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat undangan internal terdiri:

a. alinea pembuka;

b. isi surat undangan internal meliputi hari, tanggal,

waktu, tempat dan acara; dan

c. alinea penutup.

3 . Bagian kaki surat undangan internal terdiri dari nama

jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda

tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf
awal kapital. Apabila menggunakan tanda tangan

elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh

susunan dan bentuk surat undangan internal.

PARAF
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k. Surat Undangan 

Susunan dan bentuk surat undangan 
1. Kepala 

Bagian kepala surat undangan internal terdiri: 

a. kop surat undangan internal yang ditandatangani 
sendiri a tau atas nama Bupati dan W akil Bupati 
menggunakan lam bang negara, disertai nama 

lembaga dengan huruf kapital secara simetris; 
b. kop surat undangan internal yang ditandatangani 

oleh Sekretaris Daerah dan pimpinan OPD 

menggunakan logo, disertai nama lembaga dengan 
huruf kapital secara simetris; 

c. nomor, sifat, lampiran, dan hal diketik di sebelah kiri 

di bawah kop surat undangan intern; 

d. tanggal pembuatan surat diketik di sebelah kanan 

atas sejajar / sebaris dengan nomor; dan 

e. kata Yth., yang ditulis di bawah hal diikuti dengan 
nama jabatan, dan Alam.at yang dikirimi surat 

undangan intern (jika diperlukan) 
2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat undangan internal terdiri: 

a. alinea pembuka; 

b. isi surat undangan internal meliputi hari, tanggal, 
waktu, tempat dan acara; dan 

c. alinea penutup. 

3. Bagian kaki surat undangan internal terdiri dari nama 

jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda 

tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf 

awal kapital. Apabila menggunakan tanda tangan 

elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik 

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh 

susunan dan bentuk surat undangan internal. 

- --- - _- -;.;::::�-----; 



Contoh susunm1 dan bentuk surat undangan

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tangga1, Bulan dan Tahun

Nomor

Sifat

Lampiran
Hal

Yth

di

WP

Hari/tanggal
Waktu

Tempat

Acara

Nama Jabatan

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Contoh susunan dan bentuk surat undangan 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKA T DAE RAH 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Hal 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

. ································ 
. ································ 
. ································ 
. ································ 

Yth . 

······························· 
di 

······························· 

················································································· 
·························································································· 

Hari/tanggal 

Waktu 

Tern pat 

Acara 

. ·········································· 

················································································· 

·························································································· 

Nama Jabatan 

Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 



1. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

Susunan dan bentuk surat pernyataan melaksanakan tugas
terdiri dari:

1. Kepala

a. kop surat pernyataan melaksanakan tugas yang

ditandatangani sendiri pimpinan tertinggi l£mbaga

menggunakan lambang negara, yang disertai nama

lembaga dengan huruf kapital secara simetris;

b. kop surat pernyataan melaksanakan tugas yang

. ditandatangani oleh pejabat selain pimpinan tertinggi

daerah dan sekrehais daerah menggunakan logo,

yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital
secara simetrls;

c. kata surat pernyataan melaksanakan tugas ditulis

dengan huruf kapital dan simetris
d. nomor

2. Batang tubuh

Batang tubuh memuat llama, mp, jabatan2 golongan

pegawai ymlg memberi keterangan dan Yang diberi

keterangan serta dasar hukum Yang menjadi dasar

pemberian surat keterangan.

3. Kaki

Bagian kaki keputusan ditempatkan di sebelah kanan

bawah, yang terdiri dad:

a. tempat2 tanggal, bulan dan tahun

b. jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulls

dengan hlxtJ kapital> dan diakhiri dengan tanda
baca koma;

c. tanda tangan pejabat Yang menandatangan1 surat’

apabila menggpnakan tanda tangan elektronik maka

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan

dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan

dan bentuk keputusan; dan

d. llama lengkap pejabat Yang menalxlatangan1 surat’

yang ditulis dengan huruf kapital'

PARAF
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1. Surat Pemyataan Melaksanakan Togas 
Susunan dan bentuk surat pemyataan melaksanakan tugas 
terdiri dari: 

1. Kepala 

a. kop surat pemyataan melaksanakan tugas yang 
ditandatangani sendiri pimpinan tertinggi Lembaga 
menggunakan lambang negara, yang disertai nama 

lembaga dengan huruf kapital secara simetris; 
b. kop surat pemyataan melaksanakan tugas yang 

» ditandatangani oleh pejabat selain pimpinan tertinggi 
daerah dan sekretrais daerah menggunakan logo, 
yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital 
secara simetris; 

c. kata surat pemyataan melaksanakan tugas ditulis 
dengan huruf kapital dan simetris 

d. nomor 

2. Batang tubuh 

Batang tubuh memuat nama, mp, jabatan, golongan 
pegawai yang memberi keterangan dan yang diberi 

keterangan serta dasar hukum yang menjadi dasar 
pemberian surat keterangan. 

3. Kaki 

Bagian kaki keputusan ditempatkan di sebelah kanan 
bawah, yang terdiri dari: 

a. tempat, tanggal, bulan dan tahun 

b. jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis 

dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda 

baca koma; 

c. tanda tangan pejabat yang menandatangani surat, 

apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka 

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan 

dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan 

dan bentuk keputusan; dan 

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani surat, 

yang ditulis dengan huruf kapital. 



Contoh susunan dan bentuk surat pernyataan melaksanakan tugas

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PER}rYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

NOMOR .....................

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

NIP

Pangkat/Golongan
Jabatan

dengan ini menyatakan dengan sesungWhnYa bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/Golongan

Jabatan

yang diangkat berdasarkan Peraturan. . . . . . . . . . . . . . ....Nomor
Tahun............kntang. . . ............,terhitung. . . ........

telah nyata menjalankan tugas sebaga1

......................di......................................"'-"'-"""--'-""

Demikim1 Surat Pernyataan Melaksanakan ini saYa buat

dengan sesungguhnya dengan men®gat sumpah jabatan /

pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat

pernyataan ini ternyata tidak benar Yang berakibat keruglan

negara J maka saya bersedia menangWng keru dan tersebut

Tempat2 Tanggal,Bulan dan Tahun

Nama Jabatan
Pangkat/Golongan
NIP

PARAF
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Contoh susunan dan bentuk surat pernyataan melaksanakan tugas 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKA T DAERAH 

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS 

NOMOR . 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama . ············································· 
NIP 

Pangkat/ Golongan 
Jabatan 

. ············································· 

. ············································· 
. ············································· 

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 
Nama 

NIP 

Pangkat/ Golongan 
Jabatan 

. ············································· 

. ············································· 

. ············································· 

Yang diangkat berdasarkan Peraturan Nomor 

............. Tahun tentang , terhitung . 

telah nyata menjalankan tugas sebagai 
......................... di . 

Demikian Surat Pernyataan Melaksanakan ini saya buat 

dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan / 
pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat 

pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian 

negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. 

Tempat, Tanggal,Bulan dan Tahun 

Nama Jabatan 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

HKM 



m. Surat Panggilan

Susunan dan bentuk surat panggilan

1. Kepala

Bagian kepala surat penggilan terdiri dari:

a. kop surat yang ditandatangani Bupati menggunakan

lambang negara, yang disertai nama Lembaga dengan

huruf kapital secara simetris;

b. nomor, sifat, lampiran, dan hal diketik di sebelah kiri di

bawah kop surat undangan intern;

c. tanggal pembuatan surat diketik di sebelah kanan atas

sejajar/sebaris dengan nomor; dan

d. kata Yth., yang dituhs di bawah ini diikuti dengan nama

jabatan, dm1 alamat yang dikirimi surat panggilan Gika

diperlukan)

2. Batang tubuh

Bagian batang tubuh panggilan terdiri dari haI – haI sebagai

berikut:

a. Batang tubuh nama, hari, tanggal, waktu serta tempat

untuk memenuhi panggilan

b. Nama, alamat dan tujuan pemanggllan

3. Kaki

Bagjan kan surat pan@Ian ditempatkm1 di sebelah kanan

bawah yang terdiri dad:

a. nmna jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis

dengan huruf kapital pada setiap awal kata, dan diakhlr1

dengan tanda baca koma;

b. tanda tangm1 pejabat yang memanggil> apablla

menggpnakan tanda tangan elektronik maka

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan

peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan
bentuk surat panggilan

PARAF
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maka 

apabila yang memanggil, 

tangan elektronik tanda menggunakan 

m. Surat Panggilan 

Susunan dan bentuk surat panggilan 
1. Kepala 

Bagian kepala surat penggilan terdiri dari: 

a. kop surat yang ditandatangani Bupati menggunakan 

lambang negara, yang disertai nama Lembaga dengan 

huruf kapital secara simetris; 

b. nomor, sifat, lampiran, dan hal diketik di sebelah kiri di 

bawah kop surat undangan intern; 

c. tanggal pembuatan surat diketik di sebelah kanan atas 

sejajar / sebaris dengan nomor; dan 

d. kata Yth., yang ditulis di bawah ini diikuti dengan nama 

jabatan, dan alamat yang dikirimi surat panggilan (jika 

diperlukan) 

2. Batang tubuh 

Bagian batang tubuh panggilan terdiri dari hal - hal se bagai 

berikut: 
a. Batang tubuh nama, hari, tanggal, waktu serta tempat 

untuk memenuhi panggilan 

b. Nama, alamat dan tujuan pemanggilan 

3. Kaki 

Bagian kaki surat panggilan ditempatkan di sebelah kanan 

bawah yang terdiri dari: 
a. nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis 

dengan huruf kapital pada setiap awal kata, dan diakhiri 

dengan tanda baca koma; 

b. tanda tangan pejabat 

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan 

peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan 

bentuk surat panggilan 



Contoh susunan dan bentuk surat panggilan

BUPATI POHUWATO

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor
Sifat

Lampiran
Hal Panggilan

Yth

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor

......................................................, pada:
Hari

Tanggal
Pukul

Tempat

Menghadap

Kepada
Alamat

Untuk

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi

perhatian sepenuhnya.

Bupati Pohuwato

Nama

[gARzAli

CPD

Contoh susunan dan bentuk surat panggilan 

BUPATI POHUWATO 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal : Panggilan 

Yth . 

di 

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor 

...................................................... , pada: 
Hari 

Tanggal 

Pukul 

Tempat 

Menghadap 

Kepada 

Alamat 

Untuk 

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi 

perhatian sepenuhnya. 

Bupati Pohuwato 

Nama 

� - - - - _- __ . 



n. Surat Izin

Susunan dan bentuk surat izin

1. Kepala

Bagian kepala terdiri dad:

a. kop surat dinas yang ditandatangani Bupati dan

Wakil Bupati menggunakan lambang negara disertai

nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris;

b. kop surat izin yang ditandatangani oleh Sekretaris

Daerah dan pimpinan OPD menggunakan logo,

disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara

srmetrls;

c. surat izin ditulis dengan huruf kapital dan simetris;

d. nomor

2. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat izin memuat dasar pemberian

izin dan kepada siapa izin diberikan
3. Kaki

a. tempat dan tanggal penetapan;

b. jabam1 pejabat yang menetapkan, yang ditulis

dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda

baca koma;

c. tanda tangm1 pejabat yang menetapkan surat izin,

apabila menggunakan tanda tangan elektronik

disesuaikmr dengan peletakan tanda tangan pada

contoh susunan dan bentuk surat izin; dan

d. nama lengkap pejabat yang menandatangi surat izin,

yang ditulis dengm1 huruf kapital, tanpa

mencantumkan gelar.

mP
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n. Surat Izin 

Susunan dan bentuk surat izin 

1. Kepala 

Bagian kepala terdiri dari: 

a. kop surat dinas yang ditandatangani Bupati dan 

W akil Bupati menggunakan lam bang negara disertai 

nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris; 

b. kop surat izin yang ditandatangani oleh Sekretaris 

Daerah dan pimpinan OPD menggunakan logo, 

disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara 

simetris; 

c. surat izin ditulis dengan huruf kapital dan simetris; 

d. nomor 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat izin memuat dasar pemberian 

izin dan kepada siapa izin diberikan 

3. Kaki 

a. tempat dan tanggal penetapan; 

b. jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis 

dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda 

baca koma; 

c. tanda tangan pejabat yang menetapkan surat izin, 

apabila menggunakan tanda tangan elektronik 

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada 

contoh susunan dan bentuk surat izin; dan 

d. nama lengkap pejabat yang menandatangi surat izin, 

yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa 

mencantumkan gelar. 

PA RAF 



Contoh susunan dan bentuk Surat izin

BUPATI POHUWATO

SURAT IZIN

NOMOR

TENTANG

Dasar a.

b

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama

Jabatan

Alamat

Untuk

Ditetapkan

Pada tanggal . .... ........ .

Bupati Pohuwato

Narna
PARAF
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Contoh susunan dan bentuk Surat izin 

BUPATI POHUWATO 

SURAT IZIN 

NOMOR . 

TENT ANG 

Dasar 

Kepada 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

Untuk 

: a . 

b . 

MEMBER! IZIN 

Ditetapkan di . 

Pada tanggal . 

Bupati Pohuwato 

Nama 

M 



Contoh susunan dan bentuk surat izin perangkat daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT IZIN

NOMOR ...................

TENTANG

Dasar a.. . .....................................................

b.........................................................

c dan seterusnya

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama

Jabatan

Alarnat

Untuk

IVarna Jabatan

Nama

Pangkat/ Golongan
NIP

mp M. HKf,J

Contoh susunan dan bentuk surat izin perangkat daerah 

Dasar 

Kepada 

Nama 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH 

SURAT IZIN 

NOMOR . 

TENT ANG 

: a . 

b . 

c dan seterusnya 

MEMBER! IZIN 

Jabatan 

Alamat 

Untuk 

Nama Jabatan 

Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

PARAF 



0. l£rnDaran IJaera11

Susunan dan bentuk lembaran daerah

1. Kepala

Bagian kepala lembaran daerah terdiri dari:

a. judul lembaran daerah dan diletakkan secara

simetris di tengah atas;

b. Nomor, seri dan tahun

2. Batang tubuh

Bagian batang tubuh lembaran daerah berisi nomor,

tahun, seri dan tanggal peraturan diundangkan
3. Kaki

Bagian kaki lembaran daerah ditempatkan di sebelah

kanan bawah, yang terdiri dad:

a. nama jabatan penadatangan lembaran daerah, yang

ditulis dengan huruf awal kapital

b. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan

elektronik maka penempatan tanda tangan

elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda

tangan pada contoh susunan dan bentuk lembaran

daerah

c. nama pejabat penandatangan ditulis dengan huruf
kapital

PARAF I
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o. Lembaran Daerah 

Susunan dan bentuk lembaran daerah 

1. Kepala 

Bagian kepala lembaran daerah terdiri dari: 

a. judul lembaran daerah dan diletakkan secara 

simetris di tengah atas; 

b. Nomor, seri dan tahun 

2. Batang tubuh 

Bagian batang tubuh lembaran daerah berisi nomor, 

tahun, seri dan tanggal peraturan diundangkan 

3. Kaki 

Bagian kaki lembaran daerah ditempatkan di sebelah 

kanan bawah, yang terdiri dari: 

a. nama jabatan penadatangan lembaran daerah, yang 
ditulis dengan huruf awal kapital 

b. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan 

elektronik maka penempatan tanda tangan 

elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda 

tangan pada contoh susunan dan bentuk lembaran 

daerah 

c. nama pejabat penandatangan ditulis dengan huruf 

kapital 



Contoh susunan dan bentuk lembaran daerah

KOP NASKAH DINAS
PERAN(JKAT DAERAH

LEMBARAN DAERAH

Nomor.........Tahun. ....... . Seri............Nomor. . . ....

PERATURAN DAERAH

Nomor

TENTANG

Diundangkan dalam lembaran daerah

Nomor ..................Tahun.....................

Seri............................

Tanggal......................

Sekretaris Daerah

Nama

OPa
i

+
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Contoh susunan dan bentuk lembaran daerah 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH 

LEMBARAN DAERAH 

Nomor Tahun . Seri N omor . 

PERATURAN DAERAH 

Nomor: . 

TENT ANG 

Diundangkan dalam lembaran daerah 

Nomor Tahun . 

Seri . 

Tanggal. . 

Sekretaris Daerah 

Nama 

PARAF 
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P. Berita Daerah

Susunan dan bentuk berita daerah

1. Kepala

Bagian kepala berita daerah terdiri dan:

a. judul berita daerah dan diletakkan secara simetris di

tengah atas;

b. nomor, seri dan tahun

2. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh berita daerah berisi nomor dan

nama peraturan kepala daerah, nomor, tahun, seri dan

tanggal peraturan diundangkan
3. Kaki

Bagian kaki berita daerah ditempatkan di sebelah kanan

bawah, yang terdiri dad:

a. nama jabatan penandatangan berita daerah, yang

ditulis dengan huruf awal kapital;

b. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan

elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada
contoh susunan dan bentuk berita daerah

c. nama pejabat penandatangan ditulis dengan huruf

kapital

altkgBlb
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p. Berita Daerah 

Susunan dan bentuk berita daerah 

1. Kepala 

Bagian kepala berita daerah terdiri dari: 

a. judul berita daerah dan diletakkan secara simetris di 

tengah atas; 

b. nomor, seri dan tahun 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh berita daerah berisi nomor dan 

nama peraturan kepala daerah, nomor, tahun, seri dan 

tanggal peraturan diundangkan 

3. Kaki 

Bagian kaki berita daerah ditempatkan di sebelah kanan 

bawah, yang terdiri dari: 

a. nama jabatan penandatangan berita daerah, yang 

ditulis dengan huruf awal kapital; 

b. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan 

elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik 

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada 

contoh susunan dan bentuk berita daerah 

c. nama pejabat penandatangan ditulis dengan huruf 

kapital 



Contoh susunan dan bentuk berita daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

BERITA DAERAH

Nomor .......... Tahun. . . ... . . . Seri......Nomor. . . . . ,

PERATURAN BUPATI POHUWATO / SURAT KEPUTUSAN

BUPATI POHUWATO

Nomor

TENTANG

Diundangkan dalarrr lembaran daerah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

geri .....................

Tanggal

Sekretaris Daerah

Nama

PARA F
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Contoh susunan dan bentuk berita daerah 

• . 
. . 
� 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH 

BERITA DAERAH . 

Nomor Tahun . Seri Nomor. . 

PERATURAN BUPATI POHUWATO / SURAT KEPUTUSAN 

BUPATI POHUWATO 

Nomor : . 

TENT ANG 

Diundangkan dalam lembaran daerah . 

Nomor Tahun . 

Seri . 

Tanggal . 

Sekretaris Daerah 

Nama 



q. Rekomendasi

Susunan dan bentuk rekomendasi

1. Kepala

Bagian kepala surat terdiri dari:

a. kop surat yang ditandatangani Bupati dan Wakil

Bupati menggunakan lambang negara disertai

llama Lembaga dengan huruf kapital secara
slmetrrs .

b. judul surat dan nomor

2. Batang Tubuh

Batang tubuh rekomendasi hendaknya terdiri dari:

a. alasan tentang perlunya dibuat rekomendasi;

b. peraturan yang menjadi dasar pembuatan

rekomendasi; dan

c. pemberitahuan tentang
rekomendasi

3. Kaki

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan

bawah, yang terdiri dad:

a. tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat;

b. nama jabatan pejabat penandatangan;

c. tanda tangan, apabila menggunakan tanda

tangan elektronik maka penempatan tanda

tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan

tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk

laporan; dan

d. nama lengkap, yang dituiis dengan huruf awal

kapital
e. tembusan diletakkan disebelah kiri bawah surat

rekomendasi

hal tertentu terkait

PARA F
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q. Rekomendasi 

Susunan dan bentuk rekomendasi 

1. Kepala 

Bagian kepala surat terdiri dari: 

a. kop surat yang ditandatangani Bupati dan Wakil 

Bupati menggunakan lambang negara disertai 

nama Lembaga dengan huruf kapital secara 

simetris. 

b. judul surat dan nomor 

2. Batang Tubuh 

Batang tubuh rekomendasi hendaknya terdiri dari: 

a. alasan tentang perlunya dibuat rekomendasi; 

b. peraturan yang menjadi dasar pembuatan 

rekomendasi; dan 

c. pemberitahuan tentang hal tertentu terkait 

rekomendasi 

3. Kaki 

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan 

bawah, yang terdiri dari: 

a. tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat; 

b. nama jabatan pejabat penandatangan; 

c. tanda tangan, apabila menggunakan tanda 

tangan elektronik maka penempatan tanda 

tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan 

tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk 

laporan; dan 

d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal 

kapital 

e. tembusan diletakkan disebelah kiri bawah surat 

rekomendasi 

HKM 



Contoh susunan dan bentuk rekomendasi

BUPATI POHUWATO

REKOMENDASI. . . . . . . . . . . . . . . .

NOMOR

a. Dasar

b. Menimbang

Bupati Pohuwato, memberikan Rekomendasi kepada:

d. Nama /Objek
e. Jabatan/Tempat/Identitas

Untuk

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan

seperlunya

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Bupati Pohuwato,

Nama

PARAF
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Contoh susunan dan bentuk rekomendasi 

BUPATI POHUWATO 

REKOMENDASI. . 

NOMOR . 

a. Dasar 

b. Menimbang 

Bupati Pohuwato, memberikan Rekomendasi kepada: 

d. Nama / Objek . 

e. Jabatan/Tempat/Identitas 

Untuk 

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan 

seperlunya 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Bupati Pohuwato, 

Nama 

KM 



r. Radiogram

Susunan dan bentuk radiogram

1. Kepala

Bagian kepala radiogram terdiri dad:

a. judul formular berita ditulis dengan huruf kapital dan
srmetrls

b. nomor registrasi

c. panggilan, jenis, nomor dan derajat

d. asal surat, tujuan surat dan tembusan
e. klasifikasi surat

2. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh formulir berita materi atau berita

yang disampaikan kepada tujuan surat
3. Kaki

Bagian kaki formulir berita, yang terdiri dad:

a. tanggal, bulan dan tahun pembuatan

ditempatkan disebelah kanan bawah surat

b. nama, jabatan, tanda tangan pejabat penanda tangan

diletakkan disebelah kiri bawah surat;

c. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan

elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada

contoh susunan dan bentuk laporan;

surat

PARAF

OPD RB M

r. Radiogram 

Susunan dan bentuk radiogram 

1. Kepala 

Bagian kepala radiogram terdiri dari: 

a. judul formular berita ditulis dengan huruf kapital dan 

simetris 

b. nomor registrasi 

c. panggilan, jenis, nomor dan derajat 

d. asal surat, tujuan surat dan tembusan 

e. klasifikasi surat 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh formulir berita materi atau berita 

yang disampaikan kepada tujuan surat 

3. Kaki 

Bagian kaki formulir berita, yang terdiri dari: 

a. tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat 

ditempatkan disebelah kanan bawah surat 

b. nama, jabatan, tanda tangan pejabat penanda tangan 

diletakkan disebelah kiri bawah surat; 

c. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan 

elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik 

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada 

contoh susunan dan bentuk laporan; 

PARAF 



Contoh bentuk dan susunan radiogram

BUPATI POHUWATO

FORMULIR BERITA

Registrasi No:

NOMOR I DERAJATPANGGILAN I JENIS

DARI

UNTUK

TEMBUSAN :

KLASIFIKASI : SEGERA

Nomor

+ q + + e + e + no eea a on one ooo nee oo + none oe o + e o + a neo e on + a o+neoeooe80n+ILIYlfl en + + no ooo ooo ee oo owen ooo + + + e nene + + + + o

AAATFK

mK KMA

UK KAAA

IJIJIJ 1 11 lb

cccTrK DUM UK HBS

Tanggal waktu

) :::::0 r
e

pembuatan

Pengirim
Nama

Tanda Tangan

m
OPD IBAa. U<M

Contoh bentuk dan susunan radiogram 

BUPATI POHUWATO 

FORMULIR BERITA 

Registrasi No: . 

PANGGILAN 

DARI 

UNTUK 

JENIS NO MOR DERAJAT 

TEMBUSAN: . 

KLASIFIKASI : SEGERA 

Nomor 

............................................................. KMA . 

.............................................................................. TTKDUA 

AAATTK 

.................................................. TTKKMA 

BBBTTK 

TTKKMA 

CCCTTK DUM TTK HBS 

Tanggal waktu pembuatan . 

Pengirim 

Nama 

Tanda Tangan : 

No. Kode 
Waktu 

Terima Ki rim 

Lalu Paraf 
Lintas Operator 

PA RAF 
OPD BA . HKM 

� ' 



s. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STFPP)

1. Kepala

Bagian kepala surat terdiri dari:

a. kop surat yang ditandatangani Bupati dan Wakil

Bupati menggunakan lambang negara disertai nama

lembaga dengan huruf kapital secara simetris

b. kop surat yang ditandatangani Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Mlanusia atas nama

Bupati menggunakan logo daerah di sebelah kiri atas
surat

c. judul surat dan nomor

Batang Tubuh

a. Bagian batang tubuh surat dinas terdiri nama

penerima, tempat tangga1 lahir, NIP/NRP, jabatan,

pangkat/golongan ruang, asal instansi dan
kualifikasi

b. Pas foto peserta ukuran 4 x 6 cm

c. Agenda pembelajaran
Kaki

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan

bawah, yang terdiri dad:

a. tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat;

b. nama jabatan pejabat penandatangan;

c. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan

elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada

contoh susunan dan bentuk laporan; dan

d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapita1

2.

3

PARAF

afliAG

s. Surat Tanda Tarnat Pendidikan dan Pelatihan (STIPP) 

1. Kepala 

Bagian kepala surat terdiri dari: 

a. kop surat yang ditandatangani Bupati dan Wakil 

Bupati menggunakan larnbang negara disertai nama 

lembaga dengan huruf kapital secara simetris 

b. kop surat yang ditandatangani Kepala Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia atas nama 

Bupati menggunakan logo daerah di sebelah kiri atas 

surat 

c. judul surat dan nomor 

2. Batang Tubuh 

a. Bagian batang tubuh surat dinas terdiri narna 

penerima, tempat tanggal lahir, NIP /NRP, jabatan, 

pangkat/ golongan ruang, asal instansi dan 

kualifikasi 

b. Pas foto peserta ukuran 4 x 6 cm 

c. Agenda pembelajaran 

3. Kaki 

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan 

bawah, yang terdiri dari: 

a. tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat; 

b. narnajabatan pejabat penandatangan; 

c. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan 

elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik 

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada 

contoh susunan dan bentuk laporan; dan 

d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital 



Contoh susunan dan bentuk surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan

(STIPP)

BUPATI POHUWATO

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor

Bupati Pohuwato Berdasarkan

menyatakan bahwa :

, dan ketentuan – ketentuan

Nama

Tempat /

NIP/NRP

Pangkat /

Jabatan

Instansi

Tanggal Lahir : .............................. /

: 0000000/0000

Gol Ruang

Pas Foto 4 x 6

Kualifikasi

LULU S

Pada Pendidikan dan Pelatihan ............. Kabupaten Pohuwato yang diselenggarakan oleh

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pohuwato di .......... dari tanggal .... sampai

dengan ........... yang meliputi ...........................

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Bupati Pohuwato

Nama

PA

BAnM

Contoh susunan dan bentuk surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan 

(STIPP) 

BUPATI POHUWATO 

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Nomor . 

Bupati Pohuwato Berdasarkan , dan ketentuan - ketentuan 

menyatakan bahwa : 

Nama 

Pas Foto 4 x 6 
Tern pat / Tanggal Lahir : / . 

NIP/NRP : 0000000/0000 

Pangkat / Gal Ruang : / . 

Jabatan 

lnstansi 

Kualifikasi 

LULUS 

Pada Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pohuwato yang diselenggarakan oleh 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pohuwato di dari tanggal sampai 
dengan yang meliputi . 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Bupati Pohuwato 

Nama 



Bagian Belakang STFPP

AGENDA PEMBELAJARAN

TEM A

Umum : (ditentukan Badan Diklat)

Khusus (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu

actual setempat)

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Bupati Pohuwato

Nama

PARAF

0 :M

Bagian Belakang STIPP 

AGENDA PEMBELAJARAN 

TEMA 
Um um 

Khusus 

: (ditentukan Badan Diklat) . 

: (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu 

actual setempat) 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Bupati Pohuwato 

Nama 



t. Sertifikat

Susunan dan bentIlk sertifikat

1. Kepala

Bagian kepala sertifikat terdiri dari:

a. kop sertifikat yang ditandatangani Bupati dan Wakil

Bupati menggunakan lambang negara disertai nama

lembaga dengan huruf kapital secara simetris;

b. judui sertifikat dan nomor

2. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri nama penerima,

NIP/NRP dan asal instansi

3. Kaki

Bagian kaki surat dinas ditempat:kan di sebelah kanan

bawah yang terdiri dari:

a. tanggal, bulan dan tahun pembuatan sertifikat

b. nama jabatan pejabat penandatangan;

c. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan

elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada

contoh susunan dan bentuk laporan; dan

d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital

PARAF

OPD RB G.bKM

t. Sertifikat 

Susunan dan bentuk sertifikat 

1. Kepala 

Bagian kepala sertifikat terdiri dari: 

a. kop sertifikat yang ditandatangani Bupati dan Wakil 

Bupati menggunakan lambang negara disertai nama 

lembaga dengan huruf kapital secara simetris; 

b. judul sertifikat dan nomor 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri nama penerima, 

NIP/ NRP dan asal instansi 

3. Kaki 

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan 

bawah yang terdiri dari: 

a. tanggal, bulan dan tahun pembuatan sertifikat 

b. nama jabatan pejabat penandatangan; 

c. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan 

elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik 

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada 

contoh susunan dan bentuk laporan; dan 

d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital 

KM 



Contoh susunan dan bentuk sertifikat

BUPATI POHUWATO

SE RTI FI KAT
Nomor:

Diberikan Kepada

Nama

NIP

Instansi

Sebagai / Atas partisipasinya

diselenggarakan ........... oleh ...... dari

bertempat di

dalam ................... yang

tanggal .............s.d........

Tempat, Tanggal, Bulan dan
Tahun

Bupati Pohuwato

Nama

PARAF

mIG IKM

Contoh susunan dan bentuk sertifikat 

BUPATI POHUWATO 

SERTIFIKAT 
Nomor: . 

Diberikan Kepada 

Nama 

NIP 

Instansi 

Sebagai / Atas partisipasinya dalam yang 

diselenggarakan oleh dari tanggal s.d . 

bertempat di . 

Tempat, Tanggal, Bulan dan 

Tahun 

Bupati Pohuwato 

Nama 



u. Piagam

Susunan dan bentuk piagam

1. Kepala

Bagian kepala piagam terdiri dari:

a. kop surat dinas yang ditandatangani Bupati dan Wakil

Bupati menggunakan lambang negara disertai nama

lembaga dengan huruf kapita1 secara simetris;

b. judul piagam dan nomor

2. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri nama penerima,

tempat tanggal lahir, NIP/NRP, jabatan dan asal instansi
3. Kaki

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan

bawah, yang terdiri daH:

a. tanggal, bulan dan tahun pembuatan piagam;

b. nama jabatan pejabat penandatangan;

c. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan

elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh

susunan dan bentuk laporan; dan

d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital.

[}ZaEggIi
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u. Piagam 

Susunan dan bentuk piagam 

1. Kepala 

Bagian kepala piagam terdiri dari: 

a. kop surat dinas yang ditandatangani Bupati dan Wakil 

Bupati menggunakan lambang negara disertai nama 

lembaga dengan huruf kapital secara simetris; 

b. judul piagam dan nomor 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri nama penerima, 

tempat tanggal lahir, NIP /NRP, jabatan dan asal instansi 

3. Kaki 

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan 

bawah, yang terdiri dari: 

a. tanggal, bulan dan tahun pembuatan piagam; 

b. nama jabatan pejabat penandatangan; 

c. tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan 

elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik 

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh 

susunan dan bentuk laporan; dan 

d. nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital. 



Contoh susunan dan bentuk piagam

Nomor:

BUPATI POHUWATO Dengan ini

Nama

Tempat / Tanggal Lahir

NIP / NRP

Jabatan

Instansi

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Bupati Pohuwato

IVama

Contoh susunan dan bentuk piagarn 

BUPATI POHUWATO 

PIAGAM PENGHARGAAN 

Nomor: 

BUPATI POHUWATO Dengan ini memberikan penghargaan kepada: 

Nama 

Tempat / Tanggal Lahir 

NIP/ NRP 

Jabatan 

Instansi 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Bupati Pohuwato 

Narna 

.HKM 



v. Surat perjanjian

Susunan dan bentuk surat perjanjian dalam negeri

1 . Kepala

Bagian kepala terdiri dari:

a. Lambang negara (untuk pejabat negara) diletakkan

secara simetris, atau logo (untuk non pejabat negara)

yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas,

disesuaikan dengan penyebutan nama Lembaga;

b. Ju(luI perjanjian;
c. Nomor

2. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh perjanjian kerja sama memuat materi

perjanjian, antara lain tujuan Kerjasama, ruang lingkup

Kerjasama, pelaksanaan kegiatan, pembiayaan,

penyelesaian persehsihan, penutup dan hal – hal Iain yang

menjadi kesepakatan para pihak,

3. Bagian kaki perjanjian kerja sama terdiri dari nama

penandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian

dan para saksi Gika dipandang perlu), dibubuhi materai

sesuai dengan peraturan perundang–undangan. Apabila

menggunakan tanda tangan elektronik maka penempatan

tanda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan

tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk perjanjian

kerja sama dalam negeri.

PARAF
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v. Surat perjanjian 

Susunan dan bentuk surat perjanjian dalam negeri 

1. Kepala 

Bagian kepala terdiri dari: 

a. Lambang negara (untuk pejabat negara) diletakkan 

secara simetris, atau logo (untuk non pejabat negara) 

yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas, 

disesuaikan dengan penyebutan nama Lembaga; 

b. Judul perjanjian; 

c. Nomor 

2. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh perjanjian kerja sama memuat materi 

perjanjian, antara lain tujuan Kerjasama, ruang lingkup 

Kerjasama, pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, 

penyelesaian perselisihan, penutup dan hal - hal lain yang 

menjadi kesepakatan para pihak. 

3. Bagian kaki perjanjian kerja sama terdiri dari nama 

penandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian 

dan para saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi materai 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila 

menggunakan tanda tangan elektronik maka penempatan 

tanda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan 

tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk perjanjian 

kerja sama dalam negeri. 



Contoh susunan dan bentuk surat perjanjian antar l£mbaga dalam negeri

untuk Pejabat Negara

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

DAN
TENTANG

NOMOR

NOMOR

Pada hari tanggal ... bulan .........tahun ......bertempat di

yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

2.

. . . ...............selanjutnya disebut sebagai pihak I

. . ..... ...........selanjutnya disebut sebagai pihak Il

bersepakat untuk melakukan Kerjasama dalam bidang

diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasa1 1

TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

[pBl\aRt

,MMfliAG
1 1

Conteh susunan dan bentuk surat perjanjian antar Lembaga dalam negeri 

untuk Pejabat Negara 

PERJANJIAN KERJASAMA 
ANT ARA 

DAN 
TENTANG 

NOMOR . 

NOMOR . 

Pada hari tanggal bulan tahun bertempat di . 

yang bertanda tangan di bawah ini: 

1 . 

2 . 

.................. selanjutnya disebut sebagai pihak I 

. selanjutnya disebut sebagai pihak II 

bersepakat untuk melakukan Kerjasama dalam bidang yang 

diatur dalam ketentuan sebagai berikut: 

Pasal 1 

TUJUAN KERJA SAMA 

Pasal 2 

RUANG LINGKUP KERJA SAMA 

Pasal 3 

PELAKSANAAN KEGIATAN 



Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

LAIN – LAIN

(1) Apabila terjadi hal – haI yang diluar kekuasaan kedua belah pihak

atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan

tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan

kedua belah pihak

(2) Yang ternasuk Force Majeure adalah:

a. bencana alam

b. tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter

c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan

(3) segala perubahan dan / atau pembatalan terhadap piagam kerja

sama diatur Bersama kemudian oleh pihak pertama dan pihak kedua

Pasal 7

PENUTUP

Pihak I

Nama Jabatan

Pihak ll
Nama Jabatan

Tanda tangan

Nama

Tangan tangan
Nama

OPD

$

Pasal 4 

PEMBIAYAAN 

Pasal 5 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Pasal 6 

LAIN- LAIN 

( 1) Apabila terjadi hal - hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak 

atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan 

tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan 

kedua belah pihak 

(2) Yang ternasuk Force Majeure adalah: 

a. bencana alam 

b. tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter 

c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan 

(3) segala perubahan dan / atau pembatalan terhadap piagam kerja 

sama diatur Bersama kemudian oleh pihak pertama dan pihak kedua 

Pasal 7 

PENUTUP 

Pihak I 

Nama Jabatan 

Tandatangan 

Nama 

Pihak II 

Nama Jabatan 

Tangan tangan 

Nama 

PA RAF 
OPO BAG., KM i. ' � 



BAB II

PEMBUATAN NASKAH DINAS

A. Penomoran Naskah dinas

1. Contoh susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas pengaturan

(peraturan perundang–undangan)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR ............ TAHUN

TENTANG

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR ................ TAHUN ................

2. Contoh susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas penetapan

(Keputusan) ;

KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO

NOMOR........./....../...........
TENTANG

3. Contoh susunan dan bentuk penomoran Naskah dinas penugasan:

SURAT PERINTAH / SURAT TUGAS

NOMOR OOO. 1.2.3 / Arpus/254/IV/2023

Keterangan:
000.1.2.3

Arpus
254

IV

2023

Kode Klasifikasi

Identitas OPD

Nomor Agenda;

Bulan ke – 4 (April)
Tahun terbit

BAB II 

PEMBUATAN NASKAH DINAS 

A. Penomoran Naskah dinas 

1. Contoh susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas pengaturan 

(peraturan perundang-undangan) 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO 

NOMOR TAHUN . 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR TAHUN . 

2. Contoh susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas penetapan 

(Keputusan); 

KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR. / / . 

TENTANG 

3. Contoh susunan dan bentuk penomoran Naskah dinas penugasan: 

SURAT PERINTAH / SURAT TUGAS 

NOMOR 000.1.2.3 / Arpus/254/IV/2023 

Keterangan: 

000.1.2.3 

Arp us 

254 

IV 

2023 

: Kode Klasifikasi 

: Identitas OPD 

: N omor Agenda; 

: Bulan ke - 4 (April) 

: Tahun terbit 

PA RAF 



1 . Contoh susunan dan bentIlk penomoran Naskah dinas

korespondensi internal dan eksternal

Nomor: R.000.7. 1. 1/Bapppeda/050/I1/2023

Keterangan:

B : Kategori Klasifikasi Keamanan yang Bersifat Biasa
OOO.7. 1.1 : Kode Klasifikasi

Bappeda : Identitas OPD

050 : Nomor Agenda
II : Bulan

2 . Contoh susunan dan bentuk penomoran Naskah dinas

korespondensi internal (nota dinas):

Nomor: 190/000,5/XI/2023
Keterangan

190 : Nomor urut Nota Dinas dalam satu tahun kalender

OOO.5 : Kode Klasifikasi

m : Bulan ke – 11 (November)

2023 : Tahun 2023

B. Bentuk dan Spesifikasi Kop Naskah dinas Jabatan

I. Kop Naskah Dinas Jabatan menggunakan:

a. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm

simetris dibawahnya bertuliskan Bupati, dengan huruf 12,

dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk Naskah Dinas

Pengaturan dan Penetapan.

b. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm

simetris dibawahnya bertuhskan Bupati atau Wakil Bupati,

dengan huruf 12, dan ditempatkan dibagian tengah atas,

serta alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota

dan nama provinsi, nomor telepon, nomor faksimile, laman,

pos-el, dan kode pos dengan menggunakan huruf arial

berukuran IO ditempatkan di tengah bawah untuk naskah

dinas selain Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.

MP

mP MK

1. Contoh susunan dan bentuk penomoran Naskah dinas 

korespondensi internal dan eksternal 

Nomor: R.000.7.1.1/Bapppeda/050/II/2023 

Keterangan: 

B 

000.7.1.1 

Bappeda 

050 

II 

: Kategori Klasifikasi Keamanan yang Bersifat Biasa 

: Kode Klasifikasi 

: Identitas OPD 

: Nomor Agenda 

: Bulan 

2. Contoh susunan dan bentuk penomoran Naskah dinas 

korespondensi internal (nota dinas): 

Nomor: 190/000.5/XI/2023 

Keterangan : 

190 : Nomor urut Nota Dinas dalam satu tahun kalender 

000. 5 : Kode Klasifikasi 

XI : Bulan ke - 11 (November) 

2023 : Tahun 2023 

B. Bentuk dan Spesifikasi Kop Naskah dinas Jabatan 

1. Kop Naskah Dinas Jabatan menggunakan: 

a. lambang negara berwama kuning emas ukuran 2,5 cm 

simetris dibawahnya bertuliskan Bupati, dengan huruf 12, 

dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk Naskah Dinas 

Pengaturan dan Penetapan. 

b. lambang negara berwama kuning emas ukuran 2,5 cm 

simetris dibawahnya bertuliskan Bupati atau Wakil Bupati, 

dengan huruf 12, dan ditempatkan dibagian tengah atas, 

serta alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota 

dan nama provinsi, nomor telepon, nomor faksimile, laman, 

pos-el, dan kode pos dengan menggunakan huruf arial 

berukuran 10 ditempatkan di tengah bawah untuk naskah 

dinas selain Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan. 

KM 



C. dalam hal naskah dinas yang ditandatangani oleh

Sekretaris Daerah atas nama Bupati, menggunakan Kop

Naskah Dinas yang memuat Lambang Negara berwarna

kuning emas dan tulisan Nama Pemerintah Daerah yang

ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Contoh Kop Naskah Dinas jabatan Bupati

BUPATI POHUWATO

Jalan ...... . . .. . . . . .. . . ....... Nomor ..............,Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten

Pohuwato, 96138,Telepon(C)443).....,Faksimile......., Laman wyn\’.pohuwato .kab. go.id

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati

WAKIL BUPATI POHUWATO

Jalan ...............,......... Nomor ...............Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten

Pohuwato, 96138,Telepon(C)443).....,Faksimile. . . . . . ., Laman \vu-w .pohuwato.kab . go . id

c. dalam hal naskah dinas yang ditandatangani oleh 

Sekretaris Daerah atas nama Bupati, menggunakan Kop 

Naskah Dinas yang memuat Lambang Negara berwarna 

kuning emas dan tulisan Nama Pemerintah Daerah yang 

ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris. 

Contoh Kop Naskah Dinas jabatan Bupati 

BUPATI POHUWATO 

Jalan Nomor Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten 

Pohuwato, 96138,Telepon(0443) ,Faksimile , Laman www.pohuwato.kab.go.id 

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati 

WAKIL BUPATI POHUWATO 

Jalan Nomor Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten 

Pohuwato, 96138,Telepon(0443) ,Faksimile , Laman www.pohuwato.kab.go.id 

PARAF 

OPO BAG. HKM 
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Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangi oleh atas nama Bupati

KABUPATEN POHUWATO

Jalan ,,,.,,,,..,.....,.,,..... Nomor ...............Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato,

96138,Telepon(0443),,,,.,Faksimile, .....,, Laman nyu-.pohu u-ato.kab.go . id

1. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah

a. Perbandingan huruf pada kop Naskah Dinas antara tulisan

nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat

Daerah adalah 3:4 menggunakan huruf Arial

b. Penulisan nama Perangkat Daerah ditebalkan (bold)

Contoh kop Naskah Dinas Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN POHUEWATO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan ........,...........,.,.. Nomor ....,.,........ Desa Palopo Kecamatan Marisa

Kabupaten Pohuwato, 96138,Telepon(0443).....,Faksimile......., Laman

2. Bentuk spesifikasi kop naskah dinas jabatan dengan atdbut
tertentu

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

DINAS KESEHATAN '.dd®MAS

Jalan ....,.................... Nomor .............. . Desa ___...........Kecamatan Marisa

Kabupaten Pohuwato, 96138,Telepon(0443).....,Faksimile......., Laman

Contoh I. Penggunaan logo GERMAS pada Naskah Dinas Kesehatan

mp
BAGOPD IM

i

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangi oleh atas nama Bupati 

KABUPATEN POHUWATO 

Jalan Nomor Desa Palopo Kecamatan Marisa Ka bu paten Pohuwato, 

96138,Telepon(0443) ,Faksimile , Laman www.pohuwato.kab.go.id 

1. Kop N askah Dinas Perangkat Daerah 

a. Perbandingan huruf pada kop Naskah Dinas antara tulisan 

nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat 

Daerah adalah 3:4 menggunakan huruf Arial 

b. Penulisan nama Perangkat Daerah ditebalkan (bold) 

Contoh kop Naskah Dinas Perangkat Daerah 

PEMERINTAH KABUPATEN POHUEWATO 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan Nomor Desa Palopo Kecamatan Marisa 

Kabupaten Pohuwato, 96138,Telepon(0443) ,Faksimile , Laman 

2. Bentuk spesifikasi kop naskah dinas jabatan dengan atribut 

tertentu 

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO 

DINAS KESEHATAN .. ,Gl$�AS 
Jalan Nomor Desa Kecamatan Marisa 

Kabupaten Pohuwato, 96138,Telepon(0443) ,Faksimile , Laman 

Contohl. Penggunaan logo GERMAS pada Naskah Dinas Kesehatan 



C. Bentuk dan spesifikasi stempel jabatan

Bentuk dan spesifikasi cap jabatan dengan lambang negara adalah

sebagai berikut

1. Stempel jabatan Bupati berbentuk lingkaran berisi llama jabatan,

nama Pemerintah Daerah dan menggunakan lambang negara dengan

pembatas tanda bintang, dengan ukuran:

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8

cm; dan

c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7

cm

Nama Jabatan

: L = M m = = W W n = = = W = = n M = = = n = = n = = = = n m XP

! ’ Inmbang Negara

l_________________________________> Nama Pemerintah Daerah

Contoh stempel jabatan Bupati

mPmM<

C. Bentuk dan spesifikasi stempel jabatan 

Bentuk dan spesifikasi cap jabatan dengan lambang negara adalah 

sebagai berikut 

1. Stempel jabatan Bupati berbentuk lingkaran berisi nama jabatan, 

nama Pemerintah Daerah dan menggunakan lambang negara dengan 

pembatas tanda bintang, dengan ukuran: 

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm; 

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 

cm; dan 

c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 

cm 

1------------------------------> Nama Jabatan 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

2,7cm 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

: ------------------------ -- - -,> 
I 
I 
I 
I '--------------------------------), 

Contoh stempel jabatan Bupati 

T 
Lambang Negara 

Nama Pemerintah Daerah 



D. Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah

Daerah kabupaten, nama Pemerintah Daerah, llama Perangkat Daerah

yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas

tanda bintang, dengan ukuran:

1) ukuran garis tengah hngkaran luar stempel Perangkat Daerah

adalah 4 cm;

2) ukuran garis tengah hngkaran tengah stempel Perangkat

Daerah adalah 3,8 cm; dan

3) ukuran garis tengah lingkaran dala m stempel Perangkat

Daerah adalah 2,7 c
Pemerintah Daerah Kabupaten

2,7 cm

: :------------------------------>

i--------------------------------->

Ix)go Daerah

Nama Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah

r----------------------–---–-> Pemerintah Daerah Kabupaten

}------------------------------>

---->

Ix)go Daerah

Nama Kelurahan

Nama Kecamatan
mP

OPD

i

D. Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah 

Daerah kabupaten, nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah 

yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas 

tanda bintang, dengan ukuran: 

1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat Daerah 

adalah 4 cm; 

2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat 

Daerah adalah 3,8 cm; dan 

3) ukuran garis tengah lingkaran dala m stempel Perangkat 

Daerah adalah 2,7 c 
r------------------------------> Pemerintah Daerah Kabupaten 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

2,7cm 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I : > Logo Daerah 

T 
---------------------------------;> Nama Perangkat Daerah 

------------------------------------> 
Nama Pemerintah Daerah 

r------------------------------> Pemerintah Daerah Kabupaten 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

2,7cm 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I : :> 

T 
Logo Daerah 
Nama Kelurahan ---------------------------------> 

-----------------------------------> Nama Kecamatan 

KM 
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E. Stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum

daerah berbentuk bngkaran berisi nama Pemerintah Daerah, nama

Perangkat Daerah dan llama unit pelaksana teknis dinas dan / atau

badan layanan umum daerah yang bersangkutan dan menggunakan

logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:

1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel unit pelaksana

teknis dinas dan / atau badan layanan umum daerah adalah 4

2) ukuran garis tengah hngkaran tengah stempel unit pelaksana

teknis dinas dan / atau badan layanan umum daerah adalah

3,8 cm; dan

3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit pelaksana

teknis dinas dan / atau badan layanan umum adalah 2,7 cm

cm;

Pemerintah Daerah Kabupaten

:------------------------------>

:--------------------------------->

L----------------–-––-–-------–>

lago Daerah

Nama UPFD

Nama Perangkat Daerah

MP

OPD mB hKM

E. Stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum 

daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah, nama 

Perangkat Daerah dan nama unit pelaksana teknis dinas dan / atau 

badan layanan umum daerah yang bersangkutan dan menggunakan 

logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran: 

1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel unit pelaksana 

teknis dinas dan / atau badan layanan umum daerah adalah 4 

cm; 

2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel unit pelaksana 

teknis dinas dan / atau badan layanan umum daerah adalah 

3,8 cm; dan 

3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit pelaksana 

teknis dinas dan / atau badan layanan umum adalah 2,7 cm 

, ------------------------------> Pemerintah Daerah Kabupaten 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

2,7cm 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

: Logo Daerah •------------------------------;), 

T 
---------------------------------;), Nama UPTD 

-----------------------------------;), Nama Perangkat Daerah 



Contoh stempel unit pelaksana teknis daerah dan badan layanan
umum daerah :

\hBUP,

Contoh stempel sekolah :

\kBUP4

F. Stempel Pengamanan Naskah Dinas

Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan tingkat

keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas Amplop naskah

dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada

salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada

surat asli. Stempel Pengamanan Naskah Dinas berbentuk persegi

panjang, berukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm. Berisi tulisan “Sangat
Rahasia” dan “Rahasia”

SANGAT RAIIASIA

G. Ketentuan Stempel

a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah

Bupati
PARAF

A

Contoh stempel unit pelaksana teknis daerah dan badan layanan 

umum daerah : 

Contoh stempel sekolah: 

F. Stempel Pengamanan Naskah Dinas 

Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan tingkat 

keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas Amplop naskah 

dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada 

salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada 

surat asli. Stempel Pengamanan Naskah Dinas berbentuk persegi 

panjang, berukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm. Berisi tulisan "Sangat 

Rahasia" dan "Rahasia" 

SANGAT RAHASIA I � I __ RAH_A_S_IA_� 

G. Ketentuan Stempel 

a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah 

Bupati 
PARAF 



b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah

adalah kepala Perangkat Daerah, kepala lembaga lainnya, dan

kepala unit pelaksana teknis dinas.

Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan

stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan

ketatausahaan pada sekretariat daerah dan sekretariat dewan.

Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan

stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang

membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Perangkat
Daerah.

Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel

ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah

Bagian Umum Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas

pengadaan stempel.

C.

d.

e.

f.

H. Amplop

1. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas jabatan

BUPATI FOHUWATO
Nomor ,Desa Palopo Kecamatan Marisa KabupatenJalan

Pohuwato, 96138,Telepon(O Lamar)

Nomor

2 . Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

SEKRETARLAT DAERAH

Jalan Nomor ...............Desa Palopo Kecamatan Marisa

Kabupaten Pohuwato, 96138, Laman

PARAF I

no Wm

b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah 

adalah kepala Perangkat Daerah, kepala lembaga lainnya, dan 

kepala unit pelaksana teknis dinas. 

c. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan 

stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan 

ketatausahaan pada sekretariat daerah dan sekretariat dewan. 

d. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan 

stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang 

membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Perangkat 

Daerah. 

e. Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel 

ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah 

f. Bagian Umum Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas 

pengadaan stempel. 

H. Amplop 

1. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas jabatan 

BUPATI POHUWATO 
Jalan Nomor Dcsa Palopo Kecrunman Marisa Kabupatcn 

Pohuwato, 96138,Tclcpon(0443) ,Faksimilc ..... , L..-unan www.pohuwato.kab.go.id 

Nomor: 

Kepada 

Yth. Mcnteri Dalam Negeri 

di- 

Jakarta 

2. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah 

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO 

SEKRETARIAT DAERAH 
JaJan Nomor Des.a Palopo Kccamatan Marisa 

Kabupaten Pchuwatc, 96138,Tclepon(0443) ..... ,Faksim.ile ..... , Laman 

www.pohuwato.kab.go.id 

Nomor: 

Kcpada 

Ylh. xxxxxxxxxx 
di- 

xxxxxx 

KM 



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

KECAMATAN MARISA
...............Desa Palopo Kecamatan MarisaJalan

Kabupaten Pohuwato, 96 138,Telepon(0443)

Nomor

Kepada

Yth. XXXXXXXXXX

di

PEMBRINTAH KABUPATEN POHUWATO

KECAMATAN MARISA

DESA MARISA SELATAN

Nomor ...............Desa Palopo KecamatanJalan

Kabupaten Pohuwato, 96 138,T'

Kepada
Yth

3. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan Bupati

PARAF

KBBEaPD

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO 

KECAMATAN MARISA 
Jalan , Nomor Desa Palopo Kecrunatan Marisa 

Kabupatcn Pohuwato, 96138,Tclcpon(0443) ..... ,Faksimilc ,, .... Laman 
www.pohuwatc.kab.gc.id 

Nomor: 

Kc pad a 

Yth. XXXXXXXXXX 
di- 

xxxxxx 

�PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO 

� KECAMATAN MARISA 

DESA MARISA SELATAN 
Jalon Nomor Desa Palopo Kecamatan Marisa 

Knbupntcn Pobuwatc, 96138,Tclcpon(0443) ,Faksimile , Laman 
,w,w.pohuwato.kab.go.id 

Nomor: 

Kc pad a 

Yth. XXXXXXXXXX 
di- 

xxxxxx 

3. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan Bupati 

•••••••...............•••••..•....• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

··································• 

PA RAF 
OPO BAG. HKM 



4. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan pimpinan

Perangkat Daerah / setara jabatan pimpinan tinggi

PEMERNTAH KABUPATEN POHUWATO

SEKRETARIS DAERAH

5. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Perangkat Daerah

PEMERINrAH KABUPATEN POHUWATO

SEKRETARIAT DAERAH

BAGI AN ORGANISASI

I . Paraf

1. Paraf hierarki

PARAF HIERARKI

ASISTEN/JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA

KABAG/ ADMINISTRATOR/ JF

KASUBAG/PENGAWAS/ JF

PELAKSANA

PARAF

OeD l8A4HKM

4. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan prmpman 

Perangkat Daerah / setara jabatan pimpinan tinggi 

PEMERNTAH KABUPATEN POHUWATO 

SEKRETARIS DAERAFI 

5. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Perangkat Daerah 

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO 

SEKRETARIAT DAERAII 

BAGIAN ORGANISASI 

I. Paraf 

1. Paraf hierarki 

PARAF HIERARKI 

ASISTEN / JABATAN PIMPINAN 

TINGGI PRATAMA 

KABAG / ADMINISTRATOR/ JF 

KASUBAG / PENG A WAS/ JF 

PELAKSANA 



2. Paraf koordinasi

PARAF KOORDINASI

JABATAN PIMPINAN TINGGI

PRATAMA

JABATAN PIMPINAN TINGGI

PRATAMA

JABATAN PIMPINAN TINGGI

PRATAMA

dst

BAB III

PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

:wenangan Penandatanganan

a. kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani Naskah

Dinas antar/keluar instansi Pemerintah Daerah yang bersifat

kebijakan/keputusan/arahan berada pada Bupati

b. kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani Naskah

Dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat

diserahkan / dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau

jabatan pimpinan tinggi madya di Perangkat Daerah atau pejabat

Iain yang diberi kewenangan

c. penyerahan/pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah

Dinas dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat

dibawahnya dilaksanakan sebagai berikut

1) Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan

kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas tentang

rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain

yang dilaksanakan oleh satuan kerja di instansi masing –

rnaslrlg.

2) Jabatan pimpinan tinggi pratama pada Perangkat Daerah

dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan

penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing –

rnaslrlg.

mo IG 'IKM

i

2. Paraf koordinasi 

PARAF KOORDINASI 

JABATAN PIMPINAN TINGGI 

PRAT AMA 

JABATAN PIMPINAN TINGGI 

PRATAMA 

JABATAN PIMPINAN TINGGI 

PRATAMA 

dst 

BABill 

PEJABAT PENANDATANGANNASKAH DINAS 

A. Kewenangan Penandatanganan 

a. kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani Naskah 

Dinas antar/keluar instansi Pemerintah Daerah yang bersifat 

kebijakan/keputusan/ arahan berada pada Bupati 

b. kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani Naskah 

Dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/ arahan dapat 

diserahkan / dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau 

jabatan pimpinan tinggi madya di Perangkat Daerah atau pejabat 

lain yang diberi kewenangan 

c. penyerahan/ pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah 

Dinas dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat 

dibawahnya dilaksanakan sebagai berikut 

1) Sekretaris Daerah dapat memperoleh 

kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas tentang 

rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain 

yang dilaksanakan oleh satuan kerja di instansi masing - 

masing. 

2) Jabatan pimpinan tinggi pratama pada Perangkat Daerah 

dapat memperoleh penyerahan/ pelimpahan wewenang dan 

penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing - 

mas mg. 

KM 
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3) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan

Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

JABATAN
JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT

DITANDATANGANI

a. peraturan daerah;

b. peraturan bupati

c. keputusan bupati;

d. instruksi;

e. surat edaran;

f. surat dinas;

g. surat keterangan;

h. surat izin;

1. surat perlanjran;

j. surat perintah;

k. surat tugas;

1. surat kuasa;

m. surat undangan;

n. surat permyataan melaksanakan tugas;

o. surat panggilan;

p. nota dinas;

q. lembar disposisi;

r. perlgwnulnarl;

s. laporan;

t. rekomendasi;

u. radiogram;

v. berita acara;

BUPATI

W. memo;

x. plagam;

y. sertifikat; dan

z. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.

CpEliZa
0 M

3) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan 

Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT 
JABATAN 

DITANDATANGANI 

BUPATI a. peraturan daerah; 

b. peraturan bupati 

c. keputusan bupati; 

d. instruksi; 

e. surat edaran; 

f. surat dinas; 

g. surat keterangan; 

h. surat izin; 

l. surat perjanjian; 

J. surat perintah; 

k. surat tugas; 

I. surat kuasa; 

m. surat undangan; 

n. surat permyataan melaksanakan tugas; 

o. surat panggilan; 

p. nota dinas; 

q. lembar disposisi; 

r. pengumuman; 

s. laporan; 

t. rekomendasi; 

u. radiogram; 

v. berita acara; 

w.memo; 

x. piagam; 

y. sertifikat; dan 

z. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. 



JABATAN D ALAM JABATAN ATAS NAMA BUPATI

WAKIL BUPATI

JABATAN

SEKRETARIS
DAERAH

a. surat dinas;

b. surat keterangan;

c. surat perintah;

d, surat izin;

e. surat tugas;

f. surat pernyataan

melaksanakan tugas

g. nota dinas;

h. lembar disposisi;

i. laporan;

j. rekomendasi;dan

k. memo

DALAM JABATAN

a. surat dinas;

b. surat keterangan;
c. surat izin;

d. surat perintah;

e. surat tugas;
f. surat perjanjian;

g. surat perjalanan dinas;

h. surat kuasa;

i. surat undangan;

J . surat pernyataan
melaksanakan tugas;

k. surat panggilan;
1. nota dinas;

m. lembar disposisi;
n. telaahan staf;

o. perWInumall;
p. laporan;

q. rekomendasi;

r. surat pengantar;
s. lembaran daerah;

t. berita daerah;

u, berita acara;

v. notula;

W. rnerno;

x, daftar hadir;dan

y. sertifikat

a. surat edaran;

b. surat dinas;

c. surat keterangan;

d. surat perintah;

e. surat rzrn;

f. surat tugas

g. surat pernyataan melaksanakan

tugas;

h. nota dinas;

i. lembar disposisi;

J. perlgwnuman;

k. radiogram;

1. berita acara;

m. piagam;dan

n. sertifikat

ATAS NAb4A BUPATI

a. keputusan;
b. surat edaran;

c. surat dinas;

d. surat keterangan;

e. surat rzm;

f. surat perintah;

g. surat tugas;

h. surat perjanjian;
i. surat undangan;

j. surat pernyataan melaksanakan

tugas;
k. surat panggilan;

1. nota dinas;

In. perlgurnurnall;
n. radiogram;

o. berita acara;

P. plagam;

q. sertifikat; dan

r. surat tanda tamat pendidikan
dan pelatihan.

PARAF
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JABATAN DALAM JABAT AN ATAS NAMA BUPATI 

W AKIL BUP A TI a. surat dinas; a. surat edaran; 

b. surat keterangan; b. surat dinas; 

c. surat perintah; c. surat keterangan; 

d. surat izin; d. surat perintah; 

e. surat tugas; e. surat izin; 

f. surat pernyataan f. surat tugas 

melaksanakan tugas g. surat pernyataan melaksanakan 

g. nota dinas; tu gas; 

h. lembar disposisi; h. nota dinas; 

I. laporan; I. lembar disposisi; 

J. rekomendasi;dan J. pengumuman; 

k. memo k. radiogram; 

I. berita acara; 

m. piagam;dan 

n. sertifikat 

JABATAN 

SEKRETARIS 
DAERAH 

DALAMJABATAN 

a. surat dinas; 
b. surat keterangan; 
c. surat izin; 
d. surat perintah; 
e. surat tugas; 
f. surat perjanjian; 
g. surat perjalanan dinas; 
h. surat kuasa; 
I. surat undangan; 
J. surat pemyataan 

melaksanakan tugas; 
k. surat panggilan; 
1. nota dinas; 
m. lembar disposisi; 
n. telaahan staf; 
o. pengumuman; 
p. laporan; 
q. rekomendasi; 
r. surat pengantar; 
s. lembaran daerah; 
t. berita daerah; 
u. berita acara; 
v. notula; 
w.memo; 
x. da:ftar hadir;dan 
y. sertifikat 

ATAS NAMA BUPATI 

a. keputusan; 
b. surat edaran; 
c. surat dinas; 
d. surat keterangan; 
e. surat izin; 
f. surat perintah; 
g. surat tugas; 
h. surat perjanjian; 
I. surat undangan; 
J. surat pemyataan melaksanakan 

tu gas; 
k. surat panggilan; 
I. nota dinas; 
m. pengumurnan; 
n. radiogram; 
o. berita acara; 
p. piagam; 
q. sertifikat; dan 
r. surat tanda tamat pendidikan 

dan pelatihan. 

I 
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JABATAN

ASIS TEN

DALAM JABATAN
ATAS NAN4A SEKRETARIS

DAERAH

a. surat dinasa. nota dinas;
b.

C.

d.

e.

f
g.

lembar disposisi;
telaahan stae

laporan;

surat pengantar;

notula; dan
rnerno

b.

C.

d.

e.

f.

g.
h.

1.

J.

k.

surat keterangan;

surat perintah;

surat tugas;

surat perjalanan dinas;

surat undangan;

surat panggilan;
nota dinas:

laporan;

surat pengantar;dan
daftar hadir

JABATAN DALAM JABATAN

a. telaahan staeSTAF AHLI

b. laporan; dan
c. nota dinas

.*” ITJH„„l

ATASNAMASEKRETARIS 
JABATAN DALAMJABATAN 

DAERAH 

AS IS TEN a. nota dinas; a. surat dinas; 
b. lembar disposisi; b. surat keterangan; 
c. telaahan staf; c. surat perintah; 
d. laporan; d. surat tugas; 
e. surat pengantar; e. surat perjalanan dinas; 

.f. notula; dan f. surat undangan; 
a memo g. surat panggilan; i:,· 

h. nota dinas; 
l. laporan; 
J. surat pengantar;dan 
k. daftar hadir 

JABATAN DALAMJABATAN 

STAF AHLI a. telaahan staf; 
b. laporan; dan 
c. nota dinas 

KM 



JABATAN

KEPALA PERANGKAT
DAERAH

ATAS NAMA

BUPATI
DALAM JABATAN

a. surat dinas;

b. surat keterangan;
c. surat perintah;

d. surat izin;
e. surat perlanjran;

f surat tugas;

g. surat perjalanan
dinas;

h. surat kuasa;

i. surat undangan;

y. surat pernyataan

melaksanakan tugas;

k. surat panggilan;
1. nota dinas;

m. lembar disposisi;
n. telaahan staf;

o. perlgulnumall;

p. laporan;
q. rekomendasi;

r. berita acara;

S. merno;

t. daftar hadir; dan'
u. sertifikat

a. keputusan

b. surat edaran;
c. surat dinas;

d. surat keterangan;

e. surat perintah;

f. surat undangan;
g. sertifikat; dan

h. pengumuman

KETERANGAN

Kepala Perangkat
Daerah atas nama

Bupati

menandatangani
Naskah Dinas

dalam bentuk

susunan produk

hukum Keputusan

Bupati berupa
penetapan dan

pengaturan teknis

operasional
substansi instansi

Penandatanganan
Naskah Dinas oleh

Kepala Perangkat
Daerah atas llama

Bupati berupa
surat edaran hanya

terkait pengaturan
teknis operasional
substansi instansi

- Untuk Setwan

dapat

menandatangani
naskahselnua

dinas sesuai

kewenangan

Kepala Perangkat
Daerah kecuali

sertifikat
- Khusus untuk

Kepala Perangkat

Daerah yang

membidangi
urusan pendidikan

dan pelatihan juga
dapat

menandatangani

radiogram, piagam,
surat tanda tamat

pendidikan dan

pelatihan atas

llama Bupati.
PARAF
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JABATAN DALAM JABATAN 
ATASNAMA 

BUPATI 
KETERANGAN 

KEPALA PERANGKA T a. surat dinas; a. keputusan 
DAERAH b. surat keterangan; b. surat edaran; 

c. surat perintah; c. surat dinas; 
d. suratizin; d. surat keterangan; 
e. surat perjanjian; e. surat perintah; 
f. surat tugas; f. surat undangan; 
g. surat perjalanan g. sertifikat; dan 

dinas; h. pengumuman 
h. surat kuasa; 
1. surat undangan; 
J. surat pemyataan 

melaksanakan tugas; 
k. surat panggilan; 
l. nota dinas; 
m. lembar disposisi; 
n. telaahan staf; 
o. pengumuman; 
p. laporan; 
q. rekomendasi; 
r. berita acara; 
s. memo; 
t. daftar hadir; dan' 
u. sertifikat. 

- Kepala Perangkat 
Daerah atas nama 
Bupati 
menandatangani 
Naskah Dinas 
dalam bentuk 
susunan produk 
hukum Keputusan 
Bupati berupa 
pen eta pan dan 
pengaturan teknis 
operasional 
substansi instansi. 

- Penandatanganan 
Naskah Dinas oleh 
Kepala Perangkat 
Daerah atas nama 
Bupati berupa 
surat edaran hanya 
terkait pengaturan 
teknis operasional 
substansi instansi. 

- Untuk Setwan 
dapat 
menandatangani 
semua naskah 
dinas sesuai 
kewenangan 
Kepala Perangkat 
Daerah kecuali 
sertifikat. 

- Khusus untuk 
Kepala Perangkat 
Daerah yang 
membidangi 
urusan pendidikan 
dan pelatihan juga 
dapat 
menandatangani 
radiogram, piagam, 
surat tanda tamat 
pendidikan dan 
pelatihan atas 
nama Bupati. 

PA RAF 
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JABATAN DALAM JABATAN
ATAS NAb4A SEKRETARIS

DAERAH

KEPALA BAGIAN
PADA SEKRETARLAT

DAERAH

a. surat dinas;

b. surat keterangan;

c. surat perintah;

d. surat izin;
e. surat perlanjran;

f. surat tugas;
g. surat perjalanan dinas;
h. surat kuasa;

i. surat undangan;

J . surat pernyataan

melaksanakan tugas;

k. surat panggilan;
1. nota dinas;

m. lembar disposisi;
n. telaahan staf;

o. peIWmuman;
p. laporan;

q. rekomendasi;

r. berita acara;

a. surat dinas;

b. surat keterangan;

c. surat perintah;

d. surat undangan;
e. sertinkat;

f pengumuman

S. rnerno;

t. daftar hadir; dan
u. sertifikat

JABATAN D ALAM JABATAN
ATAS NAMA KEPALA

PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIS
PERANGKAT DAERAH

surat dinas

surat keterangan;
surat perintah:
surat kuasa

surat undangan;
nota dinas

lembar disposisi
telaahan staf

laporan;
memo; dan
daftar hadir

surat dinas

surat keterangan
surat perintah

surat undangan
nota dinas

laporan
daftar hadir

PARAF
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JABATAN DALAM JABATAN 
ATASNAMASEKRETARIS 

DAERAH 

KEP ALA BA GIAN a. surat dinas; 
P ADA SEKRET ARIA T b. surat keterangan; 

DAERAH c. surat perintah; 
d. surat izin; 
e. surat perjanjian; 
f. surat tugas; 
g. surat perjalanan dinas; 
h. surat kuasa; 
1. surat undangan; 
J. surat pernyataan 

melaksanakan tugas; 
k. surat panggilan; 
I. nota dinas; 
m. lembar disposisi; 
n. telaahan staf; 
o. pengumuman; 
p. laporan; 
q. rekomendasi; 
r. berita acara; 
s. memo; 
t. daftar hadir; dan 
u. sertifikat 

a. surat dinas; 
b. surat keterangan; 
c. surat perintah; 
d. surat undangan; 
e. sertifikat; 
f. pengumuman 

ATASNAMAKEPALA 
JABATAN DALAMJABATAN 

PERANGKAT DAERAH 

SEKRETARIS a. surat dinas; a. surat dinas; 
PERANGKA T DAERAH b. surat keterangan; b. surat keterangan; 

c. surat perintah; c. surat perintah; 
d. surat kuasa; d. surat undangan; 
e. surat undangan; e. nota dinas; 
f. nota dinas; f. laporan; 
g. lembar disposisi g. daftar hadir 
h. telaahan staf 
I. la po ran; 
J. memo; dan 
k. daftar hadir 



ATAS N AMA

JABATAN

KEPALA BIDANG

JABATAN

UNIT
TEKNIS

KEPALA
PELAKSANA
DINAS

JABATAN

KEPALADALAM

JABATAN PERANGKAT

DAERAH

a. surat dinas;
b. surat

keterangan;
c. surat perintah;
d. nota dinas,

e. daftar hadir

surat perintah;
nota dinas

lembar disposisi;
telaahan stae

laporan; dan
daftar hadir

DALAM JABATAN

surat dinas;

surat perintah;
surat tugas;

surat perjalanan dinas;
surat kuasa;

surat undangan;

surat penryataan
melaksanakan tugas;

surat panggila;

nota dinas;

lembar disposisi;

telaahan staf;

perlgurnurnarl;

laporan;
rekomendasi;

berita acara;

memo; dan
daftar hadir

a.

b.

C.

d.

e.

f.

g.

h,

1.

J.

k
1.

In.

n.

0.

P.

q.

ATAS NAMA

BUPATI
DALAM JABATAN

surat dinas.

surat keterangan;

surat perintah;

surat rzrn;

surat perlanjran;

surat tugas;
perjalanansurat

dinas;
surat kuasa;

surat undangan;

pernyataansurat

melaksanakan tugas;

surat panggilan

keputusan;
dan

surat edaran

KETERANGAN

Penandatanganan
surat dinas untuk

komunikasi

eksternal
untukdiutamakan

dilakukan oleh

Sekretaris Perangkat
Daerah

ATAS NAMA KEPALA

DINAS / BADAN

surat dinas;

surat keterangan;

surat perintah;
nota dinas;

berita acara;

daftar hadir;
instruksi; dan
surat edaran

a.

b.

C.

d
e.

f
g.
h.

KETERANGAN

naskah dinas

keputusan yang
ditanda tanganr
carnat atas narna

bupati hanya untuk

keputusan RT dan
RW

lgAIEAR
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ATASNAMA 

DALAM KEPALA 
JABATAN KETERANGAN 

JABATAN PERANGKAT 

DAE RAH 

KEPALA BIDANG a. surat perintah; a. surat dinas; Penandatanganan 
b. nota dinas; b. surat surat dinas untuk 
c. lembar disposisi; keterangan; komunikasi 
d. telaahan staf; c. surat perintah; ekstemal 
e. laporan; dan d. nota dinas; diutamakan untuk 
f. daftar had ir e. daftar hadir dilakukan oleh 

Sekretaris Perangkat 
Daerah 

ATAS NAMA KEPALA 
JABATAN DALAM JABATAN 

DINAS I BADAN 

KEPALA UNIT a. surat dinas; a. surat dinas; 
PELAK.SANA TEKNIS b. surat perintah; b. surat keterangan; 
DIN AS c. surat tugas; c. surat perintah; 

d. surat perjalanan dinas; d. nota dinas; 
e. surat kuasa; e. berita acara; 
f. surat undangan; f. daftar hadir; 
g. surat pemyataan g. instruksi; dan 

melaksanakan tugas; h. surat edaran 
h. surat panggila; 
1. nota dinas; 
J. lembar disposisi; 
k. telaahan staf; 
1. pengumuman; 
m. laporan; 
n. rekomendasi; 
o. berita acara; 
p. memo; dan 
q. daftar hadir 

ATASNAMA 
JABATAN DALAM JABATAN KETERANGAN 

BUPATI 

CAMAT a. surat dinas; a. keputusan; naskah dinas 
b. surat keterangan; dan keputusan yang 
c. surat perintah; b. surat edaran ditanda tangani 
d. surat izin; camat atas nama 
e. surat perjanjian; bupati hanya untuk 
f. surat tugas; keputusan RT dan 
g. surat perjalanan RW 

dinas; 
h. surat kuasa; 
1. surat undangan; 
j. surat pemyataan PA RAF 

melaksanakan tugas; OPO BA< HKM r -· k. surat panggilan; l 



1. nota dinas

m. lembar disposiss
n. telaahan staf;

perlgurnurnan
laporan
rekomendas

berita acara;

memo; dan

daftar hadir

DALAM JABATANJABATAN
KEPALA BAGIAN /

BIDANG

KEPALA SUBBAGIAN/ KEPALA a. nota dinas

b. telaahan staf; danSUBBIDANG /KEPALA SEKSI

c. laporan

a. surat perintah
b. nota dinas; dan

c. daftar hadir

JABATAN

LURAH

DALAM JABATAN ATAS NAMA CAMAT

a. nota dinas:

b. telaahan staf; dan

c. laporan

surat dinas

surat keterangan;

surat perintah

surat undangan; dan

surat panggilan

JABATAN

PELAKSANA

DALAM JABATAN

a. nota dinas

b. telaahan staf; dan

c. laporan

B Pelimpahan Kewenangan

a. Penggunaan Atas Nama (a.n.)

Atas nama yang disingkat a.n., dipergunakan jika yang

berwenang menandatangani surat/dokumen melimpahkan

kepada pejabat yang dibawahnya. Persyaratan yang harus

dipenuhi sebagai berikut :

1) Pelimpahan kewenangan tersebut dalam bentuk tertulis,

khusus untuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali

naskah yang sifatnya administrasi;

2) Mated wewenang yang dilimpahkan benar benar menjadi

tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;

PARA
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1. nota dinas; 
m. lembar disposissi; 
n. telaahan staf; 
o. pengumuman; 
p. laporan; 
q. rekomendasi; 
r. berita acara; 
s. memo; dan 
t. daftar hadir 

KEP ALA BA GIAN I 
JABATAN DALAM JABATAN 

BID ANG 

KEPALA SUBBAGIAN/ KEPALA a. nota dinas; a. surat perintah; 
SUBBIDANG /KEP ALA SEKSI b. telaahan staf; dan b. nota dinas; dan 

c. laporan c. daftar hadir 

JABATAN DALAMJABATAN ATASNAMACAMAT 

LURAH a. nota dinas; a. surat dinas; 
b. telaahan staf; dan b. surat keterangan; 
c. laporan c. surat perintah; 

d. suratundangan;dan 
e. surat panggilan 

JABATAN DALAMJABATAN 

PELAKSANA a. nota dinas; 
b. telaahan staf; dan 
c. la po ran 

B. Pelimpahan Kewenangan 

a. Penggunaan Atas Nama (a.n.) 

Atas nama yang disingkat a.n., dipergunakan jika yang 

berwenang menandatangani surat/ dokumen melimpahkan 

kepada pejabat yang dibawahnya. Persyaratan yang harus 

dipenuhi sebagai berikut: 

1) Pelimpahan kewenangan tersebut dalam bentuk tertulis, 

khusus untuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali 

naskah yang sifatnya adrninistrasi; 

2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar benar menjadi 

tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan; 



3) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah

Dinas berada pada pejabat yang diatasnamakan

Contohl :

a.n. Bupati

Sekretaris Daerah

(tanda tangan)

Nama

Pangkat/Golongan
NIP

Contoh 2

a.n Sekretaris Daerah

Kepala Bagian Hukum

(tanda tangan)

Nama

Pangkat/Golongan
NIP

b. Penggunaan untuk beliau (u.b.)

Untuk beliau, yang disingkat u.b., digunakan jika yang diberi

kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat

dibawahnya. Untuk beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas

nama (a.n.) . Pelimpahan kewenangan penandatanganan

Naskah Dinas dengan bentuk untuk beliau (u.b.) hanya sampai

pada pejabat dua tingkat eselon dibawahnya. Persyaratan yang

harus dipenuhi antara lain sebagai berikut :

1) Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua

tingkat struktural dibawahnya ;

2) Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung

jawabnya;

3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai

pejabat pengganti; dan

PARAF
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3) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah 

Dinas berada pada pejabat yang diatasnamakan 

Contohl : 

a.n. Bupati 

Sekretaris Daerah 

(tanda tangan) 

Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP 

Contoh 2 

a.n Sekretaris Daerah 

Kepala Bagian Hukum 

( tanda tangan) 

Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP 

b. Penggunaan untuk beliau (u.b.) 

Untuk beliau, yang disingkat u.b., digunakan jika yang diberi 

kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat 

dibawahnya. Untuk beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas 

nama (a.n.). Pelimpahan kewenangan penandatanganan 

Naskah Dinas dengan bentuk untuk beliau (u.b.) hanya sampai 

pada pejabat dua tingkat eselon dibawahnya. Persyaratan yang 

harus dipenuhi antara lain sebagai berikut : 

1) Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua 

tingkat struktural dibawahnya; 

2) Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung 

jawabnya; 

3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai 

pajabatpengganti;dan 



4) Tanggpng jawab berada pada pejabat yang telah diberi
kuasa

Contoh :

a.n. Bupati Pohuwato
Sekretaris Daerah,

u.b
Asisten Administrasi Umum

(tanda tangan)

Nama
Pangkat / Golongan
NIP

c. Penggunaan Pelaksana Tugas (PIt.)

1) PIt. Kepala Daerah

Contoh penulisan sebutan PIt. dalam penandatanganan
naskah dinas

PIt. Bupati Pohuwato

(tanda tangan)

2) PIt. Jabatan Struktural

PIt . Jabatan struktural memiliki kewenangan

penandatanganan Naskah Dinas sama dengan pejabat

definitif dan bertanggung jawab atas Naskah Dinas yang

ditanda tangani olehnya.

Contoh penulisan sebutan PIt. dalam penandatanganan
naskah dinas.

PIt. Asisten

(tanda tangan)

Nama

Pangkat/Golongan
NIP

[aE8lk

no AG M

4) Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi 

kuasa 
Contoh: 

a.n. Bupati Pohuwato 
Sekretaris Daerah, 

u.b. 
Asisten Administrasi Umurn 

(tanda tangan) 

Nama 
Pangkat I Golongan 
NIP 

c. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.) 

1) Plt. Kepala Daerah 

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan 

naskah dinas 

Plt. Bupati Pohuwato 

(tanda tangan) 

Nama 

2) Plt. Jabatan Struktural 

Plt. Jabatan struktural memiliki kewenangan 

penandatanganan Naskah Dinas sama dengan pejabat 

definitif dan bertanggung jawab atas Naskah Dinas yang 

ditanda tangani olehnya. 

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan 

naskah dinas. 

Plt. Asisten 

(tanda tangan) 

Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP 



d. Penggunaan Pelaksana Harian (Plh.)

1) Plh. Kepala Daerah

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan
naskah dinas

Plh. Bupati Pohuwato

(tanda tangan)

Nama

2) Plh. Jabatan Struktural

Plh. jabatan struktural memiliki kewenangan

penandatanganan Naskah Dinas sesuai dengan tugas yang

diberikan oleh pejabat definitif, bersifat rutinitas dan tidak

berupa kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak

pada perubahan status hukum pada aspek organisasi,

kepegawaian dan alokasi anggaran.

Contoh penulisan sebutan Plh. Dalam penandatanganan naskah dinas.

Plh. Asisten Adminitrasi Umum

(tanda tangan)

Nama

Pangkat/Golongan
NIP

e. Penggunaan Penjabat (Pj.)

Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan naskah
dinas

Pj . Bupati Pohuwato

(tanda tangan)

Nama

d. Penggunaan Pelaksana Harian [Plh.) 

1) Pih. Kepala Daerah 

Contoh penulisan sebutan Pih. dalam penandatanganan 

naskah dinas 

Plh. Bupati Pohuwato 

(tanda tangan) 

Nama 

2) Pih. Jabatan Struktural 

Pih. jabatan struktural memiliki kewenangan 

penandatanganan Naskah Dinas sesuai dengan tugas yang 

diberikan oleh pejabat definitif, bersifat rutinitas dan tidak 

berupa kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak 

pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, 

kepegawaian dan alokasi anggaran. 

Contoh penulisan sebutan Plh. Dalam penandatanganan naskah dinas. 

Plh. Asisten Adminitrasi Umum 

(tanda tangan) 

Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP 

e. Penggunaan Penjabat (Pj.) 

Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan naskah 

din as 

Pj. Bupati Pohuwato 

(tanda tangan) 

Nama 



Contoh penulisan Pjs.Sekretaris Daerah dalam penandatanganan naskah
dinas

Pj . Sekretaris Daerah

(tanda tangan)

Nama

f. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.)

Contoh penulisan sebutan Pjs. dalam penandatanganan
naskah dinas

Pjs. Bupati Pohuwato

(tanda tangan)

Nama

BUPATI POHUWATO ,

C#

/AIPUL MBUINGA

PARAF KOORDINASI

SEKDA

ASISTEN PEMKESRA

ASISTEN

KABAG HUKUM

'R!\J\SqaKEPALA

KABID

mKMa(9i7£FJRIfjl
PELAKSANA

Contoh penulisan Pjs.Sekretaris Daerah dalam penandatanganan naskah 

dinas 

Pj. Sekretaris Daerah 

(tanda tangan) 

Nama 

f. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.) 

Contoh penulisan sebutan Pjs. dalam penandatanganan 

naskah dinas 

Pjs. Bupati Pohuwato 

(tanda tangan) 

Nama 

BUPATI POHUWATO, 

SEKOA 
A SI STE 
ASISTE 
KABAG HUKUM 

PELAKSA A 

AIPUL MBUINGA 

/ 


